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WALI KOTA KEDIRI

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Menimbang

Mengingat

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KEDIRI,

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik, akuntabel, .dan ) beroriéntasi pada hasil, setiap
perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis/sebagai
pedoman perencanaan kinerja jangka menengah;

.bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Daerah untuk
merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara
partisipatif, inklusif, . dan berkeadilan, serta untuk menjawab
tantangan pembangunan daerah yangssemakin kompleks dan
dinamis;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata “Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan, Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja ' Pemerintah Daerah, rancangan akhir Renstra Perangkat
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan



10.

Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah beberapa kalif terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-, Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerjad menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indoenesia, Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Républik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 12_Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah didbah beberapa kali terakhir
dengan Undangsndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas,Undang-Undang.Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan »Undang-Undangs Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan \Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

11.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jJangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan, Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024
tentang RencanalPembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2024 Nomor 4.Seri D, TambahamwLembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

16.Peraturan Daerah Provinsi‘Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan ' Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah ProvinsiJawa Timur Nomor 132);

17.Peraturand Daerah Kota,Kediri Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 95);

18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2024-2044
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 99);

19.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2025
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kediri.



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung tahun 2025-2029.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat

Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang disusun

berdasarkan Renstra PD.

8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai ataudihasilkan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahunan.

9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,

berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari

pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

10. Program adalah penjabaran kebijakan Pérangkat Daerah dalam bentuk upaya

yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (eutput) dalam rangka

mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pasal 2
(1) Renstra PD disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-20209.
(2) Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan
pelaksanaandprogram/kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 3
(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b.gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
d. program; kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
dan
e. penutup.
(2) Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 4
Perubahan Renstra PD hanya dapat dilakukan apabila:
a. terjadi perubahan mendasar dalam RPJMD; atau
b. adanya kebijakan nasional/daerah yang bersifat strategis dan mendesak.

Pasal 5
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI

R
§




LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan‘masyarakat pada
suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam > jangka waktu, tertentu.
Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam ‘dokumen-
dokumen perencanaan, baik untuk jangka panjang (dua puluh/ tahun),
jangka menengah (lima tahun), maupun jangka‘pendek (tahunan). Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) merupakan landasanutama dan pegangan bagi pemerintah
pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih
terintegrasi, sinkrony.dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar
waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah™ satu konsekuensi ditetapkannya Undang-Undang tersebut
adalah diwajibkan bagi/setiapmPerangkat Daerah untuk menyusun rencana
kerja® sébagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk
jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk
perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis
(Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu “Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya \disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang
mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis
dengan berpedoman pada RPJMD”, yang selanjutnya dijelaskan dalam pasal
(2) yaitu “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan

dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan



Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah.”

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan
pembangunan daerah guna mewujudkan visi dan misi pembangunan yang
telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Tahun
2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi
pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja perangkat
daerah. Penyusunan Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029 didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku sertamengacu pada dokumen
perencanaan nasional dan daerah, seperti Renéana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 danfRencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang akan _disusun oleh Pemerintah Daerah.
Renstra ini menjadi acuan dalam penjabaran program dan kegiatan strategis
yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah; sehingga diharapkan
dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan 'Renstra BKPSDM " Kota Kediri juga perlu
memperhatikan Renstra Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Renstra
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.Jawa, Timur (BKD Prov. Jatim).
Selanjutnya RenStra BKPSDM Kota’ Kediri Tahun 2025-2029 ini akan
menjadi dasar dalam perencanaan tahunan BKPSDM, yaitu dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Kediri.

RPIMN | RPIMN | RKP
Al N RPIMD Provinsi | 3| ¢ RKPD Provinsi

RPIMD Y I 2

Provinsi Renstra K/L - | Renja K/L
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Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)

diperhatikan
diperhatikan
diperhatikan
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1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota
Kediri Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah
dengan -2- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor, 17 > Tahun' 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun'1954 Nomor40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pémerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi
Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6909);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90¢ Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia,Tahun 2019
Nomor 1447);

9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nemor 2 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota/Kediri Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kediri'tNomor 102);

10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 86 Tahun 2021 téntang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber DayadManusia (BKPSDM) Kota Kediri

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-

2029 adalah, untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil

BKPSDM beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan

komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran BKPSDM secara

berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung
sasaran dan tujuan Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra BKPSDM Kota Kediri

Tahun 2025-2029 adalah :

a. Menjadi kerangka dasar bagi BKPSDM Kota Kediri dalam melaksanakan
pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029, dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Kediri Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi BKPSDM;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM
Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui

penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;



c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja BKPSDM Kota Kediri

yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya

menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029

disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1

1.2

1.3

1.4

Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat
Daerah, fungsi Renstra Perangkat®Daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, prose§ penyusunan Renstra Perangkat
Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat,Daerah dengan RPJMD,
Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan
Renja Perangkat Daerah.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, dan'ketentuan peraturan lainnya
yangdmengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi,
kéwenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan
acuan), dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan.tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renstra Perangkat Daerah

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1

2.2

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM Kota Kediri
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah
Sumber Daya BKPSDM Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya



2.3 Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Kediri
Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode
sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas
Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
RPJMD periode sebelumnya,

2.4 Kelompok Sasaran Layanan
Berisi tentang penerima manfaat layanan yang diberikan oleh
Perangkat Daerah sebagai bentuk perencanaan dan pengukuran
kinerja Perangkat Daerah terarah, terukur dan berdampak
langsung

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis BKPSDM

Berisi permasalahan dan isu£ isu startegis layanan BKPSDM

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini mengemukakan Tujuandan Sasaran Renstra BKPSDM,
kemudian dilengkapi dengan Cascading Kinerja BKPSDM serta
Penahapan Pembangunan upaya sistematis "untuk memastikan
pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi, misi

dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

BAB V

PENYELENGGARAAN URUSAN

Pada bab 'ini \memuat tentang uraian program, kegiatan, sub
kegiatan serta target kinerja, baik dalam pencapaian tujuan dan
sasaran Renstra |PD maupun dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan

PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian terhadap perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan

daerah.



BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAAN
DAN ISU STRATEGIS BKPSDM

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, BKPSDM mempunyai kedudukan
sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut BKPSDM
mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ‘dibidang kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM

BKPSDM melaksanakan fungsispenunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dibidang skepegawaian, pendidikan dan
pelatihan. Secara rinci BKPSDM mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan;

d. Pelaksanaan,administrasi Badan dibidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur

organisasi BKPSDM Kota Kediri adalah sebagai berikut :

a. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Adapun fungsi
Kepala Badan adalah sebagai berikut :
a.Perumusan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan;

b.Pelaksanaan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan;



c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

d.Pelaksanaan administrasi Badan dibidang kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan; dan

e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan

tugasnya.

SEKRETARIAT
Sekretariat mempunyai tugas merencanakany melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan
masyarakat dan protokol badan. Adapunsfungsi, Sekretariat adalah
sebagai berikut :
a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;
d. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
e. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan
protokol;
f. pelaksanaans koordinasi penyuSunan program, anggaran dan
perundang undangan;
g. pelaksanaankoordinasi penyelesaianymasalah hukum (non yustisia)
di bidang kepegawaian;
he'pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
1. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
j-». pengelolaan jasa penunjang urusan di badan;
k. pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis
elektronik;
1. pelaksanaandmonitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan
kinerja badan;

m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan

o]

. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan

pengiriman  surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas,

dokumentasi dan kearsipan;

b. menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;



c. menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik daerah;

d. menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan
masyarakat dan protokol;

e. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan
perundang undangan;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah
hukum (non yustisia) dibidang kepegawaian;

menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang;

T

h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian
kinerja pegawai;

i. menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;

j. menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan
konsultasi;

k. menyiapkan bahan pelaksanaan Kkoordinasi penyelenggaraan tugas-
tugas bidang; dan

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya

BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN'ASN
Bidang Pengembangan dan Pémbinaan ASN mempunyai tugas
mengkoordinasikan perencanaan,’ pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi “bidang pengembangan, ' pembinaan, penghargaan dan
perlindungan serta pendidikan dan pelatihan ASN. Untuk melaksanakan
tugas dimaksud, Bidang Pengembangan dan Pembinaan ASN mempunyai
fungsi :
a.penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan dan Pembinaan
ASN;
b. pengembangan kompetensi ASN;
c. penilaian dan.evaluasi kinerja aparatur;
d. pengembangan kompetensi teknis;
e. sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan
fungsional;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan  Bidang
Pengembangan dan Pembinaan ASN; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



d. BIDANG MUTASI, FORMASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Bidang Mutasi, Formasi dan Informasi Kepegawaian mempunyai

tugas melakukan

pengadaan

ASN, pengurusan

administrasi

pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Mutasi, Formasi dan

Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Mutasi, Formasi dan Informasi

Kepegawaian;

b. pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN;

c. mutasi dan promosi ASN;

d. pengelolaan administrasi kepegawaian ASN;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasif dan pelapoeran Bidang Mutasi,

Formasi dan Informasi Kepegawaian; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Berikut disajikan gambar Struktur Organisasi BKPSDM sesuai dengan

Peraturan Walikota Kediri Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan OrganisasigTugas . dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kediri.
Gambar 2.1 Struktur Organisasi- BKPSDM
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2.2. SUMBER DAYA BKPSDM KOTA KEDIRI

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM,
maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana prasarana
penunjang lainnya, yaitu :

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur
Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di BKPSDM Kota
Kediri (per Maret 2025) berjumlah 54 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai BKPSDM Kota Kediri Berdasarkan
Jabatan Tahun 2025

No. Jabatan Jumlah ASN
1. | Eselon II 1
2. | Eselon III 3
3. | Eselon IV 1
4. | Jabatan Fungsional 6
5. | Jabatan Pelaksana 33
6. Pegawai Pemerintah dengan 2
Perjanjian Kerja (PPPK)
Jumlah 46

Sumber: BKPSDM Kota Kediri (per Mei 2025)

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki BKRSDM dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugasnya adalah,berupa aset tetap, sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rincian'Aset Tetap tahun 2025

No Nama Barang Dibutuhkan | Tersedia Kurang
Tanah untuk
1 | Bangunan Tempat 1 1 0
Kerja
2. | Electri¢ Generating Set 1 1 0
3 | Pompa 3 3 0

Kendaraan Dinas
Beroda Empat

Kendaraan Bermotor
Beroda Dua

Alat Penyimpan

6 Perlengkapan Kantor 64 64 0
7 | Alat Kantor Lainnya 251 251 0
8 | Mebel 296 296 0
9 | Alat Pembersih 10 10 0
10 | Alat Pendingin 35 35 0




No Nama Barang Dibutuhkan Tersedia Kurang
Alat Pemadam

1 Kebakaran 12 12 0

12 | Meja Kerja Pejabat 1 1 0

13 | Kursi Kerja Pejabat 2 2 0

14 | Kursi Rapat Pejabat 7 7 0
Lemari dan Arsip

15 Pejabat 13 13 0

16 | Peralatan Studio Audio 5 5 0

17 Perale_ltan Studio Video 15 15 0
dan Film

18 Alat Komunikasi 15 15 0
Telephone

19 | Komputer Jaringan 1 1 0

20 | Personal Computer 81 81 0

21 | Peralatan Mainframe 8 8 0

29 Peralatan Personal 101 101 0
Computer

23 | Peralatan Jaringan 15 15 0

24 Pe.ralatan Komputer 2 2 0
Lainnya

75 Bangunan Gedung 5 5 0
Kantor

Sumber : Laporan BMD BKPSDM perduni 2025

2.3. KINERJA LAYANAN BKPSDM KOTA KEDIRI

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui
capaian indikator kinerja<Pencapaian Kinerja Layanan BKPSDM Kota Kediri
merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap
program/kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja BKPSDM periode
tahun 2025-2029 merupakan hasil evaluasi dari kinerja pada periode tahun
2020-2024. Indikator mengalami perubahan jika dibandingkan dengan
Renstra BKPSDM Tahun 2020-2024 dan Renstra BKPSDM Tahun 2025-
2026. Perubahanindikator dikarenakan adanya pengendalian dan evaluasi
dari Kementerian PAN-RB, kondisi dinamika Perangkat Daerah, ketersediaan
data serta untuk meningkatkan kinerja secara umum. Adanya perubahan
indikator menyebabkan tidak tersedianya data capaian pada tahun 2020-
2023 untuk indikator yang baru. Dengan memperhatikan capaian indikator
kinerja ini akan memudahkan bagi BKPSDM untuk menentukan sejauh
mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam
kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja BKPSDM Kota Kediri
bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :



Tabel 2.4 Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

NO

Indikator
Kinerja
Renstra 2025-
2029

Satuan

Kondisi

2020

2021

2022

-2

-3

Ket.

Indeks Sistem
Merit

Indeks

138,5

Persentase
pejabat ASN
yang
ditempatkan
sesuai potensi
dan kinerja

Persentase

64%

68%

61,67%

Indeks
Profesionalitas
ASN

Indeks

63,54

61,69%

89,39

Untuk data anggaran dan realisasi pen

Kediri Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 2.




Tabel 2.6 Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

Anggaran Realisasi Realisasi
B]eell;:lsja 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % % % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Belanja
Tidak 6.416.471.073 6.693.709.205 3.466.926.952 9.776.873.000 7.511.553.418 4.238.009.113 (€3.096.772.833 | 3.039.425.896 5.689.332.048 6.127.817.330 | 66,05% | 46,26% | 87,67% | 58,19% | 81,58%
langsung
ﬁ:ﬁ;}sng 9.180.435.917 8.500.000.000 7.915.116.944 5.460.379.900 5.013.029.970 6.385.175.968 | 5.000.568.232 | 5.903.880.281 4.633.198.107 4.545.133.535 | 69,55% | 58,83% | 74,59% | 84,85% | 90,67%
Jumlah 15.596.906.990 | 15.193.709.205 | 11.382.043.896 | 15.237.252.900 | 12.524.583.388 | 10.623.185:081 | 8.097.341.065 | 8.943.306.177 | 10.322.530.155 | 10.672.950.865 | 68,11% | 53,29% | 78,57% | 67,75% | 85,22%

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2024 rasio antara realisasi dan anggaran berfluktuasi hingga realisasi akhir

periode pada tahun 2024 mencapai 85,22%. Fluktuatifnya rasie ini‘disebabkan) oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal

berasal dari Kebijakan Badan Kepegawaian Negara terkait jadwal pelaksanaan seleksi CASN dan PPPK, sedangkan faktor internal adalah

tidak tuntasnya kegiatan seleksi terbukadJPTP karena tidak terpenuhinya syarat minimal pelaksanaan seleksi terbuka. Namun begitu,

BKPSDM tetap komitmen untuk mencapai target kinerjasyang sudah'disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang

memadai.




2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan BKPSDM dijabarkan sesuai program pada
tabel berikut :

Tabel 2.7 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran

No. Program
Layanan

1 Program Kepegawaian daerah ASN Kota Kediri

P P D
rogra-rn engembangan Sumber Daya ASN Kota Kediri
Manusia

Program Penunjang Urusan

BKPSDM Kota Kediri
Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota ota Redir

MITRA PEMBERIAN PELAYANAN

BKPSDM Kota Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
bermitra dengan K/L/D/I pembina kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
ASN. Seperti Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Negara
Regional Jawa Timur," Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian PAN-RB.

KERJA SAMA DAERAH
BKPSDM Kota Kediri terkait dengan pendidikan dan pelatihan ASN

bekerja sama dengan BPSDM Prov. Jatim dan BPSDM Prov. Jogjakarta serta
K/L/D/I penyedia pendidikan dan pelatihan ASN lainnya. Sedangkan untuk
penilaian kompetensi dan potensiy BKPSDM bekerjasama dengan Badan

Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
BKPSDM Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau
kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap
aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan
Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 bahwa BKPSDM mempunyai tugas
membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN.

BKPSDM berfungsi untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan
layanan administrasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN. Dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, beberapa permasalahan yang

diidentifikasikan adalah sebagai berikut:



. Proyeksi kebutuhan ASN belum sepenuhnya berbasis pada analisis jabatan

dan beban kerja yang valid. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara

jumlah, jenis, dan distribusi ASN sesuai kebutuhan perangkat daerah.

. Data kepegawaian belum sepenuhnya akurat dan terintegrasi antar sistem

manajemen ASN yang dimiliki sehingga menghambat proses perencanaan
kebutuhan pegawai, penilaian kinerja, dan pengembangan karier ASN.
Regulasi dan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
yang dinamis tidak jarang menyebabkan kesulitan BKPSDM dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya metode, pendidikan dan
pelatihan ASN yang menyebabkan biaya tinggi.dan,pengisian formasi ASN
melalui promosi dan mutasi dengan tahapan yang eukup panjang dan
rumit.

Belum optimalnya pengelolaan manajemen talenta dalam pengisian jabatan
ASN melalui promosi dan mutasi ASN yang menurunkan kepeércayaan

publik bahkan ASN Kota Kediri terhadap birokrasisPemerintah Kota Kediri

. Ketimpangan kualitas SDM ASN antar perangkat daerah baik secara

kompetensi, kinerja, kualifikasi dan keterampilan digitalisasi.

Sistem pengukuran kinerja yang ada belum “efektif dalam menyajikan
kinerja nyata ASN. Penilaian masih< bersifat formalitas, dengan indikator
kuantitatif yang kurang terukur dan selaras dengan tujuan organisasi,

serta kurang berdampak pada penghargaan dan pengembangan karir ASN.

. Kurangnya komitmen atasan langsung dan/ atau pimpinan perangkat

daerah untuk melakukan ewvaluasi dan pengawasan internal terhadap
kinerjaidan disiplin.ASN.
Adapun isu-isu strategis yang ada di BKPSDM Kota Kediri antara lain

sebagai berikut:

1.

Penguatan manajemen ASN berbasis sistem merit secara konsisten melalui
perencanaan kebutuhan ASN, Pengadaan ASN, Pengembangan Talenta dan
Karier ASN (promosi, rotasi, dan mutasi) secara digital yang terintegrasi
antar sistem manajemen ASN Nasional dan Daerah demi menjamin

keakuratan data;

. Peningkatan Kompetensi ASN yang Relevan Pelatihan dan pengembangan

ASN sering tidak berbasis kebutuhan jabatan dan tidak berdampak

langsung terhadap kinerja; dan

. Penguatan budaya kinerja dan akuntabilitas sistem penilaian kinerja ASN

yang objektif, terukur, dan digunakan sebagai dasar pengembangan karier

atau penghargaan.



Tabel 2.8 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Isu Lingkungan Dinamis(yang Relevan dengan PD
Daerah yang Isu KLHS
menjadi Permasalahan PD yang relevan . . Isu Strategis PD
Global Nasional Regional
kewenangan dengan PD
PD
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
Digitalisasi Pemantapan Percepatan Digitalisasi optimalisasi
‘gitatisasi Proyeksi kebutuhan ASN belum P . p . '8! _l ! . 1sast
layanan . . Tata digitalisasi global, pemerintahan | e
ublik sepenuhnya berbasis pada analisis Kelola smart governance daerah government ; i
p jabatan dan beban kerja yang valid ' rat, Penguatan manajemen ASN berbasis
Pemerintahan kebijakan sistem merit secara konsisten melalui
Data kepegawaian belum sepenuhnya (Good keterbukaan perencanaan kebutuhan ASN,
akurat dan terintegrasi antar sistem Governance) data Pengadaan ASN, Pengembangan
manajemen ASN yang dimiliki dan Efisiensi Talenta dan Karier ASN (promosi,
Anggaran rotasi, dan mutasi) secara digital

Regulasi dan kebijakan dibidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
yang dinamis

Belum optimalnya pengelolaan
manajemen talenta dalam pengisian
jabatan ASN melalui promosi dan
mutasi ASNs

Ketimpangan kualitas SDM ASN antar
perangkat daerah baik secara
kompetensi, kinerja, kualifikasi dan
keterampilan digitalisasi

Sistem pengukuran kinerja yang ada
belum efektif dalam menyajikan Kinerja
nyata ASN

Kurangnya komitmen atasan langsung
dan/ atau pimpinan perangkat daerah
untuk melakukan evaluasi dan
pengawasan internal terhadap kinerja
dan disiplin ASN

yang terintegrasi antar sistem
manajemen ASN Nasional dan
Daerah demi menjamin keakuratan
data

Peningkatan Kompetensi ASN yang
Relevan

Pelatihan dan pengembangan ASN
sering tidak berbasis kebutuhan
jabatan dan tidak berdampak
langsung terhadap kinerja

Penguatan budaya kinerja dan
akuntabilitas sistem penilaian kinerja
ASN yang objektif, terukur, dan
digunakan sebagai dasar
pengembangan karier atau
penghargaan




BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KOTA KEDIRI

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan
dampak (impact) keberhasilan pembangunan daérah yang diperoleh dari
pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah
hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sesuai dengan Visi Kota Kediri “Membangun Kota Kediri yang MAPAN
- Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, Ngangeni”, Renstra BKPSDM
Kota Kediri tahun 2025-2029.mendukung Misi 4 pada RPJMD Kota Kediri
Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola/Pemerintahan yang
inovatif, responsif dan berintegritas”.

Penjabarantujuan, indikator/tujuan, sasaran dan indikator sasaran
serta target kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah

sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:



Tabel 3.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

NSPK DAN BASELINE TARGET TAHUN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2024 s i i i P e KETERANGAN
YANG RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

Meningkatnya Meningkatnya Indeks Sistem 306 314 315 316 318 322 325

kualitas pelayanan Manajemen ASN Merit (Indeks)

publik Berbasis Sistem

Merit
Meningkatnya Persentase pejabat | 61.69 62.92" | 64.18 | 65.46 | 66.77 | 68.11 | 69.47
kualitas ASN yang
penempatan ditempatkan
pejabat ASN sesuai potensi dan
sesuai potensi dan | kinerja (%)
kinerja
Meningkatnya Indeks 89.39 89.84 | 90.29 | 90.74 | 91.19 |91.65 |92.11
profesionalitas Profesionalitas ASN
ASN (Indeks)
Meningkatnya Nilai LHE AKIP 85.10 85.19 | 85.27 |85.36 |8544 | 8553 |8561
Manajemen BKPSDM (Nilai)
Internal BKPSDM
Nilai IKM BKPSDM' | 3.79 3.80 3.81 3.82 3.83 3.84 3.85

(Nilai)




Berdasarkan tabel 3.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan
BKPSDM Kota Kediri adalah “Meningkatnya Manajemen ASN Berbasis
Sistem Merit” yang diukur dengan menggunakan indikator tujuan Indeks
Sistem Merit.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran antara lain
sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas penempatan pejabat ASN sesuai potensi dan

kinerja

b. Meningkatnya profesionalisme ASN
c. Meningkatnya Manajemen Internal BKPSDM
Berikut akan disampaikan tentang rumus dan asional dari

indikator sasaran yang ada :
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Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

INDIKATOR

NO SASARAN SASARAN DEFINISI OPERASIONAL FORMULA INDIKATOR
A. Pejabat ASN adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP),
Jabatan Administrator (JA) dan Jabatan Pengawas (JP).di lingkungan
Pemerintah Kota Kediri
B. Penentuan tingkatan potensial,dalam kategori tinggi, menengah, dan
rendah melalui assessment center, uji kompetensi, rekam jejak jabatan,
dan/atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan instansi atau nasional
C. Pemeringkatan kinerja dalam kategori'status kinerja yang terdiri
dari: di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi
Meningkatnya | Persentase
kualitas pejabat ASN D. Potensi.dan kinerja ASN disajikan dalamypemetaan talenta (kotak
1 penempatan yang manajémen talenta), yaitu'bagan yang terdiri dari 9 (sembilan) kategori
) pejabat ASN ditempatkan | yang menunjukkan sekumpulan Pegawai ASN berdasarkan tingkatan

sesuai potensi
dan kinerja

sesuai potensi
dan kinerja

potensial dan kinerja.

Tingkatan potensi dan kinerja tersebut adalah :

1. Kinerja diibawah ekspektasi dan potensial rendah
Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial rendah
Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial menengah
Kinerja di atas ekspektasi dan potensial rendah
Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial menengah
Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial tinggi
Kinerja di atas ekspektasi dan potensial menengah
Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial tinggi

. Kinérja di atas ekspektasi dan potensial tinggi
(Permen PAN-RB 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN)
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NO

SASARAN

INDIKATOR
SASARAN

DEFINISI OPERASIONAL

FORMULA INDIKATOR

Meningkatnya
profesionalis
me ASN

Indeks
Profesionalis
me ASN

Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN adalah suatu instrumen yang
digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas
ASN dengan kriteria pengukuran :

(1) dimensi kualifikasi, yaitu data/informasi pendidikan.formal ASN
dengan bobot 25%

(2) dimensi kompetensi, yaitu data/informasi riwayat pengembangan
kompetensi ASN dengan bobot 40%

(3) dimensi kinerja, yaitu data/informasi‘penilaian kinerja ASN dengan
bobot 60%

(4) dimensi disiplin, yaituwndata/informasi riwayat hukuman disiplin
ASN dengan bobot 5%

Setiap dimensi mencakup bobet, deskripsi, dan indikator diatas sebagai
satu kesatuan dari standar profésionalisme ASN sebagaimana diatur
dalam Peératuran Badan Kepegawaian Negara No. 8 tahun 2019 tentang
Penilaian

Penilaian Indeks
Profesionalisme ASN
oleh Badan
Kepegawaian Negara
(BKN)

Meningkatnya
Manajemen
Internal
BKPSDM

Nilai LHE
AKIP
BKPSDM

Meéningkatnya akuntabilitas Kinerja adalah kondisi di mana
pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dilakukan secara
transparanyterukur, danbertanggung jawab sesuai dengan prinsip
good governance, serta mampu menunjukkan pencapaian kinerja yang
selaras dengan perencanaan dan target pembangunan yang telah
ditetapkan.

Nilai LHE AKIP
BKPSDM Tahun n




NO

SASARAN

INDIKATOR
SASARAN

DEFINISI OPERASIONAL

FORMULA INDIKATOR

Nilai IKM
BKPSDM

IKM BKPSDM adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dalam bidang
layanan kepegawaian ASN adalah PenguKuran tingkat kepuasan ASN
yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat ASN dalam
memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan kepegawaian
melalui kegiatan survei Kepuasan Pelayanan Kepegawaian dengan
media kuisioner tertulis. Ruang Lingkup penilaian sebagaimana diatur
dalam Permempan-RB No. 14 Tahun 2017 adalah :

Prosedur Layanan

Persyaratan Layanan

Produk Layanan

Kompetensi Petugas

Waktu Penyelesaian

Perilaku Petugas

Penanganan Pengaduan

Biaya Pelayanan

Sarana dan Prasarana

®NUAEWN e
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Nilai IKM BKPSDM
Tahun n

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025




3.2. CASCADING KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan
penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang
lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan
cascading kinerja BKPSDM Tahun 2025 - 2029.
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Grafik 3.1 Cascading Kinerja BKPSDM

Tujuan

Meningkatnya Manajemen ASN Berbasis
Sistem Merit

IK : Indeks Sistem Merit

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas penempatan pejabat
ASN sesuai potensi dan Kinerja

IK : Persentase pejabat ASN yang
ditempatkan sesuai potensi dan kinerja

Sasaran 2
Meningkatnya profesionalisme ASN
IK : Indeks Profesionalisme ASN

Sasaran 3

Meningkatnya Manajemen Internal
BKPSDM

IK:
1. Nilai LHE AKIP BKPSDM
2. Nilai IKM BKPSDM



Sasaran 1
Meningkatnya kualitas penempatan
pejabat ASN sesuai potensi dan
kinerja
IK : Persentase pejabat ASN yang
ditempatkan sesuai potensi dan
kinerja

Program Kepegawaian Daerah

IK: Persentase Formasi ASN yang terisi
sesuai analisa beban kerja

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian ASN
IK: Persentase tahapan pengadaan ASN
yang diselesaikan

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
IK : Jumlah kegiatan pengisian JPTP, JA,
dan JF yang dilaksanakan (seleksi terbuka
JPTP dan Pengangkatan/ pemberhentian
JA dan JF)

Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan
Administrasi Pemberhentian

Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN

IK : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi, Jabatan Pelaksana dan
Mutasi ASN Antar Daerah

Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi
Pengadaan PNS dan PPPK
IK : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi
dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi
Kepegawaian

IK: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan

Sistem Informasi Kepegawaian

IK : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
Pemberhentian

Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan
Pangkat ASN

IK: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat
ASN

Subkegiatan Pengelolaan Promosi ASN

IK: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Promosi ASN




Sasaran 2
Meningkatnya profesionalisme ASN
IK : Indeks Profesionalisme ASN

Program Kepegawaian Daerah

IK: Persentase ASN dengan predikat kinerja
minimal "Baik"

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
IK: Persentase penilaian dan evaluasi kinerja

aparatur yang dilaksanakan

Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur
IK: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian
dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan

bagi Pegawai

IK : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

IK : Persentase JPTP, JA, JF dan pelaksana yang
mengikuti pengembangan kompetensi

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

IK: Jumlah program pengembangan kompetensi
teknis yg dilaksanakan sesuai dokumen HCDP

Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan
Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Ik : Jumlah program pengembangan kompetensi

manajerial dan fungsional yg dilaksanakan sesuai
dokumen HCDP

b

Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi
Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

IK: Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan
Kompetensi

y

Subkegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
IK : Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa

Kedisiplinan

Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan
IK : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan

—

Subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN
== [K: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan

Subkegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian
Pegawai
IK: Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian
Pegawai yang Dilayani

Sasaran 3

Meningkatnya Manajemen Internal
BKPSDM

IK:
1. Nilai LHE AKIP BKPSDM
2. Nilai IKM BKPSDM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota
1K:




3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan
efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan
dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan
program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota
Kediri Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai
tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)y yang selaras dengan
strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kota Kediri Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam
pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Kediri serta dalam mengemban
tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada Keridor yang ditetapkan: Strategi
dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu
strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Kediri. Dengan
mengetahui  faktor-faktor yang  mempengaruhi “Keberhasilan dan
ketidakberhasilan tersebut, dapatdisusun strategi yang dinilai realistis dalam
mencapai tujuan.dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi
tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk
memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Secara
lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BKPSDM Kota
Kediri Tahun 2025 - 2029 dapat dilithat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra BKPSDM Kota Kediri
Tahun 2025-2029

TUJUAN SASARAN STRATEGI

Meningkatnya
kKualitas
penempatan pejabat
ASN sesuai potensi
dan kinerja

Seleksi penerimaan ASN berbasis
Computer Assisted Test (CAT) dengan
seluruh pentahapan seleksi yang
terbuka dan transparan

Meningkatnya
Manajemen

ASN Berbasis
Sistem Merit

Pengembangan berkelanjutan untuk
meningkatkan kualitas aplikasi
Pelayanan Kepegawaian Terpadu
dengan menambah menu/modul
sesuai kebutuhan dan tuntutan
layanan




TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

Digitalisasi manajemen talenta ASN
Kota Kediri (profil talenta ASN dan
pemetaan talenta ASN kedalam 9
kotak kategori talenta sebagai dasar
pengisian jabatan ASN Eselon III
kebawah)

Memperluas cakupan penilaian
potensi dan kinerja ASN guna
pemetaan talenta ASN yang
berkualitas

Konsisten melaksanakan seleksi
terbuka untuk pengisian Jabatan
Pimpinan/Tinggi Pratama dan
mengevaluasi kinerjanya sesuai
aturan yang berlaku

Integrasiaplikasi manajemen
kepegawaian ASN Nasional dengan
aplikasi manajemen kepegawaian
Kota Kediri serta antar sistem
manajemen kepegawaian ASN yang
dimiliki Keta Kediri

Meningkatnya
profesionalisme ASN

Melaksanakan program
pengembangan kompetensi dan
kualifikasi ASN sesuai dengan
Rencana Pengembangan SDM ASN
(HCDP) khususnya program
pengembangan kompetensi berbasis
e-learning dan self learning

Pengembangan berkelanjutan untuk
meningkatkan kualitas aplikasi
manajemen kinerja ASN Kota Kediri
dengan menambah/ memperbarui
menu/modul sesuai hasil evaluasi
kinerja ASN Kota Kediri

Pengawasan, penegakan dan evaluasi
berkelanjutan atas penerapan aturan
disiplin ASN Kota Kediri

Meningkatnya
Manajemen Internal
BKPSDM

Evaluasi dan tindak lanjut
rekomendasi perbaikan perencanaan,
penganggaran dan pelaporan kinerja
BKPSDM Kota Kediri

Evaluasi dan tindak lanjut
rekomendasi perbaikan tata laksana,
kelembagaan, budaya kerja, dan e-
office BKPSDM Kota Kediri

Peningkatan kompetensi dan
kualidikasi SDM BKPSDM Kota
Kediri




3.4 PENAHAPAN PEMBANGUNAN

Penahapan pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM

Kota Kediri merupakan upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaan

pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis

yang telah ditetapkan. Penahapan ini

disusun untuk mengoptimalkan

efektivitas perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan dalam

periode lima tahun. Penahapan pembangunan dalam Renstra BKPSDM Kota

Kediri mengacu pada:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahf (RPJMD) sebagai

panduan utama dalam menetapkan prioritas pembangunan lima tahunan

b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)\sebagai arah

pembangunan jangka panjang

c. Isu strategis dan kebutuhan daerah yang berkembang berdasarkan hasil

evaluasi dan analisis kondisi daerah

d. Sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan previnsi; termasuk Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Berikut tahapan pembangunan:dalam Renstra BKPSDM Kota Kediri
Tahun 2026-2030 :
Tabel 3.4 Penahapan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2026-2030

Tahap I Tahap I1 Tahap III Tahap IV Tahap V
2026 2027 2028 2029 2030

Penguatan fondasiy Transformasi Penerapan Monitoring Inovasi dan/
sistem merit dan digital dalam sistem merit | hasil atau
konsolidasi data pelayanan dan dan implementasi, | pengembanga
kepegawaian: pengelolaan pemetaan evaluasi n
Fondasi sistem ASN'dalam talenta. Yaitu | kebijakan dan | berkelanjuta
merit terdiri dari rangka pemanfaatan | penyesuaian n untuk
perencanaan penguatan pemetaan kelembagaan mencapai
kebutuhan, sistem merit. talenta untuk | dengan nilai sistem
pengadaan, Yaitu pengisian menindaklanju | merit yang
pengembangan Pengembangan | jabatan ti rekomendasi | lebih tinggi
talenta dan karir, dan strategis perbaikan
pengembangan penyempurnaan | (rencana sistem merit
kompetensi, Aplikasi suksesi) dan | dari
pengelolaan Pelayanan pemanfaatan | pengawasan
kinerja, Kepegawaian HCDP dalam | internal
pemberian Terpadu (PKT), | pengembanga | BKPSDM Kota
penghargaan, e-Lement n kompetensi | Kediri,
penegakan (Elektronik yang tepat Inspektorat
disiplin, Manajemen sasaran dan BKN
penguatan Talenta), secara
budaya kerja, Pusdasip individu
pemberhentian, (Aplikasi
dan digitalisasi Manajemen
manajemen ASN. Kinerja
Konsolidasi data Bulanan),
kepegawaian Pusday




meliputi (Aplikasi kinerja
pemutakhiran harian), dan
data pada e-Presensi
SIMPEG (aplikasi
terintegrasi pengelolaan
dengan SIASN kehadiran)

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029

OPERASIONA ARAH ARAH/KEBIJAKAN RENSTRA
NO L NSPK KEBIJAKAN BKPSDM
RPJMD

Mengisi

Jabatan

Strategis Optlm.allsa51 Memperluas integrasi data ASN

(JPTP, manajemen, . .

1 e . . Kota Kediri dengan sistem

Administrator | distribusi dan manaiémen ASN Nasional

dan Pengawas) | kapasitas ASN J

sesuai potensi

dan kinerja
Menyusun kebijakan
manajemen talenta ASN Kota
Kediritberbasis digital
Pemetaan talenta berbasis
digital sebagai dasar
pengembangan karir (promosi
dan mutasi)

Meningkatkan Optlmallsa51 Menetapk.an SOP layan{sm .

; . manajemen, kepegawaian yang menjamin
2 | profesionalism . . C
o ASN distribusi dan proses layanan yang objektif
kapasitas ASN dan akuntabel

Menyusun Human Capital
Development Plan (HCDP)
sebagai dasar pengembangan
kompetensi dan pola karier

Melaksanakan dan
mengevaluasi program
pengembangan kompetensi

Pengembangan berkelanjutan
sistem informasi manajemen
kinerja yang terukur dan
akuntabel

Tindak tegas pelanggaran
disiplin secara konsisten sesuai
aturan yang berlaku




4.1.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM MENCAPAI KINERJA
BKPSDM KOTA KEDIRI

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam
rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus
dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan.dengan memperhatikan
dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Kediri. Sub
kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam.kegiatan untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Kegiatan mermpakan penjabaranlebih
lanjut dari suatu program sebagai arah dari, pencapaian tujuan organisasi,
sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa instansi pemerintah ataupun, dalam rangkaskerjasama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementaraditu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran
keberhasilanfsuatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif
yang secara Khusus dinyatakan sebagaispencapaian tujuan yang dapat
menggambarkan skala@atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan
pemantauan dan evaluasi baik Kinerja input, output, outcome maupun
impact yang sesuai denganisasaran rencana program dan kegiatan.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan
BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut

ini:



Tabel 4.1

Rencana Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

out y Indikat ROy Baseli Target dan Pagu Indikatif
utcome ndikator ; aseline
Output Outcome/ Output Sllfslg(lea:gza;?z{n Tahun 2024 aue Ay 2028 20 A
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terpenuhinya Persentase Formasi | Program 44,68% 64,13% 3.180.020.277 64,19% 3.459.437.237 64,26% 3.459.437.237 64,32% 3.459.437.237 64,38% 3.459.437.237
Formasi ASN ASN yang terisi Kepegawaian
sesuai ABK sesuai analisa Daerah
beban kerja
Terlaksananya Persentase Kegiatan 50% 100% 2.713.944.909 100% 2.713.944.909 100% 2.713.944.909 100% 2.713.944.909 100% 2.713.944.909
pengisian tahapan Pengadaan,
jabatan pengadaan ASN Pemberhentian dan
pelaksana yang diselesaikan Informasi
Kepegawaian ASN
Jumlah Dokumen Subkegiatan 2 dokumen 2 dokumeén 2.468.663.514 | 2 dokumen 2.468.663.514 | 2 dokumen 2.468.663.514 2 dokumen 2.468.663.514 | 2 dokumen 2.468.663.514
Kegiatan Koordinasi dan
Koordinasi dan Fasilitasi usul usul usul usul usul usul
Fasilitasi Pengadaan PNS kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan
Pengadaan PNS dan PPPK dan dan dan dan dan dan
dan PPPK pengadaan pengadaan pengadaan pengadaan pengadaan pengadaan
CASN CASN CASN CASN CASN CASN
Jumlah Dokumen Subkegiatan 216 226 133.105.925 | 216 133.105.925 | 187 133.105.925 | 150 133.105.925 | 175 133.105.925
Hasil Kegiatan Koordinasi dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Koordinasi Pelaksanaan
Pelaksanaan Administrasi
Administrasi Pemberhentian
Pemberhentian
Jumlah Dokumen Subkegiatan 1 dokumen 1 dokumen 112.175.470 1 dokumen 112.175.470 1 dokumen 112.175.470 | 1 dokumen 112.175.470 1 dokumen 112.175.470
Hasil Pengelolaan Pengelolaan Sistem
Sistem Informasi Informasi
Kepegawaian Kepegawaian




Target dan Pagu Indikatif

. Program/ .
Outcome/ Indikator - Baseline
Output Outcome/ Output SE;I%IeatiZItlzgn Tahun 2024 s 22y 20 202 EIEY
E Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya Jumlah kegiatan Kegiatan Mutasi 4 kegiatan 4 kegiatan 466.075.368 | 4 kegiatan 466.075.368 | 4 kegiatan 466.075.368 | 4 kegiatan 466.075.368 | 4 Kkegiatan 466.075.368
pengisian pengisian JPTP, dan Promosi ASN
JPTP, JA dan JA, dan JF yang
JF dilaksanakan
(seleksi terbuka
JPTP dan
Pengangkatan/
pemberhentian JA
dan JF)
Jumlah Dokumen Subkegiatan 22 dokumen 15 dokumen 12.241.250 |15 12.241.250 |, 15 12.241.250 | 15 dokumen 12.241.250 | 15 12.241.250
Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Mutasi dokumen dokumen dokumen
Mutasi Jabatan ASN
Pimpinan Tinggi,
Jabatan
Administrasi,
Jabatan Pelaksana
dan Mutasi ASN
Antar Daerah
Jumlah Subkegiatan 250 284 107.561.749 | 531 107.561.749 | 369 107.561.749 | 300 107.561.749 | 464 107.561.749
Pengelolaan Pengelolaan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat
ASN ASN
Jumlah Dokumen Subkegiatan 5 dokumen 4 dokumen 346.272.369 | 4 dokumen 346.272.369 | 4 dokumen 346.272.369 | 4 dokumen 346.272.369 | 4 dokumen 346.272.369
Hasil Pengelolaan Pengelolaan
Promosi ASN Promosi ASN
Meningkatnya Persentase ASN Program 95,00% 95,95% 279.416.960 | 96,43% -1 96,91% - | 97,40% - | 97,89% -
kinerja ASN dengan predikat Kepegawaian
kinerja minimal Daerah
"Baik"




Program/

Target dan Pagu Indikatif

Outcome/ Indikator - Baseline
Output Outcome/ Output SE;I%IeagtiZIt]zgn Tahun 2024 s 22y 20 202 EIEY
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya Persentase Kegiatan Penilaian 85% 90% 279.416.960 | 91% 279.416.960 | 92% 279.416.960 | 93% 279.416.960 | 94% 279.416.960
penilaian dan penilaian dan dan Evaluasi
evaluasi evaluasi kinerja Kinerja Aparatur
kinerja aparatur yang
aparatur dilaksanakan
Jumlah Dokumen Subkegiatan 12 dokumen 12 dokumen 103.217.150 | 12 103.217.150 ¢ 12 103.217.150 | 12 dokumen 103.217.150 | 12 103.217.150
Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan dokumen dokumen dokumen
Penilaian dan Penilaian dan Laporan Laporan Laporan
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja kinerja kinerja Laporan Laporan kinerja Laporan
Aparatur Aparatur bulanan bulanan kinerja kinerja bulanan kinerja
Sosialisasi Sosialisasi bulanan bulanan Sosialisasi bulanan
Pemeliharaa Pemeliharaa Sosialisasi Sosialisasi Pemeliharaa Sosialisasi
n Aplikasi n Aplikasi Pemelihara Pemelihara n Aplikasi Pemelihara
Bimtek Bimtek an Aplikasi an Aplikasi Bimtek an Aplikasi
Bimtek Bimtek Bimtek
Jumlah ASN yang Subkegiatan 0 orang 0 orang 0 orang 3q0rang 20.575.860 | 3 orang 20.575.860 | 3 orang 20.575.860
Diberikan Pengelolaan
Penghargaan Pemberian
Penghargaan bagi
Pegawai
Jumlah ASN yang Subkegiatan 0 orang 572 orang 6.574:650. | 500 orang 6.574.650 | 500 orang 6.574.650 | 500 orang 6.574.650 | 500 orang 6.574.650
Diberikan Tanda Pengelolaan Tanda
Jasa Jasa bagi Pegawai Pemberian
satyalancan
a karya
satya 1.0 th,
20 th, 30th




Target dan Pagu Indikatif

. Program/ .
Outcome/ Indikator - Baseline
Output Outcome/ Output Sggﬁleat;:tl;n Tahun 2024 s 22y 20 202 EIEY
E Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah ASN yang Subkegiatan 30 orang 30 orang 160.575.860 | 20 orang 160.575.860° | 10 orang 140.000.000 | 10 orang 140.000.000 | 10 orang 140.000.000
Mendapatkan Pembinaan Disiplin
Pembinaan ASN Pembinaan Pembinaan Pembinaan
Kedisiplinan ASN yang ASN yang ASN yang
indisipliner, indisipliner, indisipliner
Sosialisasi BAP , BAP
Peraturan Perceraian, Perceraian,
Kepegawaian Sosialisasi Sosialisasi
, Benturan Peraturan Peraturan
Kepentingan Kepegawaia Kepegawai
dan KKN n, Benturan an,
Pemeliharaa Kepentingan Benturan
n aplikasi e- dan KKN Kepentinga
Presensi, Pemeliharaa n dan KKN
pemeliharaa n aplikasi e- Pemelihara
n mesin Presensi, anaaplikasi
presensi pemeliharaa e-Presensi,
n mesin pemelihara
presensi an mesin
presensi
Jumlah Dokumen Subkegiatan 13 Dokumen 10 9.049.300 | 10 9.049.300 | 10 9.049.300 | 10 Dokumen 9.049.300 | 10 9.049.300
Proses Izin Pelayanan Proses Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Perceraian Pegawai Izin Perceraian
yang Dilayani Pegawai
Meningkatnya Persentase JPTP, Program 89,70% 91,50% 89.938.431 | 92,42% 89.938.431 | 93,34% 89.938.431 | 94,28% 89.938.431 | 95,22% 89.938.431
kompetensi JA, JF dan Pengembangan
ASN pelaksana yang Sumber Daya
mengikuti Manusia
pengembangan
kompetensi




Target dan Pagu Indikatif

. Program/ .
Outcome/ Indikator - Baseline
Output Outcome/ Output Sggﬁleat;:tl;n Tahun 2024 s 22y 20 202 EIEY
E Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya Jumlah program Kegiatan 6 program 6 program 39.938.431 | 6 program 39.938.43% | 6 program 39.938.431 | 6 program 39.938.431 | 6 program 39.938.431
program pengembangan Pengembangan
pengembangan kompetensi teknis Kompetensi Teknis Sosialisasi, Sosialisasi, Sosialisasi, Sosialisasi, Sosialisasi, Sosialisasi,
kompetensi yg dilaksanakan Webinar, Webinar, Webinar, Webinar, Webinar, Webinar,
teknis sesuai sesuai dokumen Pengiriman Pengiriman Pengirima Pengirima Pengiriman Pengirima
dokumen HCDP Diklat, Diklat, n Diklat, n Diklat, Diklat, n Diklat,
HCDP Mentoring, Coaching, Coaching, Coaching, Coaching, Coaching,
Beasiswa Mentoring, Mentoring, Mentoring, Mentoring, Mentoring,
ASN, Tugas Tugas Tugas Tugas Tugas Tugas
Belajar Belajar Belajar Belajar Belajar Belajar
Jumlah ASN yang Subkegiatan 1.809 1.827 39.938.431 | 1.845 39.938.431 | 1.864 39.938.431 | 1.882 39.938.431 | 1.901 39.938.431
Mengikuti Penyelenggaraan
Pengembangan Pengembangan
Kompetensi Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan
Pilihan bagi
Jabatan
Administrasi
Penyelenggara
Urusan
Pemerintahan
Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan
Urusan
Pemerintahan
Umum
Terlaksananya Jumlah program Kegiatan 3 program 2 program 50.000.000 | 2 program 50.000.000 | 2 program 50.000.000 | 2 program 50.000.000 | 2 program 50.000.000
program pengembangan Sertifikasi,
pengembangan kompetensi kelembagaan, PPNS, PPNS, Diklat Pim, Diklat Pim, Diklat Pim, Diklat Pim,
kompetensi manajerial dan Pengembangan Pamongpraja Latsar Diklat Diklat Diklat Diklat
manajerial dan fungsional yg Kompetensi dan PUG Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional
fungsional dilaksanakan Manajerial dan
sesuai sesuai dokumen Fungsional
dokumen HCDP

HCDP




Target dan Pagu Indikatif

. Program/ .
Outcome/ Indikator - Baseline
Output Outcome/ Output SE;I%IeatiZItlzgn Tahun 2024 s 22y 20 202 EIEY
E Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Laporan Subkegiatan 3 laporan 2 laporan 50.000.000 | 2 laporan 50.000.000° | 2 laporan 50.000.000 | 2 laporan 50.000.000 | 2 laporan 50.000.000
Hasil Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pengembangan
Pengembangan Kompetensi bagi
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Tinggi, Jabatan Fungsional,
Fungsional, Kepemimpinan,
Kepemimpinan, dan Prajabatan
dan Prajabatan
Meningkatnya Persentase Program 100% 100% 8.648.222.727 |1100% 8.648.222.727 | 100% 8.648.222.727 | 100% 8.648.222.727 | 100% 8.648.222.727
layanan pemenuhan Penunjang Urusan
penunjang kriteria renja Pemerintahan
perangkat berkualitas Kabupaten/ Kota
daerah
Selarasnya Persentase Kegiatan 90% 91% 9.489.900 | 92% 9.489.900 | 93% 9.489.900 | 94% 9.489.900 | 95% 9.489.900
dokumen keselarasan Perencanaan,
perencanaan dokumen Penganggaran, dan
dengan perencanaan Evaluasi Kinerja
penganggaran dengan Perangkat Daerah
dan evaluasi penganggaran dan
kinerja evaluasi kinerja
Jumlah Dokumen Subkegiatan 4 dokumen 4 dokumen 4.325.950 | 4 dokumen 4.325.950 | 4 dokumen 4.325.950 | 4 dokumen 4.325.950 | 4 dokumen 4.325.950

Perencanaan
Perangkat Daerah

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

(Renja, Renja
Perubahan,
Renaksi
program, RR)




Target dan Pagu Indikatif

. Program/ .
Outcome/ Indikator - Baseline
Output Outcome/ Output SE;I%IeatiE:tlzgn Tahun 2024 s 22y 20 202 EIEY
E Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Laporan Subkegiatan 4 laporan 4 laporan 5.163.950 | 4 laporan 5.163.950 | 4 laporan 5.163.950 | 4 laporan 5.163.950 | 4 laporan 5.163.950
Capaian Kinerja Koordinasi dan
dan Ikhtisar Penyusunan (LKjIP, Data
Realisasi Kinerja Laporan Capaian LPPD, Data
SKPD dan Laporan Kinerja dan LKP],
Hasil Koordinasi Ikhtisar Realisasi Laporan RTP
Penyusunan Kinerja SKPD RR)
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan keuangan Kegiatan 1 dokumen 1 dokumen 7.515.365.660 |1 dokumen 7.515.365.660 | 1 dokumen 7.515.365.660 | 1 dokumen 7.515.365.660 | 1 dokumen 7.515.365.660
laporan terverifikasi sesuai Administrasi
keuangan kaidah yang Keuangan
perangkat berlaku Perangkat Daerah
daerah sesuai
kaidah yang
berlaku

Jumlah Orang Subkegiatan 48 48 7.454.464.860 | 48 7.454.464.860 | 48 7.454.464.860 | 48 7.454.464.860 | 48 7.454.464.860
yang Menerima Penyediaan Gaji Orang/bulan Orang/bula Orang/bul Orang/bul Orang/bulan Orang/bul
Gaji dan dan Tunjangan n an an an
Tunjangan ASN ASN
Jumlah Dokumen Subkegiatan 12 dokumen 12 dokumen 60.900.800 | 12 60.900.800 | 12 60.900.800 | 12 dokumen 60.900.800 | 12 60.900.800
Penatausahaan Pelaksanaan dokumen dokumen dokumen
dan Penatausahaan
Pengujian/Verifika dan
si Keuangan SKPD Pengujian/Verifika
si Keuangan SKPD
Terlaksananya Persentase ASN Subkegiatan 95,83% 96,31% 1.479.050 | 96,79% 1.479.050 | 97,28% 1.479.050 | 97,76% 1.479.050 | 98,25% 1.479.050

pengeloaan
kepegawaian
perangkat
daerah

internal yang
berkinerja baik

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah




Target dan Pagu Indikatif

. Program/ .
Outcome/ Indikator - Baseline
Output Outcome/ Output SE;I%IeatiZItlzgn Tahun 2024 s 22y 20 202 EIEY
E Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Dokumen Subkegiatan 5 dokumen 5 dokumen 1.479.050 | 5 dokumen 1.479.050° | 5 dokumen 1.479.050 | 5 dokumen 1.479.050 | 5 dokumen 1.479.050
Pendataan dan Pendataan dan
Pengolahan Pengolahan evaluasi
Administrasi Administrasi kelembagaan
Kepegawaian Kepegawaian / jabatan,
KP, KGB,
Pensiun, IP
ASN
Terlaksananya Persentase Kegiatan 90% 91% 162.475.895 | 92% 162.475.895 | 93% 162.475.895 | 94% 162.475.895 | 95% 162.475.895
administrasi Layanan Administrasi
umum administrasi Umum Perangkat
perangkat umum yang Daerah
daerah disediakan
Jumlah Paket Subkegiatan 4 paket 4 paket 20.851.900 | 4 paket 20.851.900 | 4 paket 20.851.900 | 4 paket 20.851.900 | 4 paket 20.851.900
Komponen Penyediaan
Instalasi Komponen
Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/
Bangunan Kantor Penerangan
yang Disediakan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Subkegiatan 4 paket 4 paket 28.390.050 | 4 paket 28.390.050 | 4 paket 28.390.050 | 4 paket 28.390.050 | 4 paket 28.390.050
Peralatan dan Penyediaan
Perlengkapan Peralatan dan
Kantor yang Perlengkapan
Disediakan Kantor
Jumlah Paket Subkegiatan 4 paket 4 paket 11.881.945 | 4 paket 11.881.945 | 4 paket 11.881.945 | 4 paket 11.881.945 | 4 paket 11.881.945
Barang Cetakan Penyediaan Barang
dan Penggandaan Cetakan dan
yang Disediakan Penggandaan




Target dan Pagu Indikatif

. Program/ .
Outcome/ Indikator - Baseline
Output Outcome/ Output SE;I%IeatiZItlzgn Tahun 2024 s 22y 20 202 EIEY
E Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jumlah Dokumen Subkegiatan 12 dokumen 12 dokumen 4.234.560 | 12 4.234.560" | 12 4.234.560 | 12 dokumen 4.234.560 | 12 4.234.560
Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan dokumen dokumen dokumen
Peraturan Bacaan dan
Perundang- Peraturan
Undangan yang Perundang-
Disediakan undangan
Jumlah Laporan Subkegiatan 4 laporan 4 laporan 7.636.000 | 4 laporan 7.636.000 |4 laporan 7.636.000 | 4 laporan 7.636.000 | 4 laporan 7.636.000
Fasilitasi Fasilitasi
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Subkegiatan 12 laporan 12 laporan 87.300.240 [|»12 laporan 87.300.240 [\ 12 laporan 87.300.240 | 12 laporan 87.300.240 | 12 laporan 87.300.240
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
dan Konsultasi dan Konsultasi
SKPD SKPD
Jumlah Dokumen Subkegiatan 4 dokumen 4 dokumen 2.181.200 | 4 dokumen 2.181.200 (. 4sdokumen 2.181.200 | 4 dokumen 2.181.200 | 4 dokumen 2.181.200
Dukungan Dukungan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Sistem Sistem
Pemerintahan Pemerintahan
Berbasis Berbasis
Elektronik pada Elektronik pada
SKPD SKPD

Terlaksananya Jumlah paket Kegiatan 41 unit 42 unit 310.510.474 | 32 unit 310.510.474 | 28 unit 310.510.474 | 35 unit 310.510.474 | 31 unit 310.510.474

Pengadaan pengadaan Barang Pengadaan Barang

Barang Milik Milik Daerah Milik Daerah

Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan

Penunjang Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

Urusan

Pemerintah

Daerah




Target dan Pagu Indikatif

. Program/ .
Outcome/ Indikator - Baseline
Output Outcome/ Output Sggﬁleatggn Tahun 2024 s 22y 20 202 EIEY
E Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Paket Subkegiatan 0 unit 20 unit 90.000.000 | 20 unit 90.000.000 | 15 unit 90.000.000 | 20 unit 90.000.000 | 20 unit 90.000.000
Mebel yang Pengadaan Mebel
Disediakan kursi kursi Meja kerja Meja kerja Meja kerja
pejabat 15 pertemuan bidang bidang bidang
unit 20 unit sekretariat mutasi diklat
meja
bundar 5
unit
Jumlah Unit Subkegiatan 0 unit 11 unit 125.010.474 | 11 unit 125.010.474 ¢ 10 unit 100.000.000 | 10 unit 125.010.474 | 10 unit 125.010.474
Peralatan dan Pengadaan
Mesin Lainnya Peralatan dan LCD 1 unit Router 2 komputer komputer 5 komputer
yang Disediakan Mesin Lainnya tripod 1 unit 5 unit unit 5 unit
unit printer 2 printer 2 printer 2 printer 2
laptop 2 CPU 4 unit unit unit unit
unit UPS 2 router 3 router 3 unit router 3
pc 4 unit Scaanner unit unit
printern 1 1
unit
router 2
unit
Jumlah Unit Subkegiatan 0 unit 0 unit 0'unit 1 unit 25.010.474 | O unit 0 unit
Gedung Kantor Pengadaan Gedung
atau Bangunan Kantor atau tempat
Lainnya yang Bangunan Lainnya parkir
Disediakan
Jumlah Unit Subkegiatan 41 unit 11 unit 95.500.000 | 1 unit 95.500.000 | 2 unit 95.500.000 | 5 unit 95.500.000 | 1 unit 95.500.000
Sarana dan Pengadaan Sarana
Prasarana Gedung dan Prasarana tangga 1 AC split7 Mic Mesin Tempat gerobak
Kantor atau Gedung Kantor unit unit wireless 1 potong sampah sampah 1
Bangunan Lainnya atau Bangunan acsplit2 AC standing unit rumput 1 besar 5 unit unit
yang Disediakan Lainnya unit Tunit unit
Kipas angin mic wireless gerobak
3 unit 2 unit sampah 1
penyedot soundsyste unit
debu 1 m 1 unit
gerobak
sampah 1
unit
kursi taman
31 unit
meja taman
2




Target dan Pagu Indikatif

. Program/ .
Outcome/ Indikator - Baseline
Output Outcome/ Output SE;I%IeatiZItlzgn Tahun 2024 s 22y 20 202 EIEY
E Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya Persentase Jasa Kegiatan 90% 91% 430.888.476 | 92% 430.888.476 | 93% 430.888.476 | 94% 430.888.476 | 95% 430.888.476
jasa penunjang penunjang urusan Penyediaan Jasa
urusan pemerintah daerah Penunjang Urusan
pemerintah yang disediakan Pemerintahan
daerah Daerah
Jumlah Laporan Subkegiatan 4 Laporan 4 Laporan 1.144.800 | 4 Laporan 1.144.800 |'4 Laporan 1.144.800 | 4 Laporan 1.144.800 | 4 Laporan 1.144.800
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Surat Menyurat
Jumlah Laporan Subkegiatan 12 Laporan 12 Laporan 177.050.900 [»12 177.050.900 |12 177.050.900 | 12 Laporan 177.050.900 | 12 177.050.900
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Laporan Laporan Laporan
Komunikasi, Komunikasi,
Sumber Daya Air Sumber Daya Air
dan Listrik yang dan Listrik
Disediakan
Jumlah Laporan Subkegiatan 12 Laporan 12 Laporan 252.692.776 | 12 252.692.776 | 12 252.692.776 | 12 Laporan 252.692.776 | 12 252.692.776
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Laporan Laporan Laporan
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
Kantor yang Kantor
Disediakan
Terpeliharanya Persentase BMD Kegiatan 89,40% 89,84% 218.013.272 | 90,29% 218.013.272 | 90,74% 218.013.272 | 91,20% 218.013.272 | 91,65% 218.013.272
BMD dalam kondisi baik Pemeliharaan
Perangkat Barang Milik
Daerah Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah Kendaraan Subkegiatan 8 unit 8 unit 66.620.000 | 8 unit 66.620.000 | 8 unit 66.620.000 | 8 unit 66.620.000 | 8 unit 66.620.000
Dinas Operasional Penyediaan Jasa
atau Lapangan Pemeliharaan, Roda 4 =2 Roda 4 = 2 Roda 4 = 2 Roda 4 = 2 Roda 4 =2 Roda 4 = 2
yang Dipelihara Biaya Roda2 = 6 Roda 2 =6 Roda 2 =6 Roda2 =6 Roda2 =6 Roda 2 =6
dan dibayarkan Pemeliharaan,
Pajak dan Pajak dan
Perizinannya Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan




Target dan Pagu Indikatif

. Program/ .
Outcome/ Indikator - Baseline
Output Outcome/ Output Sggﬁleatggn Tahun 2024 s 22y 20 202 EIEY
E Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Mebel Subkegiatan 5 unit 5 unit 5.250.000 | 5 unit 5.250.000 | 5 unit 5.250.000 | 5 unit 5.250.000 | 5 unit 5.250.000
yang Dipelihara Pemeliharaan
Mebel gazebo 5 gazebo 5 gazebo 5 gazebo 5 gazebo 5 gazebo 5
unit unit unit unit unit unit
Jumlah Peralatan Subkegiatan 31 unit 31 unit 31.291.000 | 31 unit 31.291.000 | 31 unit 31.291.000 | 31 unit 31.291.000 | 31 unit 31.291.000
dan Mesin Lainnya Pemeliharaan
yang Dipelihara Peralatan dan Komputer 18 Komputer Komputer Komputer Komputer 18 Komputer
Mesin Lainnya unit 18 unit 18 unit 18 unit unit 18 unit
Printer 10 Printer 10 Printer 10 Printer 10 Printer 10 Printer 10
unit unit unit unit unit unit
LCD 3 unit LCD 3 unit LCD 3 unit LCD 3 wnit LCD 3 unit LCD 3 unit
Jumlah Gedung Subkegiatan 2 unit 2 unit 86.777.875 | 1 unit 86.777.875 | 2 unit 86.777.875 | 2 unit 86.777.875 | 1 unit 86.777.875
Kantor dan Pemeliharaan/
Bangunan Lainnya Rehabilitasi Gedung Gedung Gedung Gedung Gedung MFI, Gedung
yang Dipelihara/ Gedung Kantor pertemuan, MF], Diklat sekretariat pertemuan Diklat sekretariat
Direhabilitasi dan Bangunan mushola , mushola
Lainnya
Jumlah Sarana Subkegiatan 34 unit 34 unit 28.074.397 | 34 unit 28.074.397 | 34 unit 28.074.397 | 34 unit 28.074.397 | 34 unit 28.074.397
dan Prasarana Pemeliharaan/Reh
Gedung Kantor abilitasi Sarana AC 20 unit AC 20 unit AC 20 unit AC 20 unit AC 20 unit AC 20 unit
atau Bangunan dan Prasarana Genset 1 Genset 1 Genset 1 Genset 1 Genset 1 Genset 1
Lainnya yang Gedung Kantor unit unit unit unit unit unit
Dipelihara/Direha atau Bangunan laundri 12 laundri 12 laundri 12 laundri 12 laundri 12 laundri 12
bilitasi Lainnya paket paket paket paket paket paket
Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin
potong potong potong potong potong potong
rumput 1 rumput 1 rumput 1 rumput 1 rumput 1 rumput 1
unit unit unit unit unit unit

Jumlah

11.918.181.435

12.197.598.395

12.197.598.395

12.197.598.395

12.197.598.395




Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program . .
Prioritas Outcome Kegiatan/ Subkegiatan Keterangan
2 3 4 5

Program Terpenuhinya Formasi Kegiatan Pengadaan, Pembérhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Kepegawaian ASN sesuai ABK

Daerah
Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Subkegiatan Keerdinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
Subkegiatan Pengelolaan'Mutasi ASN
Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Subkegiatan Pengelolaan Promosi ASN

Meningkatnya kinerja ASN | KegiatanPenilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Subkegiatan, Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
Subkegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
Subkegiatan'Pembinaan Disiplin ASN
Subkegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

Program Meningkatnya kompetensi, | Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

Pengembanga | ASN

n Sumber

Daya Manusia




No.

Program
Prioritas

Outcome

Kegiatan/ Subkegiatan

Keterangan

2

3

4

5

Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,
Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial
dan Fungsional

Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan




4.2. INDIKATOR KINERJA BKPSDM KOTA KEDIRI

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Kediri Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan
dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dilakukan dengan melakukan identifikasi bidangpelayanan dalam tugas dan
fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung, pada pencapaian
tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja
Perangkat Daerah yang berkontribasi langsung pada pencapaian tujuan dan
sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Méenengah Daerah (RPJMD).

Di dalam sub bab ini, akan dibahas ‘mengenai indikator kinerja dari
BKPSDM Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri
Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja térsebut secara langsung menunjukkan
kinerja yang.akan dicapai selama‘kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang
sebagai komitmen wuntuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri.
Dengan demikian indikatoer Kinerjasberfungsi sebagai alat ukur yang dapat
menunjukkan apakah, sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah
berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota
Kediri tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:



Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN TAHUN KETERANGAN
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
1 Indeks Sistem Merit Indeks 306 314 315 316 318 322 325
2 Indeks Profesionalitas ASN Indeks 89,39 89,84 | 90,29 | 90,74 | 91,19 | 91,65 | 92,11
3 Persentase pejabat ASN yang % 61,69 62,92 | 64,18 | 65,46 | 66,77 768,11 | 69,47

ditempatkan sesuai potensi dan

kinerja




Setelah membahas mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU), penting
untuk memahami konsep Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bagian dari
sistem pengukuran kinerja yang lebih luas. IKK merupakan indikator yang
digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan organisasi pada tingkat yang
lebih spesifik dibandingkan dengan IKU. Berikut Indikator Kinerja Kunci
BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025 - 2029:

&
™
§




Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM Kota Kedixi Tahun 2025-2030

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR STATUS | SATUAN TAZA(I)JZILJLN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
Persentase Formasi
1 ASN yang terisi sesuai Persen 44,68% | 64,06% | 64,13% | 64,19% | 64,26% | 64,32% | 64,38%
analisa beban kerja
Persentase ASN dengan
2 predikat kinerja Persen 95,00% | 95,48% | 95,95%,| 96,43% | 96,91% | 97,40% | 97,89%
minimal "Baik"
Persentase JPTP, JA,
JF dan pelaksana
3 yang mengikuti Persen 89,70% 90,60% | 91,50% | 92,42% | 93,34% | 94,28% | 95,22%

pengembangan
kompetensi




BABV
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029 telah
disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi
pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM selama lima tahun ke
depan. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi dasar dalam
mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada
hasil.

Dalam penyusunannya, Renstra BKPSDM Kota Kediri,Tahun 2025-2029
telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk Kkebijakan nasional,
kebijakan pembangunan daerah, serta aspirasi masyarakat yang, terangkum
dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Selain itu, Renstra ini juga telah
melalui proses koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lainnya
guna memastikan keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan disusunnya Renstra,BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029 ini,
diharapkan seluruh jajaran BKPSDM Kota Kediri dapat menjalankan tugas dan
fungsinya dengan lebih terarah dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan Renstra
BKPSDM Kota Kediri. Tahun 2025-2029 ini sangat bergantung pada komitmen
dan kerja sama_sSeluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah
daerah, masyarakat, maupun sektor swasta. Oleh karena itu, sinergi dan
kolaborasi yang kuat akansmenjadi kunei utama dalam mewujudkan visi
pembangunan daerah yang lebih maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Adapun
kaidah pelaksanaan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah:

1. Dokumen Renstra\ini menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan
fungsi BKPSDM Kota Kediri'untuk mewujudkan tujuan Pembangunan melalui
dokumen. Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Kediri mulai tahun 2026
sampai dengan tahun 2030.

2. Perubahan Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025 disusun dengan mengacu
pada Rancangan Akhir Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029.

3. Setelah berakhirnya Renstra BKPSDM Kota Kediri tahun 2025-2029, perlu
disusun Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi
penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan tahunan berikutnya.

Demikian, Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029 ini disusun
sebagai pedoman bagi seluruh jajaran dalam merencanakan dan melaksanakan
pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Semoga dokumen ini dapat
menjadi landasan yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah
ditetapkan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan
daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan
program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan
amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah, (OPD) harus
memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perencanaan pembangunan daerah tersebuit meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jenjang perencanaan
jangka panjang (25 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) untuk jangka menengah (5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) untuk jangka pendek atau_tahunan (1 tahun). Selanjutnya
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional juga mengamanatkan dgar Perangkat Daerah
menyiapkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai tugas/pokok
dan fungsinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Kualitas penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan
mengimplementasikan visi, misi kepala daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan
capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam
penyusunan Renstra SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi/'SKPD

Sehubungan dengan hal tersebutperlu adanya penyusunan Renstra
Tahun 2025-2029<untuk :menjamin ‘adanya konsistensi perencanaan dan
pemilihan program dan Kkegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, ménjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan
yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders
pembangunan dan masyarakat Kota, Kediri, memperkuat landasan penentuan
program._dan kegiatan tahunan daerah secara Renstra Perangkat Daerah
disustin denganitahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal
Renstra Perangkat . Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah,
pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan
rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat
Daerah. "Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen
perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem
keuangan dapat dilihat pada bagan1.1 berikut ini :

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



dperadian

RPIMN RPIMN RKP

4 : RPIMD Provinsi x . RKPD Provinsi
RPIMD Y X
Provinsi Renstra K/L - Renja K/L

Renstra PD Provinsi: I Renja PD Provinsi
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Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)

Rencana Strategis Dinas Kependadukan danm, Pencatatan Sipil Kota

Kediri 2025-2029 mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri \Tahun 2025-2029 dan juga
memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait
seperti Renstra Kementerian (Dalam Negeri/Direktorat Dukcapil, Renstra
DP3AK Propinsi Jawa Timur dan‘sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan shukum penyusunan' Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 - 2029 adalah
sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Republik, Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan 'Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor 1 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota
Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2012 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah :Kota Kediri
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun
2016 Nomor 43).

11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6,Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;

12. Peraturan Walikota Nomor 98 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
Walikota Nomor 32 Tahun 2019, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas)Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Kediri;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nemor 5 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka  Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
Nomor 4 Serid, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
127);

14, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3+sTahun 2024 Tentang Rencana
Pembangunan “Jangka /Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota KedirisNomor 95)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan
arah dan pedeman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Kediri beserta stake holder dalam membangun kesepahaman dan
komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkesinambungan, yang
selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan
daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi
Pemerintah Kota Kediri. Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2029 disusun sebagai penggambaran
atas tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Kediri sebagai organisasi perangkat daerah di bidang Administrasi
Kependudukan, dengan maksud sebagai berikut :

a. Menjabarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029;
b. Sebagai pedoman dalam menentukan strategi dan arah kebijakan perangkat
daerah serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan di Kota Kediri;



c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku
pembangunan dan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan;

d. Mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah,
antar sektor pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan partisipasi
masyarakat;

Sedangkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Kota Kediri 2025-2029 disusun dengan tujuan:

a. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah
Daerah (RKPD) dan sebagai indikator evaluasi kinerja Perangkat Daerah
selama periode 2025-2029;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah,
antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;

c. Menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengendalian;

d. Menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan yang inklusi
untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kediri.

e. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil
Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun
2025 - 2029, dengan berpedoman pada‘RPJMD Kota Kediri Tahun,2025-
2029 sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Kediri ;

f. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian ‘tujuan ‘dan sasaran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri secara sistematis dan
terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai
alat ukur kinerja;

g. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan
tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Kediri Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika, sebagi berikut :

BAB1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Dukcapil Kota Kediri
2.2 Sumber Daya Dinas Dukcapil Kota Kediri
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Dukcapil Kota Kediri
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas DukcapilKota Kediri
2.5 Permasalahan dan Isu strategis
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan dan Sasaran
3.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output
serta indikatornya masing-masing
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN
BAB V PENUTUP



BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 98 tahun 2021 tentang Perubahan
Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, dapat dijabarkan bahwa Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kedudukan sebagai unsur
instansi pelaksana urusan Administrasi Kependudukan, urusan penunjang
urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan serta di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan
Kedudukan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpil Kota Kediri
mempunyai Tugas membantu Walikota melaksanakan uru$san pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Pada awal tahun 2025 jumlah penduduk Keta Kediri:adalah 301.424
jiwa dengan penduduk yang wajib memiliki KTP sebesar 225.929 jiwa
sedangkan yang telah memiliki KTP sebanyak 225.512 jiwa) (99,82%).
Jumlah Kepala Keluarga 106.243, sedangkan kepala keluarga yang memiliki
Kartu Keluarga 105.781 (99,57%). Selain itu penduduk Kota Kediri, yang
telah memiliki akte kelahiran sebesar 223.854 (734,27 %) dari total'jumlah
penduduk.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil{Kota Kediri memberikan
inovasi pelayanan administrasikependudukanantara lain :

. Asyik liburan : Pelayanan adminduk yang dilaksamnakan di 3 kecamatan
pada hari libur,

. Malming asyik : Pelayanan adminduk Go,to Mall sekota kediri yang dil-
aksanakan setiap hari sabtu pukul 18.00 WIB

. Incip Duren : Integrasi Percepatan Pelayanan Penduduk Rentan atau dis-
ingkat “Incip Duren” untuk membantu warga yang mengalami masalah
kependudukan. penduduk rentan ‘administrasi kependudukan adalah
penduduk yang alami hambatan dalam peroleh dokumen kependudukan
yang disebabkan, oleh bencana alam dan kerusakan sosial. kategori
penduduk rentan terbagi dalambeberapa kelompok, yaitu korban bencana
alam, kerban kerusuhan sosial, erang telantar, komunitas adat terpencil,
dan menempati kawasanhutan, tanah negara/tanah sengketa pertanahan.

.ASisir kampung : program mendatangi seluruh kelurahan. perekaman ad-
ministrasi kependudukan di masing-masing kelurahan secara intensif. pro-
gram Sisir Kampung untuk memastikan kelengkapan administrasi
kependudukan warga kota kediri

. Gerbang, KIA : Gerakan Bangga Pemanfaatan Kartu Identitas Anak ber-
tujuan meningkatkan Cakupan Kepemilikan KIA sehingga pendataan ter-
hadap anak lebih#alid dan akuntabel

. Petasiwa (Pengurusan Dokumen Pencatatan Sipil melalui Whatsapp )

. Koper pengantin : Kplaborasi Pelayanan Terpadu Pengurangan Status
Perkawinan Tidak Tercatat Negara. Inovasi Koper Pengantin adalah Pela-
yanan Terpadu Sidang Keliling sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan
mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang
Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Da-
lam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran,
dimana dalam rangkaian kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama
dan terkoordinasi antara Pengadilan Negeri Kota Kediri atau Pengadilan
Agama Kota Kediri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri,
Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Kediri.

. Jala Si Bahir : KERJASAMA PELAYANAN TERINTEGRASI KEPADA BAYI
BARU LAHIR, Inovasi JALA SI BAHIR (Kerjasama Pelayanan Terintegrasi
kepada Bayi Baru Lahir) adalah mengintegrasikan pelayanan dokumen
kependudukan terhadap bayi baru lahir pada Dinas Kependudukan dan



o.

Pencatatan Sipil dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menangani
dan melayani kelahiran di Kota Kediri

Kopi Ketan : KOPI KETAN (KOLABORASI PELAYANAN IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KECAMATAN DAN KELURAHAN) Dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan
sekaligus menjalankan Amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan khususnya untuk Identitas Kependudukan
Digital (IKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Kediri selalu
berupaya berinovasi dalam meningkatkan layanan publik yang sudah ada
untuk memenuhi kebutuhan yang belum tersedia dari segi Teknologi Infor-
masi. Untuk itu melalui inovasi “KOPI KETAN” ini, diharapkan dapat
menghasilkan output yang lebih mempermudah masyarakat dalam
melakukan proses administrasi kependudukan dafn juga» membantu
pemerintah kota dalam mempermudah pelayanan administrasi
kependudukan di Kota Kediri. Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah
Dokumen kependudukan berbentuk digital yangberisi informasi elektronik
di gawai (smartphone) penduduk sebagai identitas yang bersangkutan.
Identitas Kependudukan Digital berintegrasi dengan dokumen, lainnya,
seperti perpajakan, BPJS, KPU, BKN, dsb, serta dapat fasilitasi beberapa
pengajuan layanan dokumen kependudukan secaya online.

10.SEMAR (Sejam mari mbak mas ) untuk semua dokumen yang memenuhi

11.

12
13

persyaratan;

Pelayanan on line melalui Aplikasi SAKTI ( Sistem Administrasi

Kependudukan Berbasis IT )

.Home visite bagi penduduk Difabel,;sakit keras,lanjutusia;

.GO KLING (Go Keliling) Pelayanan Keliling perekamansKTP-el di seluruh
Kelurahan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Pondok Pesantren (Ponpes)
dan ke Sekolah.

14. Go to School Pelayanah Perekaman KTP-el pemula di SMA

2.1. TUGAS ', FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH

Dinas. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

melaksanakan, fungsi® penunjang urusan administrasi pemerintahan
menjadi kewenangan daerah.di bidang Administrasi Kependudukan. Secara
rinci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai
berikut :

a. Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan

pencatatan,sipil;

c. Pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan dibidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil;

d. Pelaksanaan administrasi kedinasan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugasnya
Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dibantu oleh 4 orang Eselon III yang terdiri atas Sekretaris
dan 3 orang Kepala Bidang sebagai berikut:

1. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikankegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,



penyusunan program dan keuangan.Dalam menyelenggarakan tugasnya
Sekretariat, mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan
anggaran;

Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;

c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga,
perlengkapan, protokol dan surat menyurat;

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil; dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi Sekretariat terdapat 2 Sub Bagian
Yaitu: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian, urusan
pemerintahan di bidang kependudukan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, kebijakan, pemantauan dan.monitoring serta pelaporan.
Untuk menyelenggaran tugas, Bidang Pendaftaran Kependudukan
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
c. Pelaksanaan pembinaan ‘dan, koordinasi ‘pelaksanaan pelayanan
pendaftaran penduduk;
d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
f. Pelaksanaan® pendokumentasian hasil' pelayanan pendaftaran
penduduk;
g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang
sesuai dengan tugas damnfungsinya.
Didalam Struktdr Organisasi;mBidang Pendaftaran Kependudukan
tendapat 3, Seksi, yaitu: Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang
Penduduk, Pendataan Penduduk.

3..Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Bidang Pendaftaran Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang, mempunyai tugas melaksanaan penyiapan perumusan kebijakan
teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pencatatan sipil.
Untuk menyelenggaran tugas, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;

b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan sipil;

d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

f. Pelaksanaan pendokumentasikan hasil pelayanan pencatatan sipil

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Didalam Struktur Organisasi, Bidang Pencatatan Sipil terdapat 3
Seksi, yaitu: Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraiandan
Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.



4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang
pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta
inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan;

b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan infofmasi“administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta
tata kelola dan sumber daya manusia <teknologi informasi dan
komunikasi;

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinhasi pelaksanaan ‘pengelolaan
informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi
administrasi kependudukan, _pengolahang¢ dan penyajian data
kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi
informasi dan komunikasi;

d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang
meliputi sistem informasinvadministrasi kependudukan, pengolahan
dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya
manusia teknologi informasi dan kemunikasi;

e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan; dan

f. Pelaksanaam'tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan'fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi, Bidang Pengelolaan dan Penyajian
Informasi  Administrasi | Kependudukanyterdapat 3 Seksi, yaitu: Seksi
Sistem Administrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan, SeksiKerjasama daninovasi Pelayanan.



Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

SUBBAG lIMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Sumber : Perwali 98 g Perubaha as Perwali ahun 2019
tentang rganisasi, Tiugasdan fungsi serta tata kerja
Dinas Kepena



2.2. SUMBER DAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA KEDIRI
Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri maka perlu dukungan
sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.
1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR
Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota kediri (per Januari 2025)
berjumlah 59 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota
Kediri Berdasarkan Jabatan per Mei Tahun 2025

NO JABATAN JUMLAH
(ORANG)

1. ESELON 11 1

2. ESELON III 4

3. ESELON IV 1

4, JABATAN FUNGSIOAL 9

TERTENTU (JFT)

5. JABATAN 24
FUNGSIONAL
UMUM(JFU)
6. PPPK 1
7. TENAGA KONTRAK 17
JUMLAH : 57
Tabel 2.2

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang
[Imu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri per
Mei Tahun 2025

NO ["JABATAN TINGKAT PENDIDIKAN
SD | SLTP | SMU | D1 | D3 S1 S1 S1 S2 S3
IT | Hukum | Lainnya
1. | Eselon II - - - - - - - - 1 -
2. | EselonlIl - - - - - - - 2 2 -
3. | EselonlV - - - - - - - 1 - -
4. | JFT/JF - - - - - - 2 4 3 -
5. | Staf 15 1
JUMLAH - - 15 - - - 2 7 7 -

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kediri dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:



Tabel 2.3

Rincian Aset Tetap per Mei tahun 2025

Kondisi Keterang
Dibutuh | Tersedi an
No. Nama Barang kan a Baik | Rusak | Rusak
ringan | berat
1. | Bangunan gedung 1 unit -
(lokal)
2. | Kendaraan dinas :
- Roda empat
e Mobil Jabatan (th 1 unit 1 unit 1 - - -
2013)
e Mobil Pelayanan 1 unit 1 unit 1 - - -
(th 2015)
* Mobil 1unit | lunit | 1 . - -
Operasional (
2019 ) 6unit | 6unit4 6 i \ -
e Kendaraan
operasioanl Roda
dua
3. | Meja Rapat 2 set 2 Set 2 -
4. | Sofa tamu 2 buah | 2 buah 1 - 1 -
5. | Kursi kerja eselon 16 buah 16 10 5 1 -
buah
6. | Meja kerja eselon 16 buah | 7" buah 7 - - 9 buah
7. | Kursi 36 buah 36 30 2 6 -
buah
8. | AC 30 unit |30 unit | 16 - 14 -
9. | Rak Buku 3 buah | 3 buah - - 3 -
10. | Telepon 1 buah | 1 buah - - 1 -
11. | Tape/radio tens - 1 unit - - 1 -
12. | Aipun - 1 unit - - 1 -
13| Papan Organisasi 2 unit 1 unit 1 - - 1 unit
14., | Lemari besi 8 unit 3 unit 3 - - 5 unit
15. | Filling 12 unit | 12 unit 1 - 11 11 unit
16. | Laptop/notebook 27 unit | 27 unit | 27 - -
17. | Kamera Digital 2 buah | 1 buah - - 1 1 unit
18. | Kipas 4 unit 4 unit 4 - - -
19. | Jam dinding 8 buah | 3 buah - - 2 7 unit
20. | UPS 5 unit 2 unit 1 - - 4 unit
21. | Gambar Garuda 4 unit 2 unit 1 1 - 2 unit
22. | Gambar Pres 4 unit 1 unit 1 - - 3 unit
&Wapres kaca
23. | Meja Rapat Kayu 2 set 2 set 1 - - -
24. | Meja Kerja 43 buah 30 10 - - 23 buah
buah
25. | Peta Pembangunan 1 unit 1 unit - - 1 -
26. | Kursi lipat elephan 20 buah 12 4 - 8 16 buah
besi buah
27. | Brankas - 2 buah 2 - - -
28. | Komputer PC 50 unit | 35 unit | 20 - 15 30 unit




Kondisi Keterang
Dibutuh | Tersedi an
No. Nama Barang kan a Baik | Rusak | Rusak
ringan | berat
29. | PC Server 5 unit 5 unit 2 3 - 2 unit
30. | HD External - 3 buah - - 3 -
31. | Printer 43 unit | 33 unit | 28 - 5 13 unit
32. | Televisi 5 buah 3 unit 1 - 2 4 unit
33. | Meja Telepon - 1 buah - - 1 -
34. | Rak Kayu 6 buah | 3 buah 2 - 1 4 buah
35. | Rak Besi 7 buah | 7 buah 7 - - -
36. | Meja komputer kayu | 25 buah 25 10 = 15 15 buah
buah
37. | LCD Proyektor 3 unit 3 unit 3 - - -
38. | Layar OHP 3 buah | 3 buah 2 - 1 1buah
39. | Mesin ketik - 2 unit - - 2 -
Elektronik
40. | Mesin ketik manual - 1 unit - - 1 1 buah
41. | Monitor - 3 unit - - 3 -
42. | Scaner 13 unit 2 unit 2 - - 11 unit
43. | Jaringan 7 unit 7 unit 2 - 5 5 unit
44. | Tangga aluminium 2 unit 1 unit - - 1 1 unit
45. | Lemari es 2 unit 2 unit - 2 - -
46. | Korden - 2 paket - - 2 -
47. | Foto copy 3 buah \| 1 buah - - 1 2 buah
48. | Tabung Pemadam 6 buah “| 3.buah - - 3 6 buah
Kebakaran-
49, | Garis Antrian 4 buah 1 buah 1 - - 3 buah
Stanless
50. |[Rantai Pembatas - 1 buah - - 1 -
Parkir
51. | Kursi Roda 1 buah 1 buah 1 - - -
52.7| Mesin Antrian 1 paket | 1 paket - - - 1 paket
53. | Running text 4 unit 2 unit - 2 unit - 2 unit
54. | Papan Informasi 2 unit - - - - 2 unit
Digital

Sumber : Rekonsiliasi Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (per Desember

2024)

2.3 KINERJA LAYANAN OPD

Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan

evaluasi

terhadap program/kegiatan

yang dilaksanakan.

Dengan

memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Dinas
Dukcapil Kota Kediri untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi
program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
Capaian target indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :




Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah/Tahun 2020 - 2024

NO Indikator Kinerja | Target | Indikat Target Renstra OPD tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
OPD IKK or
lainnya
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Rasio kepemilikan 98,50 99% 98,35 98,80 /97,49 |98,18 |99,82 199,84 |100,05(98,47 |98,67 |99,86

KTP-el % 98,75 99,50 [99,95 |% % % % % % % %
% % %

2 Rasio bayi berakte 99,20 99,11 |99,81, 99,84 |99,89 |99,90 |99,91 |100,56(100,54|100,54|100,5

Kelahiran % 99,25 99,30 |99,35 |9940 |% % % % % % % %
% % % %

3 Persentase 96,52 |97,03 |97,54 |98,05 [98,56 |97,19 496,27 |9597 |99,93 |99,57 |100.69|98,71 |98,39 |101,91|101,02
Kepemilikan KK % % % % % % % % % % % % % %

4 Persentase 85% 90% 95% 99% 77,47 |88,84 (84,99 |8895 |98,15 |91,14 |98,71 |89,46 |89,85 (98,64
Kepemilikan KIA 99,50, | % % % % % % % % % %

%

5 Persentase 75% 80% 90% 93% 95% (98,52 |98,84 |98,85 |99,55 |99,94 |131,36|123,55|/109,83|107,04|105,2
kepemilikan Akte % % % % % % % % % %
Kelahiran usia 0-18
th

6 Identitas - - - - 30% - - - - 13,98 |- - - - 46,6%
Kependudukan %

Digital ( IKD )

Sumber : DKB (data konsolidas bersih Kemendagri th 2020:2024




Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi capaian Indikator Kinerja
Rasio penduduk ber KTP tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun
tahun sebelumnya, yaitu 99,82% naik tajam 2,64% dibanding tahun 2023 yang
realisasinya sebesar 97,18%. termasuk dengan kategori berhasil. Dinas
Dukcapil Kota Kediri telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk
persyarakat pengurusan KTP-el tanpa menggunakan pengantar dari Kelurahan
dan Kecamatan berdasarkan Surat Edaran Mendagri No.
471.13/8039/DUKCAPIL tanggal 3 Mei 2018 Tentang : Percepatan Penerbitan
KTP Elektronik (KTP-el).

Capaian Indikator Kinerja Rasio bayi berakte kelahiran pada tahun
2024 mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya dengan capaian
kinerja sebesar 100,55% dengan kategori sangat berhasil. Dilihat dari capaian
kinerja indicator menunjukan legalitas bayi di Kota Kedirichampir 100% telah
tercatat di database SIAK Dinas Dukcapil Kota Kediri.

Capaian Indikator Kinerja Prosentase Kepemilikan KK tahun 2024
terdapat sedikit penurunan dibanding tahun 2023¢sebesar 0,89% dari tahun
2023 yaitu 101,02% disbanding tahun 2023 yaitu 101,91%, namun masuk
dalam kategori berhasil karena melampaui target yang sudah ditetapkan. Tahun
2024 indikator kinerja Persentase Kepemilikan KK\ditargetkan sebesar 98,56%
dan realisasinya sebesar 99,57%.

Capaian Indikator kinerja Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran wsia 0-
18th dengan realisasi 99,94% diperoleh capaian  Kinerja 105,2% termasuk
kategori sangat berhasil. Namun dibandingkan dengan tahun 2023 realisasinya
sebesar 99,55% dengan capaian 107,04% sehingga tahun 2024 mengalami
kenaikan 0,39%. Selama 5 (lima») tahun berturut turut cakupan kepemilikan
akta kelahiran usia 0-18 th termasuk kategori sangat berhasil dikarenakan
adanya inovasi inovasi berupa Kerjasama,dengan Rumahwsakit, klinik maupun
Bidan yang ada di Kota Kediri.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Rasio, Kepemilikian Kartu Identitas
Anak ( KIA), padatahun,2024 sebesar 98,15%. Capaian kinerja sebesar 98,64%
termasuk kategori kurang berhasil. Karena ditargetkan sebesar 99,50%.

Untuk, indicator kinerja Cakupan Identitas Kependudukan Digital
adalah indicator baru yang ditetapkan oleh:Dirjen Dukcapil Kemendagri, dengan
target 30% dari cakupan penduduk yang sudah perekaman KTP-el. Tahun 2024
realisasi dari IKD sebesar 13,98% dengan capaian sebesar 46,6%.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pada aspek
péndanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilakukan
analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kediri melalui Renstra periode sebelumnya. Realisasi anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 - 2024, disajikan dalam
tabel berikut:

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas
Kependudukan dan/Pencatatan Sipil Kota kediri Tahun 2020 - 2024
sebagaimana tabel 2.6 berikut :



Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

PROGRAM / KEGIATAN

Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.179.108.200

7.885.155.851

7.505.737.907

6.881.709.200

1.081.934.024

7.027.303.986

6.726.441.545

6.173.782.538

Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

43.756.130

30.000.000

11.102.600

16.262.800

24.963.200

10.337.168

Sub Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

7.404.830

10.000.000

4.967.600

6.000.000

4.357.782

5.324.714

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

27.181.400

20:000:000

6.135.000

6.000.000

5.979.386

5.154.606

Kegiatan Administrasi
Keuangan Daerah

5.651.938.591

5.801.136.543

5.505.907.100

5.014.374.931

5.064.473.803

4.824.207.156

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

5.587.123.6
41

5.748.696.5
43

5.450.063.3

00

6.188.660.81
2

4.611.052.72
9

5.026.385.82
3

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian / Verifikasi
Keuangan SKPD

56.870.000

52.440.000

52.440.000

52.440.000

52.440.000

52.440.000

Koordinasi dan
penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
SKPD

7.944.950

3.403.800

2.736.843




Kegiatan Administrasi 190.179.640 88.171.300 0 169.857.500 87.850.868 0

Kepegawaian Daerah

Sosialisasi Peraturan 190.179.64 ( 88.171.300 - - - -
Perundang-undangan 0

Kegiatan Administrasi Umum 1.068.293.460 643.791.364 315.702.690 121.006.838 637.349.203 315.564.600

Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen 15.810.500 ( 15.780.000( 10.837.000 8.500.000 10.836.100 8.447.732
Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan Peralatan dan 491.870.96 | 377.910.00| 147.954.00 25.000:000 147.954.000 24.660.822
Perlengkapan Kantor 0 0 0

Penyediaan Barang Cetakan 15.431.000| 15.431.000 | 17.652.010 6.948.865 17.652.000 6.836.4000
dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan 7.488.000 7.056.000 7.830.020 8.000.000 7.820.000 7.139.000
dan Peraturan Perundang-

undangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.980.540 9.904.000 3.744.700 7.500.000 3.621.500 12.773.734
Penyelenggaraan Rapat 236.71000 | »516.072.00| 127.684.00 | 214.175.800 127.681.000 | 213.657.441
Koordinasi dan Konsultasi 0 0 0

SKPD

Dukungan Pelaksanaan 291.002.46 - -|{ 1.700.000.00 - | 1.406.133.00
Sistem Pemerintahan 0 9
Berbasis Elektronik pada

SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa 824.468.700 811.000.300 961.898.410 796.365.755 786.817.550 903.472.687 -

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat 6.700.000 6.665.000 2.984.400 5.000.000 1.605.000 3.051.125

Menyurat




Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber daya
air dan listrik

231.666.70
0

244.566.70
0

253.884.00
0

295.700.000

234.568.975

272.554.644

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

586.102.00
0

559.768.60
0

705:030.01
0

696.618.360

667.298.712

684.545.107

Pemeliharaan
Milik Daerah
Urusan

Kegiatan
Barang
Penunjang
Pemerintah Daerah

106.519.330

131.638.400

87.098.400

96.745.191

124.986.921

84.825.848 -

Penyediaan
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jasa

49.999.330

109.108.40
0

56.203.900

85.000.000

53.849.348

80.621.305

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

22:980.000

15.930.000

30.894.500

35.000.000

30.876.500

34.491.030

Pemeliharaan /Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

33.540.000

PROGRAM
PENDUDUK

PENDAFTARAN

418.000.000

294.996.635

943.686.886

696.055.300

293.131.500

281.570.628

910.981.579

695.486.541 -

Kegiatan Pelayanan
Pendaftaran Penduduk

274.999.510

895.190.886

609.132.600

261.667.903

862.485.579

608.844.861




Pencatatan, Penatausahaan
dan Penerbitan Dokumen
atas Pendaftaran Penduduk

Pendataan Penduduk Non

Permanen dan Rentan
Administrasi
Kependudukan

Peningkatan Pelayanan

Pendaftaran Penduduk

Kegiatan Penyelenggaraan - 19.997.125 0 46.588.500 - 59.582.000 0 46.309.780
Pendaftaran Penduduk
Faslitasi Pendaftaran
Penduduk
Kegiatan Penataan 0 0 0 40.334.200 - 0 0 40.331.900
Pendaftaran Penduduk

0 0 48.496.000 0 0 0 48.496.000 0
Kegiatan Pembinaan dan
Pengawasan penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL 217.775.000 198.548.670 278.550.870 220.964.700 206.132.700 160.452.084 272.089.562 213.096.089
Kegiatan Pelayanan - 198.548.670 230.052.870 207.289.700 - 160.452.084 223.591.562 199.773.064

Pencatatan Sipil

Pencatatan, Penatausahaan
dan Penerbitan Dokumen atas
Pelaporan Peristiwa Penting

Peningkatan Dalam Pelayanan
Pencatatan Sipil

Pengadaan Dokumen
Kependudukan Selain Blangko




KTP-El, Formulir, dan Buku
Terkait Pencatatan Sipil Sesuai
dengan Kebutuhan yang
Tersedia

Kegiatan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil

48.498.000

13.675.000

48.498.000

13.323.025

PROGRAM PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

925.740.100

405.878.810

873.371.100

266.063.000

857.171.500

346.890.498

813.281.240

248.697.582

Kegiatan Pengumpulan data
Kependudukan dan
Pemanfaatan dan Penyajian
Database Kependudukan

155.000.000

174.851.100

114.076.000

167.388.721

Kegiatan Penyelenggaraan
Informasi Administrasi
Kependudukan

250.878.810

698.520.000

266.063.000

232.814.498

645.892.519

248.697.582

Fasilitasi terkait Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kependudukan

Penyelenggaraan Pemanfaatan
Data Kependudukan

PROGRAM PENGELOLAAN
PROFIL KEPENDUDUKAN

Kegiatan Penyediaan Data
Kependudukan
Kabupaten/Kota




Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 - 2024 rasio antara
realisasi dan anggaran mencapai 89 % atau capaian Indikator Kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 89% Hal ini menunjukkan
bahwa Perencanaan dan penganggaran telah selaras dan berjalan dengan
maksimal. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari
seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk
mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan
didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN
Kelompok sasaran layanan Badan Perencanaan Daerah Kota Kediri

dijabarkan sesuai program pada tabel berikut,

Tabel 2.7 Kelompok Sasaran Layanan

No Program Kelompok Sasaran Layanan

1. | Program Pendaftaran penduduk Masyarakat Kota Kediri

2. | Program Pencatatan Sipil Masyarakat Kota Kediri

3. | Program Pengelolaan Informasi OPD Kota Kediri,
Administrasi Kependudukan Lembaga/instansi lain, BUMD,

perbankan, Imigrasi

4. | Program Penunjang Urusan Dinas Kependudukan dan

Pemerintahan Daerah Kab/Kota Pencatatan Sipil Kota Kediri

2.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KKota Kediri dapat diperoleh
dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan
eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi pelayanan./Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun
2021 _bahwa Dinas’ Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri
mempunyai, tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri berfungsi
untuk merumuskan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa
permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa
kependudukan, sehingga data kependudukan tidak update yang
berdampak pada pelayanan public lainnya

2) Belum terpenuhinya jumlah SDM yang menguasi IT sehingga
profesionalisme sumber daya aparatur kependudukan dan pencatatan
sipil belum optimal.

3) Digitalisasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk pelayanan public

4) Kondisi infrastruktur yang kurang memadai (ruang pelayanan yg kurang
luas sehingga tidak bisa menampung pemohon yang datang, sarana dan
prasarana yang kurang memadai seperti, ruang laktasi, ruang tunggu
untuk pengambilan dan tempat parker)

5) IKD (Identitas Kependudukan Digital ) sebagai basis penerapan electronic
know your customer belum memenuhi target

6) Belum optimalnya kesadaran jajaran dukcapil dalam memahami
pentingnya keamanan data kependudukan.



Tabel 2.5 Permasalahan dan Isu strategis DInas Dukcapil Kota Kediri

NO. | MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH
1 2 3 4
1. | Kepemilikan 1.Kesadaran  warga |1.Masih kurangnya
dokumen dalam melaporkan sosialisasi Adminduk
kependudukan peristiwa kepada Masyarakat
belum tertib kependudukan

.Kapasitas

masih rendah

.Infrastruktur

belum memadai

SDM
pelayanan
kependudukan
tidak sesuai
kompetensi

.Belum

maksimalnya
Pemanfaatan data
lembagafpengguna

. Terkendala

.Memaksimalkan sarana
dan prasarana yang
tersedia

.Mengikutsertakan

petugas pelayanan dalam
kegiatan
pelatihan/bimtek/kursus
singkat

persetujuan
perijinan. Hak akses dari
Dirjen  Dukecapil yang
mensyaratkan minimal
sudah ISO 9001-2015
untuk Lembaga/OPD
yang akan melakukan
PKS pemanfataan data
kependudukan




BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasara Dinas Dukcapil Kota Kediri

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan
dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari
pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil
yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan\ secara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan® dalam jangka
waktu 5 ( lima ) tahun ke depan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Walikota Kedifi periode 2025-2029 adalah
“Membangun Kota Kediri yang MAPAN, Kotayang maju, Agamis, Produktif,
Aman dan Ngangeni”.

Renstra Dinas Dukcapil Kota Kediri tahun 2025-2029 mendukung Misi 4 pada
RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 yaitu/Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
yang inovatif, responsive dan berintegritas'“

Penjabaran tujuan, indicator tujuan, sasaran 'dandindicator serta target kinerja
sasaran dalam 5 ( lima ) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam table
berikut :



Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AWAL RENSTRA PDPEMERINTAH KOTA KEDIRI

NSPK DAN BASELINE TARGET TAHUN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2024 KETERANGAN
YANG RELEVAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (11) (12)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Meningkatnya kualitas Meningkatkan Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat | 86.76 87.75 88.8 89.9 90.5 91.75 925
pelayanan publik Pelayanan Publik terhadap Layanan
Administrasi Kependudukan
(Indeks)
Meningkatnya Tertib Persentase Penduduk yang 99.82 99.85 99.90 99.93 99.95 99.97 100
Administrasi Kependudukan | ber-KTP Elektronik (%)
Persentase Kepemilikan KK | 99.57 99.60 99.75 99.80 99.85 99.90 99.95
(%)
Persentase Kepemilikan KIA | 98.15 98.25 98.50 98.75 98.85 98.95 99
(%)
Persentase Kepemilikan Akta | 99.94 99.97 99.98 99.99 100 100 100
Kelahiran Usia 0-18 (%)
Persentase Kepemilikan Akta | 93.49 93.75 93.85 93.90 94 94.25 95
Perkawinan (%)
Persentase Kepemilikan Akta | 93.50 93.75 93.85 93.90 93.95 94 94.75
Perceraiany(%)
Penerapan IKD\(Identitas 13.82 18.5 20.25 22.75 25 27.75 30
Kependudukan Digital) (%)
Jumlah OPD/lembaga yang 19 20 21 22 23 23 23
melakukan PKS
pemanfaatan data
kependudukan (OPD)
Meningkatnya Akuntabilitas Nilai LHEAKIP Inspektorat 845 85.45 86.60 87.85 88.25 88.75 89.5
Kinerja (Nilai)




Kepuasan masyarakat”.

Berdasarkan tabel 3.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri adalah “ Meningkatkan
kualitas pelayanan public” yang diukur dengan indikator tujuan “Indeks

Untuk mencapai

beberapa sasaran strategis antara lain :

tujuan tersebut ditetapkan

“Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan”

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional
dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

NO SASARAN INDIKATOR DEFINISI FORMULA INDIKATOR
SASARAN OPERASIONAL
1. Meningkatnya Tertib | Persentase Persentase (jml penduduk ber KTP :
Administrasi kepemilikan penduduk yang jmbpenduduk wajib KTP
Kependudukan KTP-el sudah melakukan x100%)
perekaman, KTP-el
Persentase prosentase [(jml kepemilikan KK : jml
kepemilikan KK | penduduk KK x 100%)
befrstatus kepala
keluarga yang
sudah memiliki
Kartu Keluarga
Persentase prosentase anak [+ (jml anak yg memilik

kepemilikan KIA

usia 0-17 tahun
yang sudah
memiliki KIA

KIA : jml anak wajib KIA x
100%)

Persentase
kepemilikan
Akte Kelahiran

Prosentase
realisasi penyajian
data

jml penddk usia (0-18) yg
memiliki akta kelahiran :
jml penddk usia 0-18tn

Usia 0-18 tahun [ kependudukan yg ada X 100%)
Persentase Persentase Jumlah akta
Kepemilikan penduduk perkawinan/akta nikah
Akte berstatus kawinyg | yang diterbitkan : jumlah
Perkawinan sydah memilik penduduk dengan status
Akta Nikah kawin x 100%)
Persentase Persentase Jumlah akta cerai yg
Kepemilikan penduduk diterbitkan : penduduk
Akte Perceraian | berstatus cerai dengan status cerai x
yang sudah 100%)

memilika Akta
cerai

Cakupan IKD

Persentase
penduduk yang
sudah melakukan
aktivasi Identitas
Kependudukan
Digital (IKD)

30% x jumlah penduduk
yang sudah perekaman
KTP-el

Persentase
Lembaga/OPD
yang
memanfaatkan
data
kependudukan

Persentase
Lembaga/OPD
yang sudah
melakukan PKS
pemanfaatan data
kependudukan
untuk pelayanan
publik

jumlah lembaga/OPD yg
sdh PKS : jml
lembaga/OPD yg potensi
PKS x 100%)




3.2. CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan
penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai
yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan
cascading kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun

S
\o
N




Bagan 3.2 CASCADING KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL K KEDIRI

TUJUAN1:
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang
berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi

daerah
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
Sl

SASARAN 4 :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik dan Inovasi Berbasis Elektroni

Indikator : Indeks Kg¢puasan Masyar

RPJMD KOTA KEDIRI
2025-2029

TUJUAN1:
Meningkatnya Kualitas Pela

Indikator ; Indeks Kepuasan

SASARAN 1:
Meningkatnya tertib Administrasi Kepeng
Indikator :
1. Persentase kepemilikan KTP-el
Persentase kepemilikan KK
Persentase kepemilikan KIA
Persentase kepemilkan Ak

SASARAN 2:
Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Slpil
Indikator : Nilai LHE AKIP Dinas
Dukcapil Kota Kediri

RENSTRA DUKCAPIL
2025- 2029

NV~ WwN

kependudukan




Persentase kepemilikan KTP-el
Persentase kepemilikan KK
Persentase kepemilikan KIA

SASARAN 1:
Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan
Indikator :

Persentase kepemilkan AKte kelahiran usia 0-18 th
Persentase kepemilikan Akta perkawinan
Persentase kepemilikan Akta Perceraian

Cakupan Identitas Kependudukan Digital

XNV EWN R

Persentase Lembaga/OPD yang memanfaatkan data kepend

I
PROGRAM 4 :

EROGRAI\;[) 1 d f Penduduk PROGRAM 2 : o RAM 3 : Program Pengelolaan Profil
Irfgi%z:tr(r)lr enP:rsa;ir;seeria;arlllan Program Pencatatan Sipil Pengelolaan Informasi Kependudukan
Indikator : persentase lagzanan i i ; .
pendaftaran  penduduk  yang cat b€ v b trasi Kependudukan Indikator : Persentase data
berkualitas pencatatan sipil yg be sentase kualitas data kependudukan yg dapat disajikan
. an yang valid sesuai dengan peraturan

! l |

| | 1 | ngan

KEGIATAN 1: KEGIATAN 2 : KEGIATAN 3 : KEGIATAN S :
Pelayanan Pendaftaran Kegiatan Penataan Kegiatan eg Kegiatan Penyelenggaraan
Penduduk Pendaftaran Penduduk Penyelenggaraan Sipil lol inf i adminduk KEGIATAN 6 :
Indikator : persentase Indikator : persentase Pendaftaran Indikate € tase kualita pengelolaan informasi admindu . ’ .
kualitas, kuantitas kualitas, kuantitas Indikato kuantitaSpelayanan public dan Indikator : persentase kualitas, Kegiatan penyusunan profil

pelayanan public dan kependudukan

pelayanan public dan dok
keepen}dudukan

SuB KI!GIATAN 1:
Peningkatan Pelayanan
Pendaftaran penduduk

Indikator : jumlah dokumen
hasil pelayanan
pendaftaran penduduk

dok keTpendudukan

dok keepe dukan

AN 5 :
am pelayanan

kuantitas pelayanan public dan
dok keependudukan

Indikator : persentase data
kependudukan yang dapat

“jumlah layanan
pencttan sipil yang
ditingkatkan

SUB KEGIATAN 2 :

Indikator : jJumlah dokumen kependudukan seselain
blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran
penduduk sesuai kebutuhan yg tersedia

SUB KEGIATAN 4 :
Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen
atas pelaporan peristiwa penting
Indikator : jumlah dokumen hasil pencttan,
penatausahaan dan penerbitan dokumen atas peristiwa
penting

adminduk

Indikator : jumlah
dokumen hasil
pengelolalaan adminduk

SUB KEGIATAN 7 :
Penyelenggaraan pemanfaatan data
kependudukan
Indikator : jJumlah dokumen hasil
pemanfaatan data kependudukan

disajikan
\ SUB KEGIATAN 6 : SUB ¢GIATAN 8: I
Fasilitasi terkait Penyajian data kependudukan
pengelolaan informasi Kabupaten/Kota

Indikator : jumlah dokumen
profil kependudukan




3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan
efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan
dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan
program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah
strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka
menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota kediri, yang selaras
dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk_memperjelas arah dalam
pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Kediri serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada
koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan, berdasarkan hasil analisis
terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan
sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri., Dengan
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ‘Keberhasilan dan ketidak
berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi
tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk
memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab 1V) telahndirumuskan beberapa sasaran yang
akan dicapai dalam Renstra Dinas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Kediri Tahun 2025 - 2029, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut
dibutuhkan startegi danrarah kebijakan‘yang efektif dan efisien. Secara lengkap
keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025-2029

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Meningkatnya Optimalisasi Penguatan tata Kelola
kualitas Tertib Pelayanan public | Administrasi
pelayanan Publik / /Administrasi dan mendorong | Kependudukan

Kependudukan inovasi
pelayanan
Meningkatnya Pembinaan Penguatan Kualitas SDM
akuntabilitas Aparatur
Kinerja Dinas Kependudukan
Kependudukan dan Pencatatan
dan Pencatatan Sipil
Sipil Kota Kediri




BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

4.1. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam
rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus
dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan meripakan penjabaran lebih
lanjut dari suatu program sebagai arah dari pen€apaian tujuan organisasi,
sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu,atau beberapa
instansi pemerintah ataupun dalam rangka keérjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksudidengan indikator kinerja adalah ukuran
keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif
yang secara khusus dinyatakan sebagai “pencapaian tujuan yang dapat
menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan
pemantauan dan evaluasi baik Kinerja input, output, outcome maupun impact
yang sesuai dengan sasaran rencana pregram dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2029 dapat dilihat
pada tabel 6.1 berikut ini,:



TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OUTPUT 2024 DAERAH
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 7.501.649.146,00 7.501.649.146,00 7.501.649.146,00 7.501.649.146,00 7.501.649.146,00
SIPIL
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.953.199.856,00 6.953.199.856,00 6.953.199.856,00 6.953.199.856,00 6.953.199.856,00
KABUPATEN/KOTA
2.12.0.00.0.00.01.00
g A TR (Y Indeks Profesionalisme ASN 88.16 88.66 6.953.199.856,00 | 88.91 6.953.199.856,00 | 89.16 6.953.199.856,00 |  89.41 6.953.199.856,00 |  89.66 6.953.199.856,00 | 00 -Dinas
Perangkat Daerah Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
HEEEEED RN ETR N 79.62 80.12 80.37 80.62 80.87 81.12
Pengelolaan Keuangan Berkualitas
Pers_entase Pe.menuhan Kriteria 100 100 100 100 100 100
Renja Berkualitas
2.12.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 106.000.000,00 106.000.000,00 106.000.000,00 106.000.000,00 106.000.000,00
Perangkat Daerah
REECIERREI0 EHETE (LML L 100 100 106.000.000,00 100 106.000.000,00 100 106.000.000,00 100 106.000.000,00 100 106.000.000,00
perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah 0 9% 97 975 98 99
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian 100 100 100 100 100 100
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00
Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
100 100 12.500.000,00 100 12.500.000,00 100 12.500.000,00 100 12.500.000,00 100 12.500.000,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
. . - Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja | 1. ' yiicar Realisasi Kinerja SKPD
dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan . L
R L dan Laporan Hasil Koordinasi
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan i 100 100 8.500.000,00 100 8.500.000,00 100 8.500.000,00 100 8.500.000,00 100 8.500.000,00
. B : Penyusunan Laporan Capaian
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar N : N
Realisasi Kineria SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
! Kinerja SKPD
2.12.01:2.01.0007 - Evaluasi Kinerja 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00
Perangkat Daerah
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
0 96 85:000.000,00 97 85.000.000,00 975 85.000.000,00 98 85.000.000,00 99 85.000.000,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
AN AGTTEEE] KEEREE 5.391.036.860,00 5.391.036.860,00 5.391.036.860,00 5.391.036.860,00 5.391.036.860,00
Perangkat Daerah
Persentase pengelolaan keuangan yan Al (Bl e (P EUEE
peng gan yang dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 126 98 5.391.036.860,00 102 5.391.036.860,00 104 5.391.036.860,00 106 5.391.036.860,00 108 5.391.036.860,00

berkualitas

SKPD




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OUTPUT 2024 DAERAH
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
. . - Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja N AR
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan gg: mzf;fi‘::fio}g:;g:ijD 2.12.0.00.0.00.01.00
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan . 100 100 8.500.000,00 100 8.500.000,00 100 8.500.000,00 100 8.500.000,00 100 8.500.000,00| 00 -Dinas
. B : Penyusunan Laporan Capaian Kependudukan Dan
Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Kineria dan Ikhtisar Realisasi P n-
Realisasi Kinerja SKPD Ki ! Pencatatan Sipil
inerja SKPD
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja 00 - Dinas
Perangkat Daerah 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 giﬁi’;i’:‘iﬁké% -?an
1Pl
2.12.0.00.0.00.01.00
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 00 - Dinas
Perangkat Daerah Perangkat Daerah 0 9 85.000.000,00 97 85.000.000,00 975 85.000.000,00 98 85.000.000,00 99 85.000.000,00 gepentdl:duk;n ,'Ija”
encatatan Sipi
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan 00 - Dinas
Perangkat Daerah 5.384.536.860,00 5.391.036.860,00 5.391.036.860,00 5.391.036.860,00 5.391.036.860,00 Ezzi;?;iﬁk;; i?an
Jumlah Laporan Keuangan Akhir 2.12.0.00.0.00.01.00
Persentase pengelolaan keuangan yang | Tahun SKPD dan Laporan Hasil 00 - Dinas
- Koordinasi Penyusunan Laporan 8 8 - 8 6.500.000,00 8 6.500.000,00 8 6.500.000,00 8 6.500.000,00 |  Kependudukan Dan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Pencatatan Sipil
Jumlah Dokumen Penatausahaan 5‘01?'8{22‘80‘00'01‘00
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 126 102 83.520.000,00 102 83.520.000,00 102 83.520.000,00 103 83.520.000,00 104 83.520.000,00 | - Kependudukan Dan
SKED Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Jumlah Orang yang Menerima Gaiji 00 - Dinas
dan Tunjangan ASN 39 38 5.301.016.860,00 34 5.301.016.860,00 34 5.301.016.860,00 34 5.301.016.860,00 34 5.301.016.860,00 ﬁZ‘n’iZf;Z‘n’ksaiZ i?an
2.12.0.00.0.00.01.00
_ : i 00 - Dinas
21 :j'aonzir?iggm penyedieCelcan 5.301.016.860,00 5.301.016.860,00 5.301.016.860,00 5.301.016.860,00 5.301.016.860.00 | ependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
i i 00 - Dinas
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumiah Orang yang Menerima Gaji 39 38 5.301.016.860,00 34 5.301.016.860,00 34 5.301.016.860,00 34 5.301.016.860,00 34 5.301.016.860,00
dan Tunjangan ASN Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan 2.12.0.00.0.00.01.00
Penatausahaan dan 00 - Dinas
83.520.000,00 83.520.000,00 83.520.000,00 83.520.000,00 83.520.000,00 | - kependudukan Dan
Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD Pencatatan Sipil
Terlak Penat h q Jumlah Dokumen Penatausahaan 532.&225.00.01.00
erlaksananya Penatausahaan dan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan -
PengujianiVerifikasi Keuangan SKPD D 126 102 83.520.000,00 102 83.520.000,00 102 83.520.000,00 103 83.520.000,00 104 83.520.000,00 gepenf,l:duk;n .,Igan
encatatan Sipi
2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan 5‘01?'8{22‘50‘00'01 0
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir - 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 |  Kependudukan Dan
Tahun SKPD Pencatatan Sipil
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Jumlah Laporan Keuangan Akhir 2.12.0.00.0.00.01.00
Tahun SKPD dan Laporan Hasil Tahun SKPD dan Laporan Hasil 00 - Dinas
p p
8 8 - 8 6.500.000,00 8 6.500.000,00 8 6.500.000,00 8 6.500.000,00

Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil




2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas

perangkat Daerah 57.600.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00 EZE?Z?;ZTS; i[|)an
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OUTPUT 2024 DAERAH
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
) o Jumlah Orang yang Mengikuti 501?&22500001 0
Persentase pegawai yang mengikut Sosialisasi Peraturan 56 57 57.600.000,00 57 57.600.000,00 57 57.600.000,00 58 57.600.000,00 58 57.600.000,00| - Kependudukan Dan
bimbingan teknis Perundang-Undangan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan 00 - Dinas
Perundang.Undangan 57.600.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00 §2ﬁ22?a”t§,”f§.'; ﬁ)an
o Jumlah Orang yang Mengikuti 30128'22300001 00
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Peraturan 56 57 57.600.000,00 57 57:600.000,00 57 57.600.000,00 58 57.600.000,00 58 57.600.000,00| - Kependudukan Dan
Perundang-Undangan Perundang-Undangan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum 00 - Dinas
Perangkat Daerah 209.500.000,00 209.500.000,00 209.500.000,00 209.500.000,00 209.500.000,00 gzﬁizgiﬁksa:) i?an
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 2.12.0.00.0.00.01.00
dan Peraturan 00 - Dinas
yP:r:ZeS:iEzjiZipan pesvaraiis e UTEERTER T2k 4 4 7.500.000,00 4 7.500.000,00 4 7.500.000,00 4 7.500.000,00 4 7.500.000,00 [ Kependudukan Dan
Disediakan Pencatatan Sipil
Jumlah Paket Peralatan dan gg?'gigg‘so‘oom 4y
Perlengkapan Kantor yang 4 3 75.000.000,00 4 75.000.000,00 4 75.000.000,00 4 75.000.000,00 4 75.000.000,00 Kependudukan Dan
Disediakan Pencatatan Sipil
Jumlah Paket Komponen Instalasi 501?8'22500001 oy
Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 | - Kependudukan Dan
Kantor yang Disediakan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 00 - Dinas
Penggandaan yang Disediakan 2 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 Eepen?utdukgr, ?an
encatatan Sipi
Jumlah Dokumen Dukungan gg?'g}ggf‘oom‘oo
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 2 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00|  Kependudukan Dan
Berbasis Elektronik pada SKPD Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
il L (FEs s 12 6 5.000.000,00 6 5.000.000,00 6 5.000.000,00 6 5.000.000,00 6 5000000,00| o DiMas
Kunjungan Tamu A A R A A At Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Jumlah Laporan Penyelenggaraan 00 - Dinas
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 36 32 90.000.000,00 32 90.000.000,00 32 90.000.000,00 32 90.000.000,00 32 90.000.000,00 | Kependudukan Dan
SKED Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan 2.12.0.00.0.00.01.00
Komponen Instalasi 00 - Dinas
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil




Tersedianya Komponen Instalasi

Jumlah Paket Komponen Instalasi

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas

e Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan g:ﬁira]tdalg:ksair;i?an
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan 00 - Dinas
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 gependudukgn ?an
encatatan Sipil
. Jumlah Paket Peralatan dan gg?g%ggf'oo'm'oo
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 4 3 7500000000 4 75.000.000,00 4 75.000.000,00 4 75.000.000,00 4 75.000.000,00| Kependudukan Dan
Perlengkapan Kantor Disediakan Poncatatan Sipil
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OUTPUT 2024 DAERAH
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang 00 - Dinas
Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 gepen:n:duk;n .?a”
encatatan oipi
2.12.0.00.0.00.01.00
Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 00 - Dinas
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 2 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 Eepen?utduksan ?an
‘encatatan SIpl
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan (2).01?.8}22:.00.01 00
Bacaan dan Peraturan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 | Kependudukan Dan
IR NI Pencatatan Sipil
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 2.12.0.00.0.00.01.00
Tersedianya Bahan Bacaan dan dan Peraturan 00 - Dinas
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang 4 4 7.500.000,00 4 7.500.000,00 4 7.500.000,00 4 7.500.000,00 4 7.500.000,00 Kependudukan Dan
Disediakan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
- ilitasi i 00 - Dinas
i;ril? 1:2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00|  ependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 00 - Dinas
Tam Kunjungan Tamu 12 6 5.000.000,00 6 5.000.000,00 6 5.000.000,00 6 5.000.000,00 6 5.000.000,00 giﬁigf:tiﬁké’% -?an
1P
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan 00 - Dinas
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 gepen?l:duksa.n .,ljan
encatatan Sipi
2.12.0.00.0.00.01.00
Terlak b I R Jumlah Laporan Penyelenggaraan 00 - Dinas
erlaksananya Penyelenggaraan Rapat | Rapat Koordinasi dan Konsultasi N
Koordinasi dan Konsultasi SKPD SKED 36 32 90.000.000,00 32 90.000.000,00 32 90.000.000,00 32 90.000.000,00 32 90.000.000,00 Eepen?uthKSa'n ?an
‘encatatan SIpl
2.12.01.2.06.0011 - Dukungan (2).01?.&22:.00.01.00
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00|  Kependudukan Dan
Berbasis Elektronik pada SKPD Pencatatan Sipil
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan | Jumlah Dokumen Dukungan SS?.DOiggsO‘OO.OtOO
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik| Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 2 1 121000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00

pada SKPD

Berbasis Elektronik pada SKPD

Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil

2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.091.300.000,00

1.091.300.000,00

1.091.300.000,00

1.091.300.000,00

1.091.300.000,00

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil




Persentase layanan penunjang urusan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas

pemerintahan daerah yang berkualitas Surat Menyurat 12 12 7.500.000,00 12 7.500.000,00 12 7.500.000,00 12 7.500.000,00 12 7.500.000,00 Eependuduk:’n ?an
encatatan Sipil
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 5‘01?'8}22300'01'00
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 12 223.800.000,00 12 223.800.000,00 12 223.800.000,00 12 223.800.000,00 12 223.800.000,00|  Kependudukan Dan
Listrik yang Disediakan Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sg?.Doi:g.so.oom oy
Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 860.000.000,00 12 860.000.000,00 12 860.000.000,00 12 860.000.000,00 12 860.000.000,00| - Kependudukan Dan
DlEsilEkEn Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
- i 00 - Dinas
gﬂé%ifyﬁ?ﬁm RIS 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 [ Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME/ TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OUTPUT 2024 DAERAH
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
01) 02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.12.0.00.0.00.01.00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 00 - Dinas
Menyurat Surat Menyurat 12 12 7.500.000,00 12 7.500.000,00 12 7.500.000,00 12 7.500.000,00 12 7.500.000,00 gepentdl:dUKSa.n ,?an
encatatan Sipi
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa 00 - Dinas
eSS ey AR LISk 223.800.000,00 223.800.000,00 223.800.000,00 223.800.000,00 223.800.000,00 Eepen?utdukgn ?an
‘encatatan SIpl
. o Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 3401?.8}222100.01400
Tersedlgnya Ja'sa KomunlkaSI, Sumber Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 12 223.800.000,00 12 223.800.000,00 12 223.800.000,00 12 223.800.000,00 12 223.800.000,00 Kependudukan Dan
Daya Air dan Listrik Listrik yang Disediakan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa 00 - Dinas
Relemem U (e 860.000.000,00 860.000.000,00 860.000.000,00 860.000.000,00 860.000.000,00 ngentdL;dUKsa.n !ljan
encatatan Sipi
- ‘ Pel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (2].01?.&22:.00.01.00
ersedianya Jasa Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 860.000.000,00 12 860.000.000,00 12 860.000.000,00 12 860.000.000,00 12 860.000.000,00| Kependudukan Dan
Kantor Disediakan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milij 53?8{22‘50‘00'01‘00
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahar 107.762.996,00 107.762.996,00 107.762.996,00 107.762.996,00 107.762.996,00 | Kependudukan Dan
Dz Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Persentase barang milik daerah dalam Jumlah Peralatan dan Mesin 00 - Dinas
renalailri Lainnya yang Dipelihara 37 47 42.000.000,00 47 42.000.000,00 47 42.000.000,00 47 42.000.000,00 47 42.000.000,00 Eepentdl:dUKSa.n .Ili)an
encatatan Sipi
Jumlah Gedung Kantor dan (2)01 ?gigg.so.oo.m .00
Bangunan Lainnya yang 2 1 10.762.996,00 1 10.762.996,00 1 10.762.996,00 1 10.762.996,00 1 10.762.996,00 [ Kependudukan Dan
Dipelihara/Direhabilitasi Pencatatan Sipil
Jumlah Kendaraan Dinas 2.12.0.00.0.00.01.00
Operasional atau Lapangan yang 00 - Dinas
TeHTERdEn (e en R 9 9 55.000.000,00 9 55.000.000,00 9 55.000.000,00 9 55.000.000,00 9 55.000.000,00 |  Kependudukan Dan
dan Perizinannya Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa 2.12.0.00.0.00.01.00
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 00 - Dinas
55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil




Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas

Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan dibayarkan Pajak 9 9 55.000.000,00 9 55.000.000,00 9 55.000.000,00 9 55.000.000,00 9 55.000.000,00  kependudukan Dan
Lapangan dan Perizinannya Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan 00 - Dinas
Peralatan dan Mesin Lainnya 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 Eependudukgn ?an
encatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 00 - Dinas
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelinara 37 47 42.000.000,00 47 42.000.000,00 47 42.000.000,00 47 42,000.000,00 47 42.000.000,00 ﬁepe”{’fd“k;“ .?an
encatatan SIpi
2.12.01.2.09.0009 - (2).01?.Doigg.so.oo.o1 0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 10.762.996,00 10.762.996,00 10.762.996,00 10.762.996,00 10.762.996,00|  Kependudukan Dan
Kantor dan Bangunan Lainnya Pencatatan Sipil
Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan 301 ?,8}225‘00,01 00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya yang 2 1 10.762.996,00 1 10.762.996,00 1 10.762.996,00 1 10.762.996,00 1 10.762.996,00| - Kependudukan Dan
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Pencatatan Sipil
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OUTPUT 2024 DAERAH
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
01) 02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
21 Z02GBRCCRAMEERDARIAR S 370.490.690,00 370.490.690,00 370.490.690,00 370.490.690,00 370.490.690,00
PENDUDUK
2.12.0.00.0.00.01.00
Meningkatnya kepemilikan dokumen Persentase layanan dokumen 00 - Dinas
I 70.490. 7 70.490. 7. 70.490.! 70.490. 70.490.
kependudukan kependudukan yg berkualitas 96 96.8 370.490.690,00 9 370.490.690,00 97.5 370.490.690,00 98 370.490.690,00 99 370.490.690,00 ';epe“td‘:d“ksa.” .?a”
encatatan Sipi
2.12.0.00.0.00.01.00
~ 00 - Dinas
Gl e 370.000.000,00 370.000.000,00 370.000.000,00 370.000.000,00 370.000.000,00 | kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Jumlah Laporan Hasil Peningkatan 00 - Dinas
——y Pelayanan Pendaftaran Penduduk 4 4 345.000.000,00 4 345.000.000,00 4 345.000.000,00 4 345.000.000,00 4 345.000.000,00 gepen:jl:duksa.n ,?a”
encatatan Sipi
Jumlah Dokumen Hasil Pendataan 33?’3{22’30'00'01'00
Penduduk Non Permanen dan 120 55 25.000.000,00 60 25.000.000,00 63 25.000.000,00 65 25,000.000,00 67 25.000.000,00 [ kependudukan Dan
Rentan Administrasi Kependudukan e ——
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan (2)'01?'8}22:'00'01 o
Penduduk Non Permanen dan Rentan 25.000.000,00 25,000.000,00 25.000.000,00 25,000.000,00 25.000.000,00 - Kependudukan Dan
Administrasi Kependudukan n|
Pencatatan Sipil
Tersedianya Pendataan Penduduk Non | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan gg?.Doigg‘so‘oo,omoo
Permanen dan Rentan Administrasi Penduduk Non Permanen dan 120 55 25.000.000,00 60 25.000.000,00 63 25.000.000,00 65 25.000.000,00 67 25.000.000,00 - Kependudukan Dan
Kependudukan Rentan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan 00 - Dinas
Pelayanan Pendaftaran Penduduk 345.000.000,00 345.000.000,00 345.000.000,00 345.000.000,00 345.000.000,00 ngen(dl:dUKga-n .?an
encatatan Sipi
2.12.0.00.0.00.01.00
i i i 00 - Dinas
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan 4 4 345.000.000,00 4 345.000.000,00 4 345.000.000,00 4 345.000.000,00 4 345.000.000,00

Penduduk

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil




2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran
Penduduk

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil

Laporan Hasil Penataan Pendaftaran
Penduduk

Jumlah Dokumen Kependudukan
selain Blangko KTP-EI, Formulir,
dan Buku Terkait Pendaftaran
Penduduk Sesuai dengan
Kebutuhan yang Tersedia

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil

2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan
Dokumen Kependudukan selain Blangko
KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait
Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan
Kebutuhan

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil

Tersedianya Dokumen Kependudukan
selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan
Buku Terkait Pendaftaran Penduduk
Sesuai dengan Kebutuhan

Jumlah Dokumen Kependudukan
selain Blangko KTP-EI, Formulir,
dan Buku Terkait Pendaftaran
Penduduk Sesuai dengan
Kebutuhan yang Tersedia

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil

2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas

Pondafioran Pendduk 490.690,00 490.690,00 490.690,00 490.690,00 490.690,00| - kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN /PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OUTPUT 2024 DAERAH
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.12.0.00.0.00.01.00
Laporan Hasil Penyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 00 - Dinas
P e Porird k. e 12 4 490.690,00 4 490.690,00 4 490.690,00 4 490.690,00 4 490.690,00|  Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi 00 - Dinas
Bondafioran Pandudul 490.690,00 490.690,00 490.690,00 490.690,00 490.690,00| Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
I Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 00 - Dinas
Terfasiltasinya Pendaftaran Penduduk |~ 8 SFORE AR 12 4 490.690,00 4 490.690,00 4 490.690,00 4 490.690,00 4 490.690,00|  Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
g'lgu'_% gRRCCRAMEERCATARAN 85.721.800,00 85.721.800,00 85.721.800,00 85.721.800,00 85.721.800,00
2.12.0.00.0.00.01.00
A ili 00 - Dinas
Meningkatkan kepemilian dokumen e L 9% 965 85.721.80000| 97 85.721.80000| 975 85.721.800,00 98 85.721.800,00 99 85.721.800,00 | kependudukan Dan
peristiwa penting pencatatan sipil pencatatan sipil yg berkualitas P
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
- 00 - Dinas
g.i:j_os,zm REEp I REeE I 85.721.800,00 85.721.800,00 85.721.800,00 85.721.800,00 85.721.800,00 | kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, 2.12.0.00.0.00.01.00
Persentase penerbitan dokumen Penatausahaan dan Penerbitan 00 - Dinas
poncatatan sipl yang borkualtas Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa 8055 7000 40.000.000,00 [ 7700 40.000.000,00 [ 7800 40.000.000,00| 8000 40.000.000,00| 8200 40.000.000,00 | Kependudukan Dan
Penting Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
. 00 - Dinas
1R LEVEIED PEmezEEm Sl 8 8 45.000.000,00 8 45.000.000,00 8 45.000.000,00 8 45.000.000,00 8 45.000.000,00

yang Ditingkatkan

Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil




Jumlah Dokumen Kependudukan
selain Blangko KTP-EI, Formulir,

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas

dan Buku Terkait Pencatatan Sipil 8 1 721.800,00 1 721.800,00 1 721.800,00 1 721.800,00 1 721.800,00| Kependudukan Dan
Sesuai dengan Kebutuhan yang .
. Pencatatan Sipil
Tersedia
2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, 2.12.0.00.0.00.01.00
Penatausahaan dan Penerbitan 00 - Dinas
Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 | Kependudukan Dan
Penting Pencatatan Sipil
Terlaksananya Pencatatan, Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, 2.12.0.00.0.00.01.00
Penatausahaan dan Penerbitan Penatausahaan dan Penerbitan 00 - Dinas
Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa 8055 7000 40.000.000,00 7700 40.000.000,00 7800 40.000.000,00 8000 40.000.000,00 8200 40.000.000,00|  Kependudukan Dan
Penting Penting Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam 00 - Dinas
Pelayanan Pencatatan Sipi 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 | Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
i ini 00 - Dinas
'\S"izirl““gkamya Pelayanan Pencatatan ;:’:;agi;:gigfk’;se”wtata” Sipil 8 8 4500000000| 8 45.000.000,00 8 45,000.000,00 8 45.000.000,00 8 45.000.000,00 | gpendudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan
Dokumen Kependudukan selain Blangko 2412.0:0040400.01‘00
. R 00 - Dinas
KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait 721.800,00 721.800,00 721.800,00 721.800,00 721.800,00
- 5 Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Sesuai dengan It
Pencatatan Sipil
Kebutuhan
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT | KrTERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OuTPUT 2024 DAERAH
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Tersedianya Dokumen Kependudukan | Yumfah Dokumen Kependudukan 2.12.0.00.0.00.01.00
. . selain Blangko KTP-EI, Formulir, .
selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan dan Buku Terkait Pencatatan Sioil 00 - Dinas
Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai | p 8 1 721.800,00 1 721.800,00 1 721.800,00 1 721.800,00 1 721.800,00  Kependudukan Dan
dengan Kebutuhan Sesuai dengan Kebutuhan yang Pencatatan Sipil
Tersedia
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI 82.236.800,00 82.236.800,00 82.236.800,00 82.236.800,00 82.236.800,00
KEPENDUDUKAN
2.12.0.00.0.00.01.00
Meningkatnya Pemanfaatan Data persentase kualitas data 00 - Dinas
KemerdiElen kependudukan yang valid 95 96.5 82.236.800,00 96.7 82.236.800,00 97 82.236.800,00 97.2 82.236.800,00 97.5 82.236.800,00  Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan 53?8{:2’30'00'01'00
Pengelolaan Informasi Administrasi 82.236.800,00 82.236.800,00 82.236.800,00 82.236.800,00 82.236.800,00
K duduk: Kependudukan Dan
SDCHOUOLKAT Pencatatan Sipil
Persentase pengelolaan informasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi (2)'01?'8}22:'00'01'00
administrasi kependudukan yang Pengelolaan Informasi Administrasi 2 2 54.000.000,00 2 54.000.000,00 2 54.000.000,00 2 54.000.000,00 2 54.000.000,00 Kependudukan Dan
berkualitas Kependudukan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 00 - Dinas
Pemanfaatan Data Kependudukan 17 8 28.236.800,00 8 28.236.800,00 8 28.236.800,00 8 28.236.800,00 8 28.236.800,00 - Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait gf.&ggfoo.omoo
Pengelolaan Informasi Administrasi 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00

Kependudukan

Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil




Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas

Pengelolaan Informasi Administrasi
Administrasi Kependudukan o an 2 2 54.000.000,00 2 54.000.000,00 2 54.000.000,00 2 54.000.000,00 2 54.000.000,00|  kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan 00 - Dinas
Pemantaatan Data Kependudukan 28.236.800,00 28.236.800,00 28.236.800,00 28.236.800,00 28.236.800,00|  Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 00 - Dinas
Pemanfaatan Data Kependudukan Pemanfastan Data Kependudukan 17 8 28.236.800,00 8 28.236.800,00 8 28.236.800,00 8 28.236.800,00 8 28.236.800,00|  kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.05- PROGRAM PENGELOLAAN
FROIRIL FEEE BB 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
. Persentase data kependudukan (2)01?&22500001 {1
Meningkatkan Pengelolaan Profi yang disajikan sesuai dengan 9 955 10.000.000,00 | 956 10.000.000,00 ( 958 10.000.000,00 9 10.000.000,00( 963 10.000.000,00| - Kependudukan Dan
Kependudukan peraturan perundang-undangan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
ATSAN] =[RS (Al 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000000,00| o0 D@
Kependudukan T R R S HSISEEEY Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
persentase tersedianya profil Jumlah Data Kependudukan 00 - Dinas
kependudukan yang berkualitas Kabupaten/Kota 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 [ Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data 00 - Dinas
Kependudukan Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00  ependudukan Dan
Pencatatan Sipil
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OuTPUT 2024 DAERAH
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) 02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.12.0.00.0.00.01.00
i 00 - Dinas
Tersedianya Data Kependudukan Jumiah Data Kependudukan 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil




4.2 INDIKATOR KINERJA DINAS DUKCAPIL

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun
2025-2029 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD). Perumusan indikator kinerja
Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan dengan
melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian t@juan dan sasaran
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah
terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang
berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Ménengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri
Tahun 2025-2029. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian«ujuan dan sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri. Dengan
demikian indikator Kkinerja' berfungsi sebagai hsalat ukur yang dapat
menunjukkan apakah sasaran ataukegiatan yang ‘telah diukurnya telah
berhasil dicapai atau tidak. Indikator 'Kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kediri yang pencapaiannya berkait langsung dengan
pencapaian Indikator Kinerja Perangkat'Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1
dibawah ini :



TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AWAL RENSTRA PD PEMERINTAH KOTA KEDIRI

TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN BASELIZ':EIAHUN KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) |(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1. 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

2. Persentase Kepemilikan Akta % 93,5 93,75 93,85 93,9 93,95 94 94,75
Perceraian

3. Nilai LHE AKIP Inspektorat Nilai 84,5 85 85,2 85,5 85,9 86 86

4. Penerapan IKD (ldentitas % 13,82 18,5 20,25 22,75 25 27,75 30
Kependudukan Digital)

5. Persentase Kepemilikan Akta % 93,49 93,75 93,85 93,9 94 94,25 95
Perkawinan

6. Persentase anak usi 01-7 tahun kurang | % 99,94 99,97 99,98 99,99 100 100 100
1 (satu) hari yang memiliki KIA

7. Jumlah OPD/lembaga yang melakukan | OPD 19 20 21 22 23 23 23
PKS pemanfaatan data kependudukan

8. Persentase cakupan kepemilikan akta | o, 99,94 99,97 99,98 99,99 100 100 100
kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17
tahun

9. Persentase Penduduk yang ber-KTP % 99,82 99,85 99,9 99,93 99,95 99,97 100
Elektronik

10. Persentase Kepemilikan KK % 99,57 99,6 99,75 99,8 99,85 99,9 99,95




Sedangkan Indikator Kinerja kunci

Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPJMD«Kota Kediri Tahun 2025-2029

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

RANCANGAN AWAL RENSTRA PEMERINTAHKOTA
KEDIRI

yang mengacu pada indicator program Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Kediri

NO

INDIKATOR

STATUS

SATUAN

BASELINE
TAHUN 2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KETERANGAN

(01)

(02)

(03

(04)

(05

(06)

(07)

(08)

(09)

(19

(11)

(12)

2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Persentase data kependudukan yang
disajikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

%

95

95.2

95.5

95.6

95.8

96

96.3

persentase kualitas data kependudukan yang
valid

%

95

96

96.5

97

97.2

975

Persentase layanan dokumen kependudukan
yg berkualitas

%

96

97

97.5

98

99

persentase layanan dokumen pencatatan
sipil yg berkualitas

%

96

96.25

96.5

97

97.5

98

99




BAB YV
PENUTUP

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri
periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Bappeda Kota Kediri untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan
Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,
SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Selain itu, untuk
menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029, setiap tahun
akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan
perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai
dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa./mengubah tujuan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Kota Kediri
periode 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di
lingkungan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Kediri_sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, Diharapkan semua unit
kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi
pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja
pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Kediri Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan
pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Kediri beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen
bersama guna meéwujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kediri secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat
meningkatkan kualitas Pperencanaan’ pembangunan daerah dalam upaya
mewujudkan keselarasan dan sinkronisasisdalam pencapaian visi, misi, tujuan
dan sasaran pembangunan Kota, Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan
fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.






RENSTM

TAHUN 2025 - 2029

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
KOTA KEDIRI

Jin. KDP S_.I,'amet No. 33 Kota Kediri




KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 ( lima )
tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029, maka perlu menyusun Renstra
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025-2029.
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah secara sistimatis, terarah, dan terpadu ,
dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun). Berdasarkan hal itu setiap
Perangkat Daerah harus membuat Rencana Strategis.

Adapun penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentangsRencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312).

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 terdirindari pendahuluan, isu — isu strategis
berdasarkan tugas dans<fungsi, visi misi tujuan‘dan sasaran strategis dan kebijakan, rencana
program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator
kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kediri Tahun
2025-2029.

Rencana Strategis merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program /
kegiatan dalam‘lima,tahun dan sebagai acuan penyusunan RPJMD dan data tersebut untuk
mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna
menjawab dinamika yang menjadi perkembangan perencanaan pembangunan baik target dan
realisasinya. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat
bagi institusi Pemerintah Kota Kediri.

Demikian kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan
terimakasih.

Kepala Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan
Dan Olahraga Kota Kediri

-

Zachrie Ahmad,S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda

NIP. 19720105 199101 1 002
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu
tertentu. Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam dokumen - dokumen
perencanaan, baik untuk jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun),
maupun jangka pendek (tahunan). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan
bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih
terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antarsruang antar waktu, maupun antar
fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-Undang tersebut adalah diwajibkan
bagi setiap Perangkat Daerah untukm.menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (limastahunan) maupun jangka
pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana
Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu “Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Renstra-SKPDyadalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode
5 (lima) tahun.”

Hal ini,kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah
menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, yang selanjutnya dijelaskan
dalam pasal (2) yaitu “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-
2029 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan
prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan
program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua
stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan
program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan,
penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra

Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,
1



perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat

Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya

dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan

berikut ini :
Bagan 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Disbudparpora
RPIMN | RPIMN | RKP
AT - RPIMD Provinsi | A v RKPD Provinsi
RPIMD Y ! Y
Provinsi Renstra K/L - Renja K/L
5 Renstra PD Provinsi: I Renja PD Provinsi
; ; —
RPIPD  -dRbarkan, RPIMD djabarkan | ) S
< <
3 i ;?; £ 3 £
£ bahan | lpe\abman £ § bahan | | pedoman g
& | g S : 8
8] L] A i~}

: v

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Jndang-Undang Nomor16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar

dalam lingkungan Propinsi JawasTimur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah
Istimewa Yogjakarta, (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan -2- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Perubahan Undang:Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Kota-Kota Besarddan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerahy Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjangaerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Walikotar"Kediri Nomor 107 <Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan

dan Olahraga Kota Kediri;

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari,penyusunan, Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi
seluruh personil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga beserta stake
holder dalam, membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan
dan sasaran Dinas /Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga secara
berkesinambungan, ‘Yyang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi
Pemerintah Kota Kediri.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025 — 2029 adalah:
1. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2029,
dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;



2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir,
diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;

3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri yang merupakan dokumen
perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penulisan
BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi
Renstra Perangkat Daerah dalam<penyelenggaraan pembangunan daerah,
proses penyusunan Renstrad¢ Perangkate Daerah, keterkaitans"Renstra
Perangkat Daerah dengan RPJMD,, Renstra \Kementerian/Lembaga dan
Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Memuat penjelasan “tentang »Undang-Undang;.«Peraturan Pemerintah,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
Struktur.Organisasi, Tugas'dandungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra
Perangkat Daerah
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah,

serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB I GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KEDIRI
2.1 Tugas, fungsi dan Struktur
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah
2.2 Sumber Daya
Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;

2.3 Kinerja Pelayanan



BAB IlI

BAB IV

BAB V

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Renstra  Perangkat Daerah periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk
capaian SPM dan SDG’s;

2.4 Kelompok Sasaran Layanan
memuat kelompok sasaran layanan/objek layanan Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri

2.5 Permasalahan pelayanan dan Isu strategis
Mengulas masalah atau kendala yang dihadapi dan membahas berbagai

tantangan untuk mencapai target

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan
dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025- 2029

3.2 Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga Kota Kediri

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

3.4 Penahapan Renstra Disbudparpora
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GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KEDIRI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga, dapat dijabarkan bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) mempunyai keédudukan sebagai unsur
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga urusan pemerintahan di bidang budaya,
wisata, pemuda, dan olahraga serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Disbudparpora mempunyai tugas membantu
Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
budaya, wisata, pemuda dan olahraga serta tugas pembantuan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Disbudparporasmempunyai fungsi sebagai
berikut:
1. Perumusan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan; pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
3. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan, pariwisata,
kepemudaan dan olahraga;
4. Pelaksanaan administrasi-kedinasan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan
olahraga; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya
Adapun. struktur organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri adalah sebagai berikut :
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Struktur Organisasi Disbudparpora

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
i
|
SUB KOOR. DAN
Sl:.:ﬁ:,a KELOMPOK
) JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG i BIDANG BIDANG BIDANG OLAHRAGA
KEBUDAYAAN ; PARIWISATA KEPEMUDAAN
SUB KOOR. DAN SUB KOOR. DAN SUB "00':0 ".?N SUB KOOR. DAN
KELOMPOK |KELOMPOK JABATAN KELOM KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL H"::I) A!:u, : JABATAN
FUNGSIONAL | W FUNGSIONAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS

Sumber: Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2021

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan

pemerintahan’ yang menjadi kewenangan daerah dibidang kebudayaan, pariwisata,

kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan;

Dalam menyelenggarakan tugas.sebagaimana tersebut Kepala Dinas memiliki

fungsi;

1.
2.
3.

Perumusan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
Pelaksanaankebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan
dan olahraga;

Pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan
dan olahraga; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,

perlengkapan,penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol dinas.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :



Pengelolaan pelayanan administrasi umum ;

Pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;

Pengelolaan aset dan barang milik daerah;

Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
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Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) dibidang

kepegawaian;

8. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

9. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dandatalaksana;

10. Pengelolaan jasa penunjang urusan di dinas;

11. Pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;

12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian Kinerja pegawai dan kinerja dinas;

13. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan, tugas-tugas bidang; dan

14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan.oleh kepala dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

15. Menyiapkan bahan pelaksanaanpenerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-
surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan;

16. Menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;

17. Menyiapkan bahanpengelolaan aset dan barang milik daerah;

18. Menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah®tangga, hubungan masyarakat dan
protokol;

19. Menyiapkan bahan koordinasiidan pelaksanaan penyusunan perundangundangan;

20. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non
yustisia) dibidang kepegawaian;

21. Menyiapkan'bahan pengelolaan jasa penunjang;

22. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;

23. Menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;

24. Menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi;

25. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan

26. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kebijakan pelestarian, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya
kebudayaan dan sejarah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Bidang
Kebudayaan mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan kebudayaan masyarakat;



Pelestarian dan pembinaan kesenian tradisional masyarakat;
Pembinaan lembaga adat;

Pembinaan sejarah lokal;

Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota;
Penerbitan rekomendasi izin membawa cagar budaya ke luar daerah;

Pengelolaan museum daerah;
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Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan bidang
kebudayaan; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan

fungsinya.

. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai «tugas = merencanakan, »melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan< kebijakan pengelolaan dan ‘pengembangan
sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk melaksanakan tugas/sebagaimana
tersebut di atas Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
Pengelolaan daya tarik wisata;
Pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
Pengelolaan destinasi pariwisata;
Pemberian rekomeéndasi tanda daftar usaha pariwisata daerah;

Pemasaran pariwisata dalam dan luar.negeri;
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Penyediaan \prasarana (zona kreatiffruang kreatif/lkota kreatif) sebagai ruang

berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;

Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;

Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi

kreatif tingkat dasar;

9.. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;

10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas bidang
pariwisata; dan

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya

. Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pemberdayaan, pembinaan dan
pengembangan pemuda, kepemudaan, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta
pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan kepramukaan. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana tersebut di atas Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
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Pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan
kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader;
Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan;
Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kepemudaan; dan
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

f. Bidang Olahraga

Bidang Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakans pemberdayaan, pembinaan dan

pengembangan daya saing keolahragaan. Untukémelaksanakan tugas tersebut Bidang

Olahraga mempunyai fungsi :

1.

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang
pendidikan;

Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan
pengembangan pusat pembinaan.dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang
diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha;

Pelaksanaan perencanaan, ' pengadaan, » pemanfaatan, pemeliharaan, dan
pengawasan prasarana dan saranaolahraga;

Pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah;

Pelaksanaan, pembinaan dan pengeémbangan olahraga prestasi dan organisasi
olahraga;

Pembinaan dan pengembanganolahraga rekreasi;

Pelaksanaan monitoring,.evaluasi, dan pelaporan bidang olahraga; dan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi
dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi
pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
Sub-koordinator melaksanakan tugas tambahan untuk membantu pejabat

administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
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pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada
masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Kepala Dinas menunjuk dan memerintahkan pejabat fungsional hasil penyetaraan dari
jabatan pengawas menjadi Sub-koordinator.

Dalam hal tidak tedapat pejabat fungsional ahli muda maka pejabat fungsional jenjang
ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan
tugas tambahan sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional.

Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke.jabatan fungsional yang
diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator akan ‘naik pangkat diberikan
tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam
Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub-
koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
Pengelompokan sub-substansi fungsi pada Dinas ditetapkan dalam»Keputusan
Walikota.

2.2 Sumber Daya

Jumlah sumber daya manusia di Dinas,Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan

Olahraga Kota Kediri cukup memadai.. Namun demikian dari segi kualitas masih perlu

ditingkatkan, mengingatrtugas-tugas di masadyang akan datang akan lebih berat, terutama

rangka menjalankan tugas pokok. sebagai® pelaksana tugas dan kebijakan

mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan serta melaksanakan kewenangan

desentralisasi di bidang KebudayaanjPariwisata, Kepemudan dan Olahraga.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai
Jabatan Jumlah

ASN

Kepala Dinas 1 Orang
Sekretaris 1 Orang
Kepala UPT 1 Orang
Kepala Bidang 4 Orang
Kepala Sub Bagian 2 Orang
Kelompok Jabatan Fungsional 9 Orang
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Jabatan Jumlah
Staf 23 Orang
Non ASN
Tenaga Bantuan 44 Orang
Total 85 Orang
Tabel 2.2
Komposisi ASN Berdasarkan Golongan
Golongan Jumlah
v 9 Orang
1] 21 Orang
Il 11 Orang
I 0 Orang
Total 41 Orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain. sumberdaya yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana kerja

juga merupakan unsur yang mempunyai peran penting dalam rangka mendukung

kelancaran pelaksanaantugas pokok danfungsi (Tupoksi) Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Kepemudaan, dan Olahraga. Sarana dan prasarana pendukung Tupoksi

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

Dinas

Tabel 2.3
Daftar Sarana — Prasarana
No. Jenis Barang Jumlah Kondisi Keterangan
Bangunan
1. | Bangunan Gedung GOR, Kantor Dinas,
Permanen 3 Cukup Baik Kantor Kawasan
Selomangleng

2. | Kendaraan Dinas
Roda 4 2 Baik
Roda 3 1 Baik
Sepeda Motor 3 Baik
Laptop 8 Baik
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No. Jenis Barang Jumlah Kondisi Keterangan
Bangunan
5. | Notebook 3 Baik
1 Rusak
6. | Kamera 2 Baik
1 Rusak
Gerobak Dorong 30 Baik
Kursi Lipat 15 Baik
Kursi Pejabat Eselon [V 3 Baik
10. | Filing Cabinet 19 Baik
1 Rusak
11. | Almari Besi 10 Baik
Rusak
12. | Almari Kaca 4 Baik
13. | Mesin Ketik 3 Rusak
14. | Personal Computer (PC) 14 Baik
2 Rusak
15. | Printer 15 Baik
4 Rusak
16. | Air Conditioner (AC) 13 Baik
17. | Standing Air Conditioner 1 Baik
(AC)
18. | Televisi (TV) 4 Baik
19./"LCD Projector 1 Baik
20. | Alat Penghancur Kertas 1 Baik
21. | Scanner (Brother) 1 Baik

2.3 Kinerja Pelayanan

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui capaian dari indikator
kinerja. Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan
evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja Disbudparpora Kota
Kediri pada periode tahun 2025-2029 merupakan hasil evaluasi dari kinerja pada periode tahun
2020-2024. Indikator mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Renstra Disbudparpora
Kota Kediri tahun 2020-2024 dan Renstra Disbudparpora Kota Kediri tahun 2025-2026.
Perubahan indikator dikarenakan adanya pengendalian dan evaluasi dari Kementerian PAN
RB, kondisi dinamika Perangkat Daerah, ketersediaan data serta untuk meningkatkan kinerja

secara umum. Adanya perubahan indikator menyebabkan tidak tersedianya beberapa data
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capaian pada tahun 2020-2023 untuk indikator yang baru. Dengan memperhatikan capaian
indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Disbudparpora Kota Kediri untuk menentukan
sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu
tertentu. Capaian target indikator kinerja Disbudparpora Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4

S
\o
N
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Capaian Kinerja Tahun 2020 — 2024

Tabel 2.4

No Indikator Kinerja Renstra Satuan Kondisi Keterandan
2025-2029 2020 2021 2022 2023 2024 9
1 Indeks Pembangunan Kebudayaan Skor N/A N/A N/A N/A 58,15
2 Persen.tasejl_JmIah warisan budaya o N/A A N/A N/A 100%
yang dilestarikan
3 Persentase kenalka.n atlet dan o N/A N/A N/A N/A 3.39%
pemuda berprestasi
4 Nilai LHE AKIP Disbudparpora Skor N/A N/A N/A N/A 82,00
5 Pgrsentase kenaikan kunjungan o N/A N/A N/A N/A 5.06%
wisata
6 E(()atreslentase pertumbuhan tamu o N/A N/A N/A N/A 4.57%
Persentase cagar budaya dan
7 warisan budaya tak benda yang % N/A N/A N/A N/A 73%
didaftarkan
8 Persentase kenaikan kunjungan % N/A N/A N/A N/A _37%
museum
9 Persentase Penln_gkatan Kegiatan o N/A N/A N/A N/A 50%
Olah raga yang diselenggarakan
Persentase Pembinaan g o
10 Kepemudaan /o N/A N/A N/A N/A 90%
11 Perse.ntase destinasi vylsata yang % N/A N/A N/A N/A 50%
terpelihara dengan baik
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No Indikator Kinerja Renstra Satuan Kondisi Keteranaan
2025-2029 2020 2021 2022 2023 2024 9
Persentase peningkatan event
12 o P 9 % N/A N/A N/A N/A 2,70%
pariwisata, budaya dan olah raga
Persentase jumlah pelaku ekonomi
13 kreatif yang ditingkatkan % N/A N/A N/A N/A 50%
kapasitasnya
Persentase Pemenuhan Kriteria
14 . . % N/A N/A N/A N/A 100%
Renja Berkualitas
Tabel 2.5
Realisasi Pendanaan
Anggaran Realisasi Realisasi
Jenis Belanja 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % % % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
fi;gr\;JSNT(IBDAK 5.268.184.011,83 | 13.661.024.612,00 | 22.208.134.023,00 | 429.716.180.840,00 | 23.113.030.882,00 4.295.399.455,00 | 13.025.695.394,00 | 20.247.020.879,00 | 27.768.693.576,00 | 21.668.162.896,00 | 81,53 | 95,35| 91,17 93,45( 93,75
E,Elr:lg';tANG 6.908.831.913,00 | 11.770.161.541,00 7.380.139.266,00 6.653.017.300,00 6.865.518:109,00 6.228.984.326,00 8.052.310.393,00 6.192.077.209,00 5.905.790.012,00 5.757.400.789,00 | 90,16 | 68,41|83,90| 88,77| 83,86
JUMLAH 12.177.015.924,83 | 25.431.186.153,00 | 29.588.273.289,00 | 36.369.198.140,00 | 29.978.548.991,00 | 10:524.383.781,00 | 21.078.005.787,00 | 26.439.098.088,00 | 33.674.483.588,00 | 27.425.563.685,00 | 86,43 | 82,9 | 89,4 | 92,6 | 91,5

Tabel 2.5 diatas menunjukkan bahwa kinerja'yang.maksimal dan perencanaan yang sesuai. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi

dari seluruh pegawai Disbudparpora Kota Kediri untuksmencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran

yang memadai.
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2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis
layanan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target
pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan

Olahraga (Disbudparpora) antara lain :

Tabel 2.6
Kelompok Sasaran Layanan
No Program Kelompok Sasaran
1 Program Pengembangan Kapasitas Atlet dan Masyarakat Kota Kediri

Daya Saing Keolahragaan

2 | Program Pengembangan Kapasitas Pemuda‘Kota Kediri

Daya Saing Kepemudaan

3 Program Pengembangan Kebudayaan | Wisatawan dan Masyarakat Kota

Kediri

4 Program Pengelolaan Permuseuman Wisatawan dan Masyarakat Kota
Kediri

5 | Program Peningkatan Daya Tarik Wisatawan » dan Masyarakat Kota
Destinasi Pariwisata Kediri

6 | Program Pemasaran Pariwisata Wisatawan dan Masyarakat Kota
Kediri

7 Program Pengembangan Sumber Pelaku Usaha Wisata dan Ekonomi

Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif' |\Kreatif

8 | Program Penunjang Wrusan Disbudparpora Kota Kediri
Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas
Kebudayaan, Pariwisatay Kepemudaan dan Olahraga dapat diperoleh dengan memperhatikan
capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap
aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan
Walikota Nomor 107 tahun 2021 bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang
pemuda dan bidang olahraga. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menghadapi beberapa permasalahan yang
diidentifikasi sebagai berikut :

1. Wisata sejarah, budaya dan kesenian yang belum dikelola secara optimal
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Sejarah, budaya dan kesenian yang ada di Kota Kediri perlu dikelola secara optimal untuk

meningkatkan kunjungan wisata di Kota Kediri

. Event wisata khas Kota Kediri belum banyak digelar

Meskipun telah banyak event wisata yang digelar oleh Pemerintah Kota Kediri, namun perlu
adanya event wisata yang melekat sebagai identitas wisata Kota Kediri agar menjadi

agenda yang ditunggu-tunggu para wisatawan untuk berkunjung

. Sarana prasarana Kota Kediri yang belum mendukung adanya event besar

Masih terbatasnya sarana prasarana yang ada khususnya untuk event yang bertaraf

nasional maupun internasional

. Tata ruang kota dan transportasi umum yang belum saling terintegrasi

Perlu adanya penataan ruang kota dan transportasi¢ umum yang terintegrasi untuk
memudahkan transportasi wisatawan

Adapun isu-isu strategis yang ada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan

Olahraga dapat dilihat di bawah ini :

1.

Meningkatkan pengelolaan wisata sejarah, budaya, dan kesenian
Mengadakan koordinasi secara berkala dengan para sejarawan, budayawan dan seniman
serta menyelenggarakan event wisata, yang berkaitan dengan sejarah, budaya dan

kesenian Kota Kediri

. Penyelenggaraan event wisata khas Kota Kediri

Membuat event wisata®yang menjadi ‘identitas dan hanya ada di Kota Kediri, serta
mendorong pihakdmasyarakat pelaku usaha event untuk menyelenggarakan event wisata
khas Kota Kediri

. Optimalisasi sarana prasarana wisata,Kota Kediri

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar sarana prasarana wisata Kota Kediri

dalam kondisi baik dan menunjang pelaksanaan event besar

I Meningkatkan perbaikan tata ruang kota dan integrasi transportasi umum

Mendorong penataan ruang kota yang nyaman dan aman untuk berwisata serta

mengintegrasikan transportasi umum ke berbagai lokasi wisata Kota Kediri
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Tabel 2.7

Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri

Potensi Daerah
yang menjadi

Permasalahan

Isu KLHS yang

Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan

Isu Strategis Disbudparpora

. relevan dengan dengan PD
kewenangan Disbudparpora .
. Disbudparpora
Disbudparpora - :
Global Nasional Regional
Potensi wisata Wisata sejarah, budaya | Transformasi Tren wisata Penguatan Persaingan | Meningkatkan pengelolaan
berbasis sejarah dan | dan kesenian yang Ekonomi berbasis destinasi wisata wisata sejarah, budaya, dan
budaya belum dikelola secara budaya dan wisata regional, kesenian
optimal sejarah, berbasis minimnya
Event wisata khas Kota pariwisata heritage, diferensiasi | Penyelenggaraan event wisata
Kediri belum banyak berkelanjutan | branding keta | pariwisata khas Kota Kediri dengan

digelar

Sarana prasarana Kota
Kediri yang belum
mendukung adanya
event besar

Tata ruang kota-dan
transportasiumum yang
belum saling terintegrasi

wisata

melibatkan masyarakat pelaku
usaha event untuk

menyelenggarakan event wisata
khas Kota Kediri

Optimalisasi sarana prasarana
wisata Kota Kediri

Meningkatkan perbaikan tata
ruang kota dan integrasi
transportasi umum
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BAB Il
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga Kota Kediri Tahun 2025- 2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima
tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang
diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil
yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikanecara terukur, spesifik, mudah
dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangkawaktu 5 (lima)tahun ke depan.

Sesuai dengan Visi Kota Kediri “Membangun Kota Kediri yang MAPAN - Kota yang
Maju, Agamis, Produktif, Aman, Ngangeni”, Renstra Disbudparpora Kota Kediri tahun 2025-
2029 mendukung Misi 3 “Mewujudkan produktivitas, sumber daya manusia” dan Misi 5
“Mewujudkan kota yang rapi, indah, bersih, bertumpu pada pembangunan pariwisata
dan lingkungan hidup yang berkelanjutan” sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota
Kediri Tahun 2025-2029.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan.indikator sasaran serta target kinerja

sasaran dalam 5 (lima) tahunimendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:
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Tabel 3.1

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 2025 — 2029

r‘;ilgl;gAAﬁl TARGET TAHUN
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Meningkatnya taraf | Meningkatnya Indeks Pembangunan 60,7 62 63,35 64,7 66,1
pendidikan pembangunan Kebudayaan
masyarakat kebudayaan
Meningkatnya warisan | Persentase jumlah 100% 100% 100% 100% 100%
budaya yang warisan budaya yang
dilestarikan dilestarikan
Meningkatnya prestasi | Persentase kenaikan 4,50% 4,75% 5,50% 6,00% 6,25%
dalam bidang olahraga | atletdan pemuda
dan kepemudaan berprestasi
Meningkatnya Nilai LHE AKIP. 82,15 82,30 82,45 82,60 82,75
akuntabilitas kinerja Disbudparpora
Meningkatnya Meningkatnya daya Persentase kenaikan 7,50% 8,75% 10,00% | 11,25% | 12,50%
daya tarik wisata tarik wisata kota kunjungan wisata
kota
Meningkatnya Persentase 5,25% 5,50% 5,75% 6,00% 6,25%
kunjungan tamu hotel pertumbuhan tamu
hotel
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Berdasarkan tabel 3.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri adalah

“‘Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan dan Daya Tarik Wisata” yang diukur dengan

menggunakan indikator tujuan Indeks Pembangunan Kebudayaan dan “Persentase

Kegiatan Seni dan Budaya Daerah yang Diselenggarakan”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran antara lain sebagai

berikut:

a. Meningkatnya prestasi dalam bidang olahraga dan kepemudaan

b. Meningkatnya penyelenggaraan event wisata/ budaya/ olah raga

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator

sasaran yang ada:

Tabel 3.2
Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran
SASARAN INDIKATOR DEFINISI
oPERASIONTS FORMULA INDIKATOR
Meningkatnya Persentase Meningkatnya warisan

warisan budaya
yang dilestarikan

warisan budaya
yang dilestarikan

budaya yang dilestarikan
adalah kondisi
bertambahnya Cagar
Budaya dan,Obyek
Pemajuan Kebudayaan
yang telah ditetapkan.dan
mendapatkan
perlindungan,
pengembangan serta
pemanfaatan.

Jumlah Cagar Budaya dan Obyek
Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi,
dikembangkan dan dimanfaatkan

x100%

Jumlah|Cagar Budaya dan Obyek
Pemajuan Kebudayaan yang telah
ditetapkan

Meningkatnya
prestasi dalam
bidang olahraga dan
kepemudaan

Persentase
kenaikan atlet dan
pemuda
berprestasi

Meningkatnya prestasi
dalam bidang olahraga
dan kepemudaan adalah
kondisi dimana jumlah
pemuda dan atlet yang
meraih prestasi di berbagai
ajangkompetisi olahraga
dan kompetisipemuda
bertambah.

Realisasi Tahun n - Realisasi Tahun n-1__ X100%

Realisasi Tahun n-1

Meningkatnya
akuntabilitas kinerja

Nilai LHE AKIP
Disbudparpora

Meningkatnya akuntabilitas
kinerja adalah kondisi
dimana pelaksanaan tugas
dan fungsi pemerintahan
daerah dilakukan secara
transparan, terukur, dan
bertanggung jawab sesuai
dengan prinsip good
governance, serta mampu
menunjukkan pencapaian
kinerja yang selaras
dengan perencanaan dan
target pembangunan yang
telah ditetapkan.

Penilaian oleh Inspektorat Kota Kediri

Meningkatnya
kunjungan tamu
hotel

Persentase
pertumbuhan
tamu hotel

Meningkatnya kunjungan
tamu hotel adalah kondisi
dimana peningkatan
jumlah tamu yang
menginap di hotel se-Kota
Kediri dalam periode satu
tahun.

Realisasi Tahun n - Realisasi Tahun n-1

Realisasi Tahun n-1 x100%

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri, 2025
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3.2 Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kota Kediri
Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan
kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level
unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri tahun 2025 — 2029.

Bagan 3.1

Cascading Kinerja Disbudparpora Kota K

Tujuan 1: Tujuan 2:
Meningkatnya Meningkatnya daya tarik
pembangunan kebudayaan wisata kota

Indikator: Persentase
ikan kunjungan wisata

Indikator: Indeks
pembangunan kebudayaan

~Sasaran 1: Sasaran 2: Sasaran 3:
Meningkatnya warisan Meningkatnya prestasi dalam
budaya yang dilestarikan bidang olahraga dan
Indikator: Persentase indikat kspemu?aank N
warisan budaya yan ndikator: Persentase kenaikan
dilestarik);ny 9 atlet dan pemuda berprestasi pertumbuhan tamu hotel

ogram Pengembangan Kebudayaan
ndikatorPersentase cagar budaya dan
warlsan budaya tak benda yang
didaftarkan

Pengelolaan Kebudayaan yang . . Pengelolaan Museum
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Pelestarian Kesenian Tradisional yang Kabupaten/Kota

Masyarakat Pelakunya datam Daerah D
Kabupaten/Xota ndikator: Jumish kegiatan pelestarion Indlkator: Jumlah sarana dan

Indikator: Jumlah kegiatan Ksantan prasarana museurm yang tersedia dan
pengelolaan kebudayaan - terpelibara dengan baik
Pelindungan, Pengembangan, Pelindungan, Pengembangan,
Pemanfaatan Objek Permnajuan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradis| p:e""d'u:'”"k‘:&"f;?m"ﬁ"’ da;
Kebudayaan Budaya aniatasn EONTS § SpuCH
. Indikator: Jumiah Koleks! Museum
Indikator: Jumlah objek pemajuan Indikator: Jumiah objek pemajuan | i s Dibekukian Pelifndhmaten
kebudayaan yang dilakukan tradisi budaya yang difakukan Pc:scrgnbongm din Nmocsat;an
pelindungan, pengembangan, pelindungan, pengembangan, Koleksi Se‘ara Torpady
pemanfaatan pemanfaatan

Peningkatan Pelayanan dan Akses
Masyarakat Terhadap Museum
Indikator; Jumiah Pelayanan dan
Akses Masyarakat Terhadap Museum

Penyediaan dan Pemeliharsan Sarana
dan Prasarana Museumn

L Indikator: Jumlah Sarana dan

Prasarana Museurm yang Tersedia dan|

Terpelihara
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IMeningkatnya Prestasi Dalam Bidang Olahraj
Dan Kepemudaan

Sasaran 2:

Indikator: Persentase kenaikan atlet dan
pemuda berprestasi

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan
Indikator; Persentase Peningkatan Kegiatan

Olah raga yang diselenggarakan

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota
Indikator: Jumlah atlet yang dibina

daerah kabupaten/kota yang diselenggarakan

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah kejuarasn olahraga tingkat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi
Olah

Wi

dan Pengembangan Olahraga
Rekreasi

Koordinasi dan sinkronisasi penyedizan
prasarana olahrega melalui perencanaan,

Indikator: Jumlah sarana dan prasarana
olahraga di tingkat kabupaten/kota yang
tersedia

pengadsan, p faatan, pemelih dan
pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat
kabupaten/kota

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Mult)
Event dan Singhe Event Tingkat
Kabupaten/Kota

Indikator: Jumiah olahrage multi event dan
single event yang diselenggarakan

Prestasi Tingkat Daerah Provinsi rags
Indikator: Jumlah keglatan pembinaan dan Indikator; Jumlah keglatan pembinaan dan Indikator; Jumlah kegiatan olahraga rekreasi
pengembangan olahraga prestas| pengembangan organisasi olahraga masyarakat yang diselenggarakan
Pembinaan dan Pangembangan Atlet Penyelenggaraan, Pengembangan dan
Berprestas! Kabupaten/Kota Pengembangan Organisasi Keolahragaan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreas!
Indikator: Jumlah Olahragawan Berprestasi Indikator: Jumiah organisasi keolahragaan Indikator: Jumiah dokumen hasil
kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan yang dikembangkan penyelenggaraan, pengembangan dan
Pengembangan pemasalan festival dan olahraga rekreas|

Pemberian Penghargaan Olahraga bagl Yang
berprestasi atau dan berjasa dalam
memajukan olah raga
Indikator: Jumlah penerima Penghargaan
olahraga

Pemberdayaan Perk
Rekre

Indikator: Jumlah laporan hasil pembinaan
dalam rangka pemberdayaan perkumpulan
olahraga rekreas

wulan Olatwaga
a5t
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Sasaran 2:
Meningkatnya Prestasi Dalam Bidang
Olahraga Dan Kepemudaan
Indikator: Persentasekenaikan atlet dan
pemuda berprestasi

Program Pengembangan Kapasitas Daya
Saing Kepemudaan
Indikator: Persentase Pembinaan

Kepemudaan

Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan
Terhadap Pemuda Pelopor
¥abupaten;/Kota, Wirausaha Muda Pemula,
dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah kegiatan peningkatan
kapasitas daya saing pemuda

Pemberdayaan dan Pengembangan
Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah kegiatan peningkatan
kapasitas daya saing organisasi
kepemudaan

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Pengembangan
kepemimpinan pemuda tingkat
kabupaten/kota
Indikator: Jumlah Kab/Kot dengan
Kepemimpinan dan Kepeloporan dan

Kesukarelawanan Pemuda

Koordinasi, sinkronisasi, dan
penyelenggaran pengembangan organisasi
kepemudaan tingkat kabupaten/kota
Indikator: Jumlah Organisasi Kepramukaan
Tingkat Daerah yang Meningkat
Kapasitasnya

Pemberian Penghargaan Pemuda dan
Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau
Berprestasi
Indikator: Jumlah pemuda yang berjasa
dan/atau berprestasi penerima

penghargaan

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelengzaraan Pengembangan
Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor
Tingkat Kabupaten/kota
Indikator: Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat
kabupaten/kota dariSeluruh
Kabupaten/Kotayang difasilitasidalam
Pengembangan Kepeloporan Pemuda




Szzaran 3:
Meningkatnya skuntabiitas kinera
Indfikator: Nilai LHE AKIP
Disbudparpora

Frogram Fengnjzng Uruzan
[Femenntahan Daera

Kota
Indikator: Perzentaze Pemenchzn
Kriteria Renja Berkualitas,
Persentaze Pemenuhan Kritena
Fengelolzan Kevangan Berkualtas,

T

Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerzh
Indikator: fumizh Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerzh

Administras] Keuangan Peranghat
Dzerzh
Indikator: Jumizh Dokumen
Administrasi Umum Perangkat
Dzerzh

Penyedizan laza Penunjang Urusan
pemerintzh Daerzh
Indikator: Jumizh Dokumen
Penyedizan laza Penunjang Urusan

pemerintzh Daerzh

Penyedizan Komponen Instalasi

Penyusunan Dokumen Persncanaan

Indikator: fumizh Dokumen
perencanaan Perangkat Daerah

Peranghkat Daersh
Infikator: Jumizh Paket Komponen

Eangunan Kantor yang Dizedizkan

Liztrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Penyedizan Ja=s

Indikatar:

dizan Ja

Instalasi Listrik/Penerangan

Koordinasi dan Penyusunsn Lsporan
paEn I i
Realizasi Kinera SKPD

Indikator: Jumizh Laporan Capaizn

SKPD dan Laporan Hasil Koondinasi
Fenyusunan Laporan CEpaiEn

Kinera dan Ikhtisar Realisasi Kinefa | == indikator: Jumizh Faket Feralatan

Penyedizan Peralatan dan
Perlengkapan kantor

dan Periengkapan Kantor yang
Dizedizkan

Penyedizan lasa Komunikas],

Sumber Days Al dan Listrik

Kendaraan Perorangan Dinas atau
kendarzan Dinas Jzbatan
Indikator: Jumlah Kendaraan
erorangan Dinas atau Kendaraan
s Jabatan yang Dipefharz dan

Fasilita zan Tamu
Indikator: sh Lzporan Fasiftas
Kunjungan Tamu

Fenyslenggzarzan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

Indfikator: Jumiah Laporan

Fenyslenggzarzan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

IEE] 133 Eatana
Dan Prazarana Gedeng Kantor dan
Bangunan Lainnya
== Indikator: Jumizh Saranz dan
Prazarana Gedung Kantor ataw

Bangunan Lainnyz yang

pemelharaan/Rehabiitasl  Gedung
Kantor stau Bangunan Lainnys

— Indikator: Jumizh Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya yang
Dipefihara/Direha bilitasi
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Z3zaran:
neningkatnya kunjungan tamu hotel
Indikator: Perzentaze pertumbuhan tamue
el

Frogram Peningkatan Daya Tark Destinasi e mE s3ran Parwirats Frogram Pengembangan Sumbsr Days

Parwizata - Parwizats Dan Ekonomi Kreatf
- Indikator: Perzentase peningkatan svent . .
Indikator: Perzentase destinasi wisata yang parwisats, budsys dan oizh raga Indikator: Perzentaze jumizh pelaku skonomi

terpefhara dengan baik kreatf yang ditingkatkan kapasitasnya

. - Fela n i Kapasitas Sumber
Pengelolaan Destingsi Parwizata Pemazaran Farwisats Dalam dan Luar Megen L3 i3 Parwizata dan Ekonomi Kreatif
kabupaten/kota Daya Tark, wa dan Kawasian strategis Tinzkst Dazar
Indikstor: Destinasi wissts yang dikelola Gt “"""““‘-‘!"'ﬁ"‘“’ﬁ h kegistan peningkatan
dengan baik . fogl FaMe=3la yang pEsT Twizata dan skonomi krestf]
rzkan t dasar

Penzembangan Destinas Fariwissts qromore ﬁ'ﬁ' A ngan

Kabupsten/Kota enfibator. samiah Lo Moritaring

Indikator: Jumizh k@ﬁgw@“ Indikator: Jumia dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya
destinasi parfwisata daera pariwisata baik di luar 8 Pariwisata dan E i Kreatif

Fengadzan/Pemelharaan/Rehsbilitasi Sarans
dan Prazarana dalam Pengelolaan Destinasi
Patiwizata Kabupaten/kota
Indikator: Jumizh Sarana dan Frazarana
Fengelolaan Destingsl Parwisats
Kabupaten/Kota yang Tersedia dan

Terpelha




3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif
tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah
kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan
menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan
Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota
Kediri Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan
sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
(Disbudparpora), yang selaras dengan strategi dan kebijakan_daerah dalam Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian
tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
(Disbudparpora) serta dalam mengemban tugas_dan fungsinya, agar tetap berada pada
koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran
pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora): Dengan mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilanfdan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi
yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil
rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk
memperjelas strategi sehingga lebih spesifiks konkrit dan,operasional. Secara lengkap
keterkaitan tujuany sasaran,, strategi dan kebijakan’ Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029
TUJUAN SASARAN STRATEGI
Meningkatnya Mer_lingkatnya Melakukan kampanye pendidikan, seminar, dan lokakarya
pembangunan warisan budaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
kebudayaan yang/dilestarikan

pentingnya warisan budaya dan cara melestarikannya

Melakukan konservasi fisik

Mendokumentasikan dan melaksanakan penelitian tentang
warisan budaya untuk memahami nilai, sejarah, dan makna
budaya terkait

Mendorong partisipasi komunitas
Memanfaatkan teknologi digital

Meningkatnya Meningkatkan pembinaan pemuda dan atlet Kota Kediri
prestasi dalam
bidang olahraga dan
kepemudaan

Mendorong keikutsertaan atlet dan pemuda dalam berbagai
kompetisi/kejuaraan/lomba

Penguatan kolaborasi dengan komunitas olahraga dan
pendidikan
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TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

Peningkatan kapasitas pelatih dan mentor

Melakukan inovasi program kepemudaan yang terintegrasi
dengan kurikulum pendidikan dan ekonomi kreatif

Peningkatan promosi prestasi kepemudaan melalui media
digital untuk memotivasi lebih banyak generasi muda dalam
meraih prestasi di berbagai bidang kompetisi

Meningkatnya
akuntabilitas kinerja

Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
yang Berbasis Hasil

Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah

Penguatan Budaya Kinerja Berbasis Reward and Punishment

Meningkatnya
daya tarik wisata
kota

Meningkatnya daya
tarik wisata kota

Penyelenggaraan event befrkelas,nasional yang mengangkat
tema-tema budaya khas‘Kota Kediri

Pemberdayaan komunitas lokal dalam pengelolaan atraksi
wisata

Mendorong kolaborasi dengan komunitas budaya lokal,
lembaga pendidikan, dan seniman lokal dalam
mengembangkan program kebudayaan

Peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha wisata dan
ekonomi kreatif

Promosi kebudayaan digital

3.4 Penahapan Renstra Disbudparpora
Penahapan Rencana Strategis (Renstra) Disbudparpora Kota Kediri merupakan

upaya sistematis untuk-memastikan kegiatan. berjalan‘'sesuai dengan visi, misi dan sasaran

strategis yang telah ditetapkan. Penahapan ini disusun untuk mengoptimalkan efektivitas

perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan dalam periode lima tahun. Penahapan

dalam Renstra Disbudparpora Kota:Kediri mengacu pada:

a. Rencana,Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai panduan utama

dalam menetapkan prioritas,pembangunan lima tahunan

b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai arah pembangunan

jangka Panjang

c. Isu strategis dan kebutuhan daerah yang berkembang berdasarkan hasil evaluasi dan

analisis kondisi daerah

d. Sinkronisasidengan kebijakan nasional dan provinsi, termasuk Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Berikut tahapan Renstra Disbudparpora Tahun 2026-2030:
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Tabel 3.4

Penahapan Renstra Disbudparpora Tahun 2026-2030

TAHAPI | TAHAPIl | TAHAPII | TAHAPIV
TAHAP V (2030)
(2026) (2027) (2028) (2029)
1 2 3 4 5

Konsolidasi dan
Penguatan Dasar

Perencanaan, melalui:

Implementasi dan
Optimalisasi Program

Prioritas, melalui :

Evaluasi dan Akselerasi

Pembangunan, melalui:

1. Penyempurnaan
perencanaan berdasarkan
hasil monitoring, evaluasi
dan rekomendasi sesuai
tugas dan fungsi

Disbudparpora

1. Pelaksanaan program
prioritas sesuai dengan target

yang telah ditetapkan

1. Evaluasi menyeluruh
terhadap pelaksanaan program
dan kebijakan pembangunan

daerah

2. Penguatan koordinasi
lintas sektor dalam

perumusan kebijakan

2. Monitoring dan evaluasi
berkala terhadap capaian
kegiatan untuk perbaikan

kebijakan

2. Penyusunan strategi
akselerasi untuk mengejar

target yang belum tercapai

3. Penyusunan kebijakan
berbasis data dan analisis

kondisi daerah

3. Peningkatan kapasitas
sumber daya manusia dalam
perencanaan di bidang
kebudayaan, pariwisata,

kepemudaan,dan olahraga

3. Penyempurnaan kebijakan
berdasarkan hasil evaluasi
sebagai rekomendasi untuk
RPJMD periode berikutnya

4. Pemantapan tata kelola
perencanaan dan
sinkronisasi program

kegiatan

4. Penguatan sinergi dengan
pemangku kepentingan,
sejarawan, seniman,
budayawan, pelaku usaha
wisata dan ekonomi kreatif,

serta masyarakat

4. Mempersiapkan transisi
perencanaan untuk
kesinambungan pembangunan

di periode selanjutnya
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Tabel 3.5

Arah Kebijakan Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029

NO

OPERASIONAL NSPK

ARAH KEBIJAKAN RPJMD

ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
DISBUDPARPORA

Pengembangan destinasi wisata terpadu

Melakukan pengembangan destinasi

wisata bersama stakeholder

Penguatan pemasaran dan promosi

pariwisata

Melaksanakan promosi wisata pada
berbagai event yang diselenggarakan
pemerintah maupun swasta serta
melalui berbagai media daring dan

konvensional

Peningkatan kualitas infrastruktur wisata

Melakukan kerjasama dengan OPD
terkait untuk perbaikan infrastruktur
wisata agar menarik, aman dan

nyaman

Pengembangan sektor ekonomi‘kreatif

Memperkuat koordinasi dengan
pelaku ekonomi kreatif dan,pihak
terkait lainnya untuk memunculkan
wisata ekonomi kreatif yang

berkelanjutan

Pelestarian seniybudaya dan benda cagar
budaya

Melestarikan kesenian, budaya, dan
benda cagar budaya dengan
melibatkan komunitas lokal dan

masyarakat

Penguatan riset, inovasi dan kerja sama
untuk,pengembangan kebudayaan dan

pariwisata kota

Mengadakan kerjasama dengan
perguruan tinggi dalam penyusunan
kajian akademik dan naskah
kebijakan sebagai dasar perencanaan
pengembangan kebudayaan dan
pariwisata, serta meningkatkan kerja
sama dengan lembaga penelitian, dan
dunia usaha dalam pengembangan

riset dan inovasi

Penguatan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan pariwisata, pelestarian
budaya dan ekonomi kreatif

Meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan pariwisata,
pelestarian budaya dan ekonomi
kreatif melalui kemudahan dan
kenyamanan akses museum serta

berbagai event publik
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mencapai Kinerja Disbudparpora

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai
tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam
program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan
fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota
Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatandntuk menghasilkan keluaran
(output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatuprogram sebagai arah
dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan
yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan-oleh satu atau
beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksudidengan indikator'kinerja adalah ukuran keberhasilan
suatu program dan kegiatan baik Kkualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus
dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat.menggambarkan skala atau tingkatan
yang digunakan sebagai.alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output,
outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan 'dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri Tahun
2025-2030.dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:
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Tabel 4.1
Rencana Program / Kegiatan/ Sub Kegiatanidan Pendanaan

BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
URUSAN / INDIKATOR BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 Ar) A s AR o= AL PENANGGUNG
elhigenls TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU e
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya Persentase cagar
cagar bgdaya budaya dan
gﬁg;"’z”tzak” warisan budaya 73% 74% 75% 4930525204 |  77% 4930525204 |  78% 4.930.525.204 |  79% 4930525204 | 81% 4.930.525.204
Y tak benda yang
benda yang didaftark
didaftarkan ldaftarkan
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
Meningkatnya E:;Zielzlatise
1 = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
‘;‘J‘é:ﬂ?na” kunjungan 37% 40% 42% | 713.786.743 4% | 713.786.743 6%, | 713.786.743 48% | 713.786.743 0% | 713786743
museum
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Meningkatnya Persentase
kapasitas Pembinaan 90% 93% 95% 96% 97% 98% 99%
kepomudaan Kepbmugaan 1.631.990.975 1.631.990.975 1.631.990.975 1.631.990.975 1.631.990.975
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Meningkatnya Persentase 50% 53% 55% 60% 65% 70% 75%
pelaksanaan Peningkatan 11.418.312.509 11.418.312.509 11.418.312.509 11.418.312.509 11.418.312.509
kompetisi Kegiatan Olah
olahraga raga yang
diselenggarakan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
I'\;l )slzgri]r;%katnya Persentase
penunjang Efife‘ﬁ;‘”ha” 100% 100% 100% 8.629.825.042 | 100% 8.629.825.042 | 100% 8.629.825.042 | 100% 8.629.825.042 | 100% 8.629.825.042
Perangkat f .
D Renja Berkualitas
aerah
Persentase
Pemenuhan
Kriteria 82,63% | 82,78% | 82,93% 83,08% 83,23% 83,38% 83,53%
Pengelolaan
Keuangan
Berkualitas

33




BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
URUSAN / INDIKATOR BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 gues A el e s e PENANGGUNG
OUTCOME TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU JAWAB
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Nilai Indeks
Profesionalisme 85,05 85,15 85,2 85,35 85,5 85,65 85,8
Aparatur
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Persentase
Meningkatnya destinasi
kualitas wisata yang 50% 52% 54% 57% 60% 65% 70%
dostinasi wisata | terpelinara dengan 310.096.052 310.096.052 310.096.052 310.096.052 310.096.052
baik
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Meningkatnya Persentase
kunjungan peningkatan event
dalam event pariwisata, budaya | 270% | 278% | 280% | 494 026501 3,00% 1. 490.026 501 3.00%  1"490.026.501 4.00% | 490.026.501 6.00% | 490.026.501
pariwisata dan olah raga
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Meningkatnya Persentase
kapasitas Jumlah
pelaku ekonomi | Pelaku Ekonomi 50% 55% 60% 200.000.000 |  70% 200.000.000 75% 200.000.000 80% 200.000.000 90% 200.000.000
kreatif dan Kreatif Yang
kelompok Ditingkatkan
budaya Kapasitasnya
Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05)

1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

budaya tak benda yang didaftarkan

Meningkatnya cagar budaya dan warisan

Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

2 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Meningkatnya kunjungan museum

Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
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NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN / SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(07)

(02)

(03)

(04)

Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu

(05)

Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA SAING KEPEMUDAAN

Meningkatnya kapasitas kepemudaan

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan
Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan
pemuda tingkat kabupaten/kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan
Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota

Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasiysinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi
kepemudaan tingkat,kabupaten/kota

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Meningkatnya pelaksanaan kompetisi
olahraga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan
yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui
perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan
Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat
Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa
dalam memajukan Olahraga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
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PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

kreatif dan kelompok budaya

Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05)
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di
kabupaten/kota
Pembinaan daniPengembangan. Olahraga Rekreasi
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang
berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat.daerah, nasional, dan internasional
5 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK Meningkatnya kualitas destinasi wisata Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
DESTINASI PARIWISATA Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
6 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Meningkatnya kunjungan dalam event Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
pariwisata Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Pariwisata Kabupaten/Kota
7 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif
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4.2 Indikator Kinerja Disbudparpora

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029
merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan dengan
melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsicPerangkat Daerah yang
berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan #sasaran  dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah terakhir adalah identifikasi
indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada
pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).

Di dalam sub bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja) dari Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, (Disbudparpora) Kota Kediri yang
mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029...Indikator kinerjastersebut secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu $ (lima) tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung. pencapaian ‘tujuan dan sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator
kinerja berfungsi sebagai alat'ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan
yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan'Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri tahun
2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:
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Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Disbudparpora Tahun 2025-2029

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN TAHUN KETERANGAN
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

Indeks Pembangunan

1 Skor 58,15 59,4 60,7 62 63,35 64,7 66,1
Kebudayaan
Persentase jumlah

2 | warisan budaya yang % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dilestarikan
Persentase kenaikan

3 | atlet dan pemuda % 3,39% 4,00% 4,50% 4,75% 5,50% 6,00% 6,25%
berprestasi
Nilai LHE AKIP

4 . Skor 82,00 82,05 82,15 82,3 82,45 82,6 82,75
Disbudparpora

5 | Persentase kenaikan % 5,06% 6,25% 7,50% 8,75% 10,00% 11.25% 12,50%
kunjungan wisata 0 > 1970 OU70 1970 ,00% 25% ,50%
Persentase pertumbuhan

6 P % -4,57% 5,00% 5,25% 5,50% 5,75% 6,00% 6,25%
tamu hotel

Setelah membahas mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU), penting untuk memahami konsep Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bagian dari
sistem pengukuran kinerja yang lebih luas. IKK merupakan‘indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan organisasi pada tingkat yang lebih
spesifik dibandingkan dengan IKU«Berikut Indikator Kinerja Kunci Bappeda Tahun 2025 - 2029:
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Tabel 4.4

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Disbudparpora Tahun 2025-2029

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR STATUS | SATUAN TAHUN KETERANGAN
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
Persentase cagar budaya dan warisan o o o o o 2 o o
1 budaya tak benda yang didaftarkan % 3% 74% 75% 7% 8% 79% 81%
2 | Persentase kenaikan kunjungan museum % -37% 40% 42% 44% 46% 48% 50%
3 Persentase Pembinaan Kepemudaan % 90% 93% 95% 96% 97% 98% 99%
4 ;egraseygtﬁszf;‘:?e':g';zt;rl‘(:fg'ata” Olah % 50% 53% 55% 60% 65% 70% 75%
5 gg:ﬁﬁ;ﬁ?:se Pemenuhan Kriteria Renja % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Persentase Pemenuhan Krlteng % 83% 83%, 83% 83% 83% 83% 84%
Pengelolaan Keuangan Berkualitas
7 Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur Skor 85,05 85,15 85,20 85,35 85,50 85,65 85,80
8 feer;e“ﬂt:;e ddeerfég‘r?sb';’;’fata yang % 50% 52% 54% 57% 60% 65% 70%
9 Ejésa‘;’:fjf; %‘T;;]”Eak;ata” el 712 % 2,70% 2,75% 2,80% 3,00% 3,00% 4,00% 6,00%
Persentase Jumlah Pelaku Ekonomi Q0 o o o o o o o
10 Kreatif Yang Ditingkatkan Kapasitasnya %o 50% 55% 60% 70% 5% 80% 90%
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
(Disbudparpora) Kota Kediri Tahun 2025-2029 telah disusun sebagai dokumen perencanaan jangka
menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Disbudparpora selama lima
tahun ke depan. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan
indikator kinerja utama yang akan menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan daerah yang
efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Dalam penyusunannya, Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029 telah mempertimbangkan
berbagai aspek, termasuk kebijakan nasional, kebijakan pembangunan daerah, serta aspirasi
masyarakat yang terangkum dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Selain itu, Renstra ini
juga telah melalui proses koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat,daerah lainnya guna
memastikan keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan disusunnya Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029 ini, diharapkan'seluruh jajaran
Disbudparpora dapat menjalankan tugas dan®fungsinya dengan lebih terarah dan terukur.
Keberhasilan pelaksanaan Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029 ini sangat bergantung pada
komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah daerah,
masyarakat, maupun sektor swasta. Adapun kaidah pelaksanaan Renstra Disbudparpora Tahun
2025-2029 adalah:

1. Dokumen Renstra ini menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi
Disbudparpora untuk’ mewujudkan tujuan' Pembangunan melalui dokumen Rencana Kerja
(Renja) Disbudparpora mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

2. Perubahan Renja Disbudparpora Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rancangan Akhir
Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029.

3. Setelah berakhirnya Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029, perlu disusun Renstra
Disbudparpora Tahun,2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan
Pembangunan tahunan berikutnya.

Demikian, Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman bagi
seluruh jajaran dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah secara efektif dan
efisien. Semoga dokumen‘ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mencapai tujuan
pembangunan yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan
Dan Olahraga Kota Kediri

1T

Zachrie Ahmad,S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda

NIP. 19720105 199101 1 002
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di
dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah
/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ini kemudian
dituangkan dalam dokumen - dokumen perencanaan, baik untukjangka panjang
(dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahunj), maupun jangka pendek
(tahunan). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi
pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan_ yang
lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik,antar daerah, antar ruang antar
waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-Undang tersebut adalah
diwajibkan bagi setiap Perangkat ‘Daerahhuntuk menyusun, rencana kerja sebagai
acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima
tahunan) maupun jangka pendek' (tahunan). Untuk perencanaan jangka
menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana
disebutkan dalam , Pasal 1 Ayat (7), ‘yaitu “Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-
SKPD, adalah_dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.”

Hal ini kembali\ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan DaerahPasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa
“Perangkat '\Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada
RPJMD”, yang selanjutnya dijelaskan dalam pasal (2) yaitu “Rencana Strategis
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran,
program, dan Kkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran
strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah guna mewujudkan
visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2025-2029 merupakan dokumen



perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman dalam perencanaan,
pelaksanaan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Penyusunan Renstra
Bappeda Tahun 2025-2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan daerah,
seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan
disusun oleh Pemerintah Daerah. Renstra ini menjadi acuan dalam penjabaran
program dan kegiatan strategis yang selaras dengan prioritas pembangunan
daerah, sehingga diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Kediri juga perlu
memperhatikan Renstra Kementerian / Badan {Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas), serta Renstra Badan Peréncanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur (Bappeda Prov). Selanjutnya Renstra Bappeda Kota Kediri
Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar dalam peréncanaan tahunan Bappeda,

yaitu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Koeta Kediri.

RPIMN | RPIMN | RKP
& ' RPIMD Provinsi | 'y v RKPD Provinsi
RPIMD b4 il Y
Provinsi Renstra K/L - | Renja K/L
§ Renstra PD Provinsi/ ‘ Renja PD Provinsi
g ‘
b ‘ :
g ‘ ‘
A4 v
RPIPD diabarkan, RPIMD djgbarkan | ) RKPD

4
bahan 'pedoman

diperhatikan

*1
bahan | +peabman

diperhatikan
dipehatikan

dipertatikan

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai
berikut :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Dalam Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan -2- Undang-



10.

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16
dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6,Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan
Fiskal Nasional (Lembaran Negara 'Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Ewvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan' Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang, Daerah dan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta " Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah) Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Walikota Kediri Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri;



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun 2025-2029

adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda

beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama

guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang

selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah

yang berkualitas guna mendukung sasaran dan tujuan Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun

2025 - 2029 adalah:

a.

Menjadi kerangka dasar bagi Bappeda Kota Kediri /dalam) melaksanakan
pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2029, dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri
Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Bappeda;

. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota

Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan

target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;

. Menyediakan pedoman dalam,penyusunan Renja, Bappeda Kota Kediri yang

merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar
untuk penyusunan Rencana Kerja ‘dan»Anggaran (RKA) serta Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Kediri Tahun 2025-2029

disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BABd PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat
Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat
Daerahy keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,
Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan
Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan
Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.



1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Kediri
Memuat informasi tentang peran (tugas<{dan, fungsi) Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan urusandPemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Kediri
Mengulas secara ringkas apassaja sumber daya yang\dimiliki
Perangkat Daerah dalam penyelenggaraanitugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Kediri
Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,
mengemukakan capalan program prioritas Perangkat Daerah yang
telah dihasilkan melalui‘pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,

2.4 Kelompok Sasaran Layanan
Berisi tentang penerima ‘manfaat layanan yang diberikan oleh
Perangkat Daerah sebagai bentuk perencanaan dan pengukuran
kinerja Perangkat Daerahiterarah, terukur dan berdampak langsung

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda

Berisi permasalahan dan isu - isu startegis layanan Bappeda

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bab ini mengemukakan Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda,
kemudian <dilengkapi dengan Cascading Kinerja Bappeda serta
Penahapan Pembangunan upaya sistematis untuk memastikan
pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi, misi dan

sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGA
RAAN URUSAN
Pada bab ini memuat tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan

serta target kinerja, baik dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra



PD maupun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

BAB V PENUTUP
Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian terhadap perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

&
>
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAAN
DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Bappeda mempunyai kedudukan
sebagai unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan, urusan penunjang
urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian serta di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariss4Daerah. Dengan
Kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas _amembantu Walikota
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi/kewenangan daerah di

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA

Bappeda melaksanakan fungsié penunjang, urusan administrasi
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan. Secara
rinci Bappeda mempunyai fungsisebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis diy bidang Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);

b. Pelaksanaan tugas dukungan ‘teknis< di. Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);

c. Pemantauany evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);

d. Pembinaan teknis" penyelenggaraanufungsi penunjang urusan pemerintahan
daerah di Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi
(INOTEK); dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur
organisasi Bappeda Kota Kediri adalah sebagai berikut :
a. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan. Adapun

fungsi Kepala Badan adalah sebagai berikut :

v Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);

v/ Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);



¢/ Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi
(INOTEK);

¢/ Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan

daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi
Teknologi (INOTEK);

v Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugasnya.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi
meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan
administrasi umum, administrasi kepegawaian,/ administrasi kearsipan,
administrasi keuangan dan penyusunan program¢kegiatan di lingkungan Badan.

Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

¢ Merumuskan dan mengkoordinasikand pelaksanaah penyusunan program,

kegiatan dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

v’ Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
¢/ Merumuskan kerangka regulasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;

¢/ Melaksanakan pembinaan dan pemberian ‘dukungan administrasi yang

meliputi ketatausahaan,, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,
kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumen Badan Perencanaan

Pembangunan Daerab;

v/ Merumuskan pelaksanakan dan pembinaan, penataan dan tata laksana
Organisasi;
¢/ Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan

pengadaan barang jasa di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

v/ Melaksanakan koorndinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian

atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta Kkinerja
pengadaan barang/jasa milik negara di Lingkup Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan;

¢/ Merumuskan laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas :
v/ Merancang pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;

v/ Merancang penyusunan kerangka regulasi perencanaan strategis Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah;

v/ Menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan
perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;

v/ Merancang kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan

sebagai dasar pelaksanaan tugas;

¢/ Menyusun rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk

menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;

v/ Menyusun pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan berdasarkan

Juklak/Juknis untuk tertibnya Administrasi Kedangan;

¢ Menyusun dan menganalisis data informasi.Sebagai bahan penyusunan
Laporan kinerja programsdan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi;

v/ Melakukan konsultasi dengan Atasan dan Koordinasi dengan para kepala

Sub Bagian untuk menyatukan pendapat;

v’ Melakukanipelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program;

¢ Menyusun © laporan tugas kepada Atasan secara berkala dan

melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

v/ Merancang kebijjakan teknis Administrasi Kepegawaian sesuai kebutuhan

sebagai dasarpelaksanaan tugas;

¢/ Menyusun rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan

pedoman untuk kelancaran tugas;

¢/ Menyusun rencana kebutuhan dan permintaan pegawai sesuai formasi
dan daftar urut kepangkatan (DUK) untuk optimalisasi pelaksanaan

tugas;

v/ Memproses dan mengerjakan tata usaha surat menyurat, urusan rumah

tangga dan manajemen asset;

¢/ Melakukan kegiatan kehumasan dan protokol;



¢/ Melakukan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi;

v/ Melakukan dan menyusun analisis kebutuhan barang-barang keperluan

kantor serta perbekalan lain;

v’ Melakukan konsultasi dengan Atasan dan Koordinasi dengan para kepala

Sub Bagian untuk menyatukan pendapat;

¢’ Melakukan pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

dalam pelaksanaan tugas; dan

¢'Menyusun laporan tugas kepada Atasan secara berkala dan

melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

tugas dan fungsinya.

c. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

Bidang Perencanaan, Pengendalian/dan Evaluasi Pembangunan:Daerah
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan, untuk melaksanakan ¢ tugas dimaksud Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Ewaluasi Pembangunan Daerah mempunyai
fungsi :
¢ Merumuskan rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah;

¢/ Merumuskan, menganalisa dan mengkaji Program perencanaan dan

pendanaan Pembangunan Daerah dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD;

¢ Merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan, analisasi

data dan informasi pembangunan untuk perencanaan Pembangunan Daerah;

¢ Merumuskan ‘dan, mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis

Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
v’ Melakukan koordinasi pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;

v Merumuskan Kebijakan penyusunan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi

dan Informasi Pembangunan Daerah;

v Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan Kebijakan perencanaan dan

penganggaran di Daerah;

¢/ Melakukan integrasikan dan mengharmonisasikan program-program

Pembangunan di Daerah;

v’ Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut

penyimpangan terhadap pencapaian tujuan Pembangunan;

v’ Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah melalui



bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

¢/ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan

pelaksanaan perencanaan dan hasil Pembangunan Daerah;

v Merumuskan, menganalisis dan menyusun laporan pelaksanaan Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, untuk penyiapan
perencanaan pembangunan daerah selanjutnya;

v’ Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbid di Bidang

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

¢/ Merumuskan laporan tugas kepada atasan secara berkalafdan melaksanakan
tugas tugas yang di berikan oleh Kepala Badan sestiai dengan tugas dan
fungsinya.
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Eyvaluasi Pembangunan Daerah
membawahi 3 (tiga) sub Bidang, yaitu:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas :
¢/ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan dan pendanaan;
¢/ Merancang bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan;

v/ Melakukan pengkajian, analisis, dan,_ perumusan kerangka ekonomi makro
daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan
holistik integratif;

v/ Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model
ekonomi serta \kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan
ekonomi makro Daerah;

v Melakukan koordinasi dan “sinkronisasi analisis perencanaan dan
péngembangan pendanaan),pembangunan daerah serta kebijakan keuangan
daerah;

v/ Melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, jangka

menengah dan jangka panjang, serta pagu indikatif Pembangunan Daerah;
v/ Menyusun, memproses dan mengelola sistem informasi perencanaan

pembangunan daerah;

¢/ Melakukan kajian dan analisis perumusan Kebijakan Kewilayahan,

konektivitas Daerah dan RTRW daerah;
v/ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan

¢ Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

¢/ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan;

¢/ Menyusun dan menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi

pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

v Memproses bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian

kegiatan terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;

v/ Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pembangunan
secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan
penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;

v/ Memproses, menghimpun, menyajikan dan mengamankan data hasil evaluasi

pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai informasi untuk pelaporan;

¢/ Menyusun hasil pengendalian dan evaluasi secara berjenjang sebagai bahan

penyusunan program lanjutan tingkat Daerah;

¢/ Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepadadAtasan dan melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala, Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembanguhan Daerah sesmai.,dengan tugas dan
fungsinya.

3. Sub Bidang Data daminformasi mempunyai tugas :

v/ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Data dan Informasi ;

¢/ Merancang bahan kebijakan teknis ‘Perencanaan Pembangunan Daerah

sebagai Pedoman pelaksanaan tugas;

v/ Menyusun bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian

dan pelaporan kegiatan terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;

v/ Melakukan koordinasi, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan atas capaian

pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;

v/ Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut

penyimpangan terhadap pencapaian tujuan, agar program dan kegiatan

sesuai dengan kebijakan Pembangunan Daerah;

¢/ Melakukan analisis dan pengelolaan data pembangunan daerah sesuai

jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;

v Memproses dan mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan

pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

v/ Melakukan pengelolaan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak

dan elektronik untuk dokumentasi dan informasi;



¢/ Menghimpun, menyusun dan menyajikan data sebagai bahan informasi

pembangunan daerah secara bulanan, triwulanan, semester dan tahunan

untuk penyusunan program pembangunan berikutnya;

v/ Melakukan pengelolaan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak

dan elektronik untuk dokumentasi dan informasi;
v/ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan

v/ Menyusun Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan), Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

d. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia. Untuk melaksanakan tugas dimaksud,| Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempuhnyai fungsi :

¢/ Merumuskan rencana kegiatan,Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia;

¢ Merumuskan dan menghimpun ‘data sebagai, bahan penyusunan Rencana

Strategis PerangkatiDaérah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

¢/ Melakukan koordinasi Penyusunan ‘Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam RPJPD,
RPJMD dan RKPD;

v’ Melakukan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

¢ Melaksanakan Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Program kegiatan

dengan Perangkat Daerah, Kementrian, Lembaga dan provinsi;

v/ Melakukan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan tahunan,
jangka menengah /dan panjang bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia;

¢/ Melaksanakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk

Prioritas Nasional;

v/ Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama dan Kerjasama

antar Daerah;

¢/ Melaksanakan inventarisasi, koordinasi dan Pembinaan teknis dengan

Perangkat Daerah untuk merumusan kebijakan teknis di Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;



¢ Merumuskan dan menetapkan pedoman standar perencanaan pembangunan

di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

v Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbid di Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan Manusia dan
Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);

¢ Merumuskan Laporan hasil Pelaksanaan tugas, monitoring, Evaluasi dalam

pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi, dan;

¢/ Merumuskan Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala
danmelaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi 3 (tiga) sub
Bidang, yaitu:

1. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan/Rakyat mempunyai tugas :

¢ Menyusun rencana Kkegiatan pada‘¢ Sub Bidang Pemerintahan_,dan

Kesejahteraan Rakyat;

¢/ Menyusun, menghimpun, menginventarisasi, menganalisis data dan
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen
perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pemerintahansdan Kesejahteraan
Rakyat ;

v/ Melakukan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan Sub Bidang

Pemerintahandan Kesejahteraan Rakyat;

¢/ Melakukan inventarisasi/ permasalahan di Sub Bidang Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat ;

v/ Ményusun pedeman dan standar perencanaan pembangunan di Sub Bidang

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
v/ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan;

¢/ Menyusun, Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan

melaksanakan, tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemerintahan'dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas :
¢/ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Pembangunan Manusia;

v/ Menyusun, menghimpun, menginventarisasi, menganalisis data dan
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen

perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pembangunan Manusia;

v/ Melakukan inventerisasi, koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan

Sub Bidang Pembangunan Manusia;



¢ Melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan Perangkat Daerah di

Sub Bidang Pembangunan Manusia;

v Menyusun pedoman dan standar perencanaan pembangunan di Sub Bidang

Pembangunan Manusia;
v/ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan;

¢/ Menyusun Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan Manusia, Penelitian dan
Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);

3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan InovasisTeknologi (INOTEK),

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas :

¢/ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Penelitian Pengembangan

Inovasi Teknologi (INOTEK), Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

¢ Menyusun, menghimpun, menginvéntarisasi, asmenganalisis ‘datas>dan
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan:kebijakan teknis dan dokumen
perencanaan pembangunan di Sub Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi

Teknologi (INOTEK), Pemerintahani.dan Pembangunan Manusia;

v/ Melakukan inventarisasi, koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan
Sub Bidang Penelitian Pengembangan  Inovasi “Teknologi (INOTEK),

Pemerintahan dan'Pembangunan Manusia;

v/ Melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan Perangkat Daerah di
Sub Bidang Penelitian/ Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK),
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

v Ményusun pedeman dan standar perencanaan pembangunan di Sub Bidang
Penelitian Pengembangan ‘Inovasi Teknologi (INOTEK), Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia;

v/ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan;

¢/ Menyusun Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan
melaksanakan' tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut disajikan gambar Struktur Organisasi Bappeda sesuai dengan
Peraturan Walikota Kediri Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda
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2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA KOTA KEDIRI
Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan, fungsi Bappeda, maka

perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasaranagpenunjang lainnya.
2.1.1. Sumber Daya Manusia / Aparatur

Sumber Daya'Manusia/Aparaturang tersedia di Bappeda Kota Kediri
(per Maret 2025)dberjumlah 54 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Bappeda Kota Kediri Berdasarkan
Jabatan Tahun 2025

NO JABATAN JUMLAH (ORANG)

1. ESELON. 11

2. ESELON 1II 4

3. ESELON IV 1

4. JABATAN FUNGSIOAL TERTENTU (JFT) 15

5. JABATAN FUNGSIONAN UMUM(JFU) 22

6. PPPK

7. TENAGA KONTRAK 8
JUMLAH: 54

Sumber: Bappeda Kota Kediri (per Mei 2025)

2.1.2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasana yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah

berupa aset tetap, sebagai berikut:




Tabel 2.3 Rincian Aset Tetap tahun 2025

No Nama Barang Dibutuhkan Tersedia Kurang
1 Laptop 50 30 0

2 Kursi Kerja 59 59 0

3 Printer 40 40 0

4 TV 8 8 0

5 Meja Kerja 59 59 0

6 Lemari Arsi 4 4 0

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 2025

S
\o
N




2.3. KINERJA LAYANAN BAPPEDA KOTA KEDIRI

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah diukur melalui capaian dari indikator kinerja. Pencapaian Kinerja Layanan
Bappeda Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaldasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan.
Indikator kinerja Bappeda pada periode tahun 2025-2029 merupakan hasil' evaluasi,dari kinerja pada periode tahun 2020-2024.
Indikator mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Renstra Bappeda Tahun 2020-2024 dan Renstra Bappeda Tahun 2025-
2026. Perubahan indikator dikarenakan adanya pengendalian dan evaluasi‘dari Kementerian PAN RB, kondisi dinamika Perangkat
Daerah, ketersediaan data serta untuk meningkatkan kinerja sécara umum. Adanya perubahan indikator menyebabkan tidak
tersedianya data capaian pada tahun 2020-2023 untuk indikator yang,baru. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini

akan memudahkan bagi Bappeda untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan

dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Bappeda Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut:
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Tahun 2020.,- 2024

NO INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2025 - 2029 SATUAN KONDIST KETERANGAN
2020 2021 2022 2023 2024
1 |Indikator Tujuan Bappeda
1.1 |Nilai Sakip Pemerintah Kota Kediri Nilai 71,7 73,12 73,32 71,98 72,49
2 |Indikator Sasaran Bappeda
2.1 |Nilai Sakip komponen perencanaan Nilai 23,52 23,71 23,72 23,07 23,25
2.2 |Nilai Sakip komponen pengukuran Nilai 17,9 18,13 21,79 21,58 21,62
2.3 |Indeks Inovasi Daerah Indeks - - - 54,6 51,52

3 |Indikator Kinerja Kunci

3.1 |Persentase target kinerja RKPD dengan'RPJMD

Persen (%)

Indikator baru

3.2 |Persentase capaian target program

Persen (%)

Indikator baru




NO

INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2025 - 2029

SATUAN

KONDISI

2020

2021

2022

2023

2024

KETERANGAN

3.3

Persentase inovasi yang ditetapkan sebagai inovasi daerah

Persen (%)

65,25

3.4

Persentase penelitian yang sesuai dengan prioritas daerah

Persen (%)

Indikator baru

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bappeda Kota Kediri Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

Anggaran Realisasi Realisasi
JENIS 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % % % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BELANJA 4.343.497.694| 5.661.030.000 5.552.502.864 5.661.030.000 16.750.411.280|, 3.210.634.259.| 4.956.210.091 4.672.993.482 4.956.210.091| 14.705.660.640| 73,92| 87,55| 84,16| 114,22| 113,90
TIDAK
LANGSUNG
BELANJA 6.578.869.500 5.666.996.539 7.769.074.239| 10.107:098.600 467.701.600| 5.606.904.076 | 4.800.962.568 6.677.569.978 9.518.211.489 411.641.980| 85,23 84,72| 85,95| 106,19| 113,62
LANGSUNG
JUMLAH 10.922.367.194| 11.328.026.539( 13.321.577.103( 15.768.128.600| 17.218.112.880| 8.817.538.335 | 9.757.172.659| 11.350.563.460| 14.474.421.580| 15.117.302.620( 80,73 | 86,13 | 85,20| 108,94 | 113,90

Tabel 2.5 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 - 2024 _rasio antara realisasi dan anggaran mengalami kenaikan realisasi

mencapai 91,80% pada tahun_2024. Halhini menunjukkan bahwa kinerja yang maksimal dan perencanaan yang sesuai. Pencapaian

tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Bappeda Kota Kediri untuk mencapai target kinerja yang sudah

disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.




2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN
Kelompok sasaran layanan Badan Perencanaan Daerah Kota Kediri
dijabarkan sesuai program pada tabel berikut,

Tabel 2.7 Kelompok Sasaran Layanan

No Program Kelompok Sasaran Layanan

1 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kedini
Perencanaan Pembangunan Daerah

]

Program perencanaan, pengendalian dan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kedir
cvaluasi pembangunan dacrah

3 Program penelitian dan pengembangan daerah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kediri. Masvarakat,
Peneliti
4 Program penunjang urusan pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dactah Kabupaten/Kota

2.5. MITRA PEMBERIAN PELAYANAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai perencana pembangunan
daerah, Bappeda tidak dapat bekerja secara parsial..Kolaborasi dengan berbagai
mitra strategis sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, hingga,  evaluasi pembangunan berjalan selaras,
efektif, dan akuntabel. Mitra-mitra“ tersebut berperan’ dalam memberikan
kebijakan, asistensi teknis, pendampingan, data, hingga penguatan kapasitas
kelembagaan. Adapun mitra strategis Bappeda dalam pemberian layanan
perencanaan dah evaluasi pembangunan antara lain:
1. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Sebagai pembina umum Pemerintahan Daerah, Kemendagri melalui Ditjen
Bina.Pembangunan Daerah dan Bina Keuangan Daerah memberikan pedoman
pényusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan
tahunan (RPJMD" dan RKPD), termasuk asistensi dan fasilitasi terhadap
konsistensi antar ‘dokumen. Kemendagri juga berperan dalam integrasi
perencanaan pusat dan daerah melalui SIPD-RI.

2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Bappeda bermitra dengan Kemenkeu khususnya dalam penguatan sinergi
kebijakan fiskal pusat dan daerah. Melalui DJPK, Kemenkeu menyediakan
pedoman Dana Transfer ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta
memberikan asistensi dalam optimalisasi pembiayaan pembangunan melalui
skema pembiayaan alternatif. Kemenkeu juga berperan penting dalam

mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah.



3. Kementerian PAN-RB (KemenPAN-RB)

Kementerian ini berperan dalam memastikan integrasi antara perencanaan
pembangunan dan perencanaan Kinerja. Melalui kebijakan Reformasi Birokrasi
dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KemenPAN-RB
mendorong Bappeda untuk menyusun perencanaan berbasis kinerja yang
berorientasi pada hasil (outcome). KemenPAN-RB juga memberikan
pendampingan dan evaluasi atas kinerja pembangunan daerah.

4. Badan Pusat Statistik (BPS)

BPS merupakan mitra utama dalam penyediaan data statistik sektoral
maupun makro yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen perencanaan,
pengambilan keputusan, dan evaluasi capaian pembangunan. Kerja sama ini
mencakup penyediaan data indikator makro (seperti I[PM, PDRB, kemiskinan,
pengangguran), penyusunan data dashboard,” serta “Kkolaborasi dalam
penyelenggaraan statistik sektoral daerah.

5. Bank Indonesia (BI)

Dalam rangka memperkuat arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah,
Bappeda bermitra dengan Bank Indonesia dalam hal analisis ekonomi makro,
pengendalian inflasi daerah (TPID), dan pengembangan sektor-sektor potensial
seperti UMKM, ekonomi digital, 'serta ekenomi syariah. Blgjuga berperan dalam
mendukung stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui kebijakan moneter
dan sistem pembayaran:

6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK menjadi mitra strategis dalam mendorong inklusi keuangan daerah dan
pengembangan sektor jasa keuangan yang sehat dan berdaya saing. Bappeda
bekerja® sama dengan, OJK dalam perencanaan pembangunan yang
meémpertimbangkan stabilitas sektor keuangan, penguatan literasi keuangan
masyarakat, serta fasilitasi pembiayaan sektor produktif.

7. Mitra Strategis Lainnya

Di samping kementerian/lembaga teknis, Bappeda juga membangun
kolaborasi dengan mitra pembangunan lainnya seperti perguruan tinggi, lembaga
penelitian, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra pembangunan
internasional. Kemitraan ini penting dalam rangka memperkuat perencanaan
berbasis bukti (evidence-based planning), pemanfaatan teknologi, serta inovasi
pelayanan publik.

Melalui kolaborasi dengan para mitra tersebut, Bappeda dapat memperkuat
kapasitas institusionalnya ~dalam memberikan layanan perencanaan
pembangunan yang lebih akurat, partisipatif, dan berorientasi hasil. Sinergi ini
juga menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang

inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global maupun lokal.



2.6. DUKUNGAN BUMD

Perumda Air Minum Tirta Dhaha merupakan mitra teknis yang memiliki
keterhubungan langsung dan strategis dengan Bappeda dalam mendukung
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya
penyediaan layanan air minum yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat
Kota Kediri. Salah satu bentuk keterpaduan peran antara Bappeda dan Perumda
Tirta Dhaha terwujud melalui penyusunan dan pemutakhiran Rencana Induk
Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM). Dokumen RISPAM menjadi acuan
utama dalam merencanakan pengembangan sistem air mifium jangka menengah
dan panjang, serta sebagai landasan dalam penguasulan program-program
pendanaan baik dari APBD, APBN, maupun skema pémbiayaan lainnya.

Dalam proses perencanaan tersebut, Bappéda berperan sebagai koordinator
lintas sektor yang memastikan sinkronisasi antara target layanam air minum
dengan kebijakan pembangunan daerah, pengembangan tatay,s’ruang,
pertumbuhan penduduk, dan proyeksi kebutuhan air..Sementara itd, Perumda
Tirta Dhaha memberikan dukungan data teknis, proyeksi kapasitas produksi dan
distribusi, serta inovasi pelayanan yang menunjang penyusunan dokumen
perencanaan tersebut.

Kolaborasi ini tidak hanya penting untuk, meningkatkan cakupan layanan
air minum dan efisiénsiroperasional, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan (SDGs), Khususnya Tujuan 6: Akses terhadap Air
Bersih dan® Sanitasi yang Layak. Ke \depan, sinergi antara Bappeda dan
Perumda Tirta Dhaha, akan terusnditingkatkan melalui penguatan perencanaan
berbasis data; evaluasi berbasis kinerja, serta akselerasi investasi infrastruktur

air minum di Kota:Kediri.

2.7. KERJASAMA DAERAH

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengambilan kebijakan berbasis
bukti, serta. mendorong inovasi pembangunan, Bappeda Kota Kediri aktif
menjalin kerja' sama dengan berbagai pihak melalui mekanisme kerja sama
daerah. Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi lintas sektor dalam
mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang adaptif, responsif, dan
berkelanjutan.Bappeda memanfaatkan kerja sama daerah sebagai instrumen
strategis untuk:
v" Mendukung pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang),

v" Mengakses sumber daya keilmuan, teknologi dan inovasi,



v Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam proses

pembangunan,
v"  Memperkuat evidence-based planning dan tata kelola pembangunan daerah.
1. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan mitra utama dalam penyediaan data, kajian
ilmiah, dan rekomendasi kebijakan. Bappeda bekerja sama dengan berbagai
institusi akademik seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang,
Universitas Airlangga, IAIN Kediri, dan perguruan tinggi lokal lainnya.
2.Kerja Sama dengan Dunia Usaha/Swasta

Bappeda menjalin kolaborasi dengan pelaku usaha danssektor industri dalam
rangka mendorong kemitraan pembangunan yang Dberorientasi pada
keberlanjutan dan inklusivitas.
3. Kerja Sama dengan Lembaga Non-Pemerintah dan Komunitas

Bappeda juga membuka ruang kerja sama dengan LSM, lembaga riset
independen, serta komunitas masyarakat dalam mendukung “pelaksanaan
pembangunan partisipatif.
4. Kerja Sama Antar-Daerah

Dalam skema kerja sama horizontal, Bappeda menjalin kerja sama antar
daerah (KAD) untuk isu-isu ‘lintas wilayah seperti, pengendalian banjir,
pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota, konektivitas transportasi, hingga

penguatan sistem ketahanan pangan.

2.8. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda
Kota Kediri'dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini
serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota
Nomeor 85 Tahun 2021 bahwa Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota
melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berfungsi untuk
merumuskan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan
pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas
dan fungsinya, beberapa permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai
berikut:

1. Kualitas perencanaan yang belum optimal
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan mengalami fluktuasi, yang menunjukkan

masih adanya ketidakkonsistenan dalam perencanaan kinerja



2. Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan yang Belum Maksimal
Keterpaduan antara RPJPD, RPJMD, dan RKPD masih perlu ditingkatkan agar
lebih efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

3. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi dalam Perencanaan

Masih terbatasnya penggunaan sistem informasi perencanaan yang berbasis
digitalisasi

» Sistem Monitoring dan Evaluasi berbasis data real-time belum ada

4. Kurangnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Perencanaan dan
Kebijakan
Meskipun tingkat pemanfaatan hasil penelitian dalam pengambilan kebijakan
mencapai 100%, tetapi penerapannya masih kurang eptimal di berbagai sektor.

5. Minimnya Riset yang Berbasis Kebutuhan Daerah
Beberapa penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya menjawab tantangan
utama pembangunan Kota Kediri

Adapun isu-isu strategis yang adafdi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan yang Lebih Berbasis Data & Evidence-
Based

Memastikan bahwa dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMDjy; RKPD) selaras dan

berbasis analisis data yang valid

2. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Meningkatkan sistem Monev berbasis' teknologi informasi yang memungkinkan

pemantauan€apaian pembangunan secarareal-time

3. Transformasi Digital dalam Perencanaan dan Pengelolaan Data

Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan daerah yang

berbasis digital agar lebih responsif terhadap perubahan

4. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perencanaan dan Kebijakan

Mewajibkan setiap perangkat daerah menggunakan hasil riset dalam penyusunan

kebijakan dan program

5. Meningkatkan (Kualitas dan Relevansi Penelitian dengan Kebutuhan
Daerah
Mendorong penelitian yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan

pembangunan Kota Kediri.



Tabel 2.8 Permasalahan dan

Isu Strategis Bappeda Kota Kediri

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN

BAPPEDA
POTENSI KEWENANGAN PERMASALAHAN ISURKE%.:\SIZS _e
DAERAH YG MENJADI BAPPEDA DENGAN ISU STRATEGIS BAPPEDA
KEWENANGAN BAPPEDA GLOBAL NASIONAL REGIONAL
BAPPEDA
Digitalisasi layanan publik  [Kualitas perencanaan Pemantapan Tata |Percepatan Digitalisasi Digitalisasi layanan Peningkatan Kualitas Perencanaan
yang belum optimal Kelola digitalisasi pemerintahan daerah, |administrasi yang Lebih Berbasis Data &
Pemerintahan global, smart kebijakan kependudukan, Evidence-Based
Sinkronisasi dan (Good Governance) |governance keterbukaan data dan |optimalisasi Penguatan Sistem Monitoring dan
Harmonisasi Kebijakan Efisiensi egovernment Evaluasi Pembangunan
yang Belum Maksimal Anggaran

Kurangnya Pemanfaatan
Teknologi dalam
Perencanaan

Kurangnya Pemanfaatan
Hasil Penelitian dalam
Perencanaan dan
Kebijakan

Minimnya Riset yang
Berbasis Kebutuhan
Daerah

Transformasi Digital dalam
Perencanaan dan Pengelolaan Data

Meningkatkan Pemanfaatan Hasil
Riset dalam Perencanaan dan
Kebijakan

Meningkatkan Kualitas dan
Relevansi'Penelitian dengan
Kebutuhan Daerah

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 2025




BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA KEDIRI

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan
dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari
pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil
yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,
mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan.

Sesuai dengan Visi Kota Kediri “Membangun Kota Kediri yang MAPAN -
Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, Ngangeni”, Renstra Bappeda Kota
Kediri tahun 2025-2029 mendukung Misi ‘4 pada RPJMD Kota Kediri Tahun
2025-2029 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif,
responsif dan berintegritas”.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan,'sasaran dan indikator sasaran serta
target kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana

tertuang dalam tabel berikut:



Tabel 3.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target/Kinerja Tahun 2025-2029

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA KEDIRI
NSPK DAN BASELINE TARGET TAHUN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2024 KETERANGAN
YANG RELEVAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Meningkatnya akuntabiitas | Mewujudkan perencanaan Nifat Sistem Akuntabliitas 7249 72.99 73.19 7455 78.45 79.72 80.21
kinerja pamerintahan daerah | pembangunan daerah serta Kinerfa Instansi
- Meningkatnya kualitas mendorong peningkatan Pemerintahan {SAKIP) (Nilai)
pelayanan publik pemanfaatan inovas| daerah
- Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi strategis berbasis
potensi lokal
Indeks Inovasi Daerah 51.52 516 518 52 52.25 525 53
(Angka)
Meningkatnya kualitas Nilai Sakip komponen 23.25 23.30 2335 2340 2350 2380 24
perencanaan pembangunan | perencanaan (Nilai)
daerah
Meningkatnya pengendalian | Persentase indikator kinerja | 83.87 90 a 92 93 94 95
daerah sasaran RPJMD berkategorl
berhasil (%)
Meningkatnya akuntabilitas | Nifal LHE AKIP Perangkat | 89.75 B9.8 89.85 B9.9 90 90.25 80.5
kinerja Daerah (Nilai)
Meningkatnya Inovasi Persentase pertumbuhan 16.13 16.5 16.75 17.25 175 17.75 18
Pembangunan inovasi daerah (%)




Berdasarkan tabel 3.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri adalah
“Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta mendorong
peningkatan pemanfaatan inovasi daerah” yang diukur dengan menggunakan
indikator tujuan Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran antara lain
sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
b. Meningkatnya pengendalian daerah
c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
d. Meningkatnya penelitian dan indeks inovasi daerah
Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator

sasaran yang ada.

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

NO SASARAN INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL FORMULA
SASARAN INDIKATOR
1. | Meningkatnya Nilai SAKIP Meningkatnya kualitas Nilai SAKIP
kualitas komponen perencanaan pembangunan komponen
perencanaan perencanaan daerah adalahikondisi di mana perencanaan pada
pembangunan proses perencanaan LHE Kemenpan RB
daerah pembangunan daerah dilakukan pada tahun n

secara lebih sistematis, berbasis

data yang valid dan akurat,

selaras dengan kebijakan nasional

dan daerah, serta mampu

mengakomodasi kebutuhan

masyarakat dan pemangku

kepentingan..

Perencanaan pembangunan yang

berkualitas memenubhi kriteria :

v’ Menggunakan data yang valid,
akurat, dan terkini sebagai
dasar penyusunan kebijakan

v’ Sejalan dengan visi, misi, dan
arah kebijakan pembangunan
nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota

v Konsisten antar dokumen
perencanaan (RPJP, RPJMD,
Renstra, RKPD dan Renja)

v’ Menetapkan indikator kinerja




NO SASARAN INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL FORMULA
SASARAN INDIKATOR
yang terukur, jelas, dan dapat
dipantau
v Berorientasi pada hasil dan
dampak

2. | Meningkatnya Persentase Meningkatnya pengendalian ¥ indikator sasaran RPJMD
pengendalian indikator daerah adalah kondisi di mana clj(e)g;an kategori berhasil x
daerah kinerja mekanisme pengawasan, Zindikator sasaran RPJMD

sasaran pemantauan, dan evaluasi

RPJMD terhadap pelaksanaan kebijakan,

berkategori program, serta kegiatan

berhasil pembangunan daerah semakin
efektif, transparan, dan
akuntabel.

3. | Meningkatnya Nilai LHE Akip | Meningkatnyaakuntabilitas Nilai LHE Akip
akuntabilitas Bappeda kinerja adalah kondisi di mana Bappeda Tahun n
kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi

pemerintahan daerah dilakukan
secara transparan, terukur, dan
bertanggung jawab sesuai dengan
prinsip good governance, serta
mampu menunjukkan pencapaian
kinerja yangselaras dengan
perencanaan dan target
pembangunan yang telah
ditetapkan.

4 | Meningkatnya Persentase Meningkatnya inovasi Tinovasi tahun ini -
inovasi pertumbuhan pembangunan adalah kondisi di Zinovasi tahun lalu ) x 100%
pembangunan | inovasi daerah | mana daerah semakin aktif dalam | Zinovasitahun lalu

melakukan penelitian dan
mengembangkan inovasi yang
berbasis ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk meningkatkan
kualitas layanan publik, daya
saing daerah, serta mendukung

pembangunan yang berkelanjutan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2025




3.2. CASCADING KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan
penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai
yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan

cascading kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun

>
§




Grafik 3.1 Cascading Kinerja Bappeda
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3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan
efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan
sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program
dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah strategi
dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang selaras dengan
strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota
Kediri Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan umtuk memperjelas arah dalam
pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada
koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan {berdasarkan hasil analisis
terhadap gambaran pelayanan, isu strategis; serta pencapaian tujuan dan
sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri.
Dengan mengetahui faktor-faktor »wyang mempengaruhi keberhasilan dan
ketidakberhasilan tersebut, dapat disusunystrategi yang dinilai realistis dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.” Hasil rumusan strategi
tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk
memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Secara
lengkap keterkaitan, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel
berikut ini:

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan.Strategi Renstra Bappeda Tahun 2025-2029

TUJUAN SASARAN STRATEGI

Meningkatya kualitas |Meningkatnya kualitas |Mendorong kolaborasi antara

perencanaan perencanaan pemerintah daerah, akademisi dan

pembangunandaerah {pembangunan daerah praktisi dalam penyusunan

serta mendorong perencanaan

peningkatan Meningkatkan kompetensi SDM melalui

pemanfaatan inovasi pelatihan, bimbingan teknis, dan

daerah sertifikasi perencana pembangunan
daerah

Memanfaatkan teknologi informasi
untuk penyusunan dokumen

perencanaan yang lebih akurat dan




TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

efektif

Memastikan dokumen perencanaan
daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)
selaras dengan kebijakan nasional dan

kebutuhan daerah

Membangun mekanisme pengaduan

dan masukan publik yang lebih efektif

Meningkatnya

pengendalian daerah

Penguatan Sistem Pengawasan dan

Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Peningkatan Kepatuhan terhadap
Regulasi dan Standar, Pengelolaan

Pemerintahan

Optimalisasi Sistem Manajemen Risiko

dalam Pemerintahan Daerah

Peningkatan Transparansi dan
Akuntabilitas dalam Pengelolaan

Pemerintahan

Penguatan Koordinasi Antar Perangkat
Daerah dalam Pengendalian

Pembangunan

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

Penguatan Sistem Perencanaan dan

Pengukuran Kinerja yang Berbasis Hasil

Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja

Pemerintah Daerah

Penguatan Budaya Kinerja Berbasis

Reward and Punishment

Meningkatnya penelitian
dan indeks inovasi

daerah

Penguatan Penelitian dan Inovasi

Daerah

Pengembangan Kebijakan dan Regulasi

yang Mendukung Inovasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk

Mendukung Inovasi

Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah

melalui Kompetisi dan Inkubasi Inovasi




3.4 PENAHAPAN PEMBANGUNAN
Penahapan pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda
merupakan upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaan pembangunan
daerah berjalan sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan. Penahapan ini disusun untuk mengoptimalkan efektivitas
perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan dalam periode lima
tahun. Penahapan pembangunan dalam Renstra Bappeda mengacu pada:
v Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai panduan
utama dalam menetapkan prioritas pembangunan lima tahunan
v" Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai arah
pembangunan jangka panjang
v' Isu strategis dan kebutuhan daerah yang berkembang berdasarkan hasil
evaluasi dan analisis kondisi daerah
v Sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi, termasuk Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Berikut tahapan pembangunan dalam Renstra Bappeda Tahun 2026-2030:
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Bappeda Tahun 2026-2030

TAHAP 1 TAHAP I1 TAHAP III TAHAP IV
TAHAP V (2030)
(2026) (2027) (2028) (2029)

1 7 3 4 5
Konsolidasi dan Implementasi dan Evaluasi dan Akselerasi
Penguatan Dasar Optimalisasi Program Pembangunan, melalui:
Perencanaanymelalui : Prioritas, melalui :

1. Penyempurnaan sistem |1{Pelaksanaan program 1. Evaluasi menyeluruh
perencanaan daerah prioritas pembangunan sesuai |terhadap pelaksanaan
berbasis data dan dengan target yang telah program dan kebijakan
teknologi informasi ditetapkan pembangunan daerah
2. Penguatan koordinasi 2. Monitoring dan evaluasi 2. Penyusunan strategi
lintas sektor dalam berkala terhadap capaian akselerasi untuk mengejar
perumusan kebijakan pembangunan untuk target yang belum tercapai
pembangunan daerah perbaikan kebijakan
2. Penyusunan kebijakan |3. Peningkatan kapasitas 3. Penyempurnaan kebijakan
pembangunan berbasis sumber daya manusia dalam |berdasarkan hasil evaluasi
akurasi data dengan perencanaan pembangunan sebagai rekomendasi untuk
mendorong penelitian dan RPJMD periode berikutnya
kajian strategis

4. Penguatan sinergi dengan 4. Mempersiapkan transisi
4. Pemantapan tata kelola |[pemangku kepentingan, perencanaan untuk
perencanaan dan termasuk akademisi, dunia kesinambungan
sinkronisasi program usaha, dan masyarakat pembangunan di periode
pembangunan selanjutnya




Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029

ARAH
OPERASIONAL
NO KEBIJAKAN | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPPEDA
NSPK
RPJMD
1 (Menyusun Penguatan Menyediakan program peningkatan
dokumen reformasi kapasitas perencana secara berkala

perencanaan yang

konsisten

birokrasi dan
sistem
manajemen

kinerja

Pemanfaatan data sektoral yang valid dan

mutakhir dalam proses perencanaan

Mengembangkan platform digital untuk
menampung aspirasi masSyarakat secara

lebih luas

Memastikan indikator kinerja utama (IKU)
setiap perangkat.daerah selaras dengan

tujuan strategis pembangunan daerah

Melakukan pemetaan dan analisis resiko
untuk memastikan perencanaan yang

efektif dan efisien

Mengembangkan
sistem monitoring
dan evaluasi

berbasis hasil

Penguatan
pengawasan

dan evaluasi

Mengembangkan mekanisme review dan
quality control terhadap dokumen
perencanaan sebelum ditetapkan, serta
Meningkatkan koordinasi antar-perangkat
daerah untuk memastikan perencanaan

yangterpadu

Mengembangkan mekanisme pengawasan
berbasis teknologi untuk meningkatkan

efektivitas pemantauan dan evaluasi

Melakukan pemetaan dan analisis resiko
secara berkala untuk memastikan
pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target

yang ditetapkan

Memperkuat koordinasi antara pemerintah
daerah dengan instansi pengawas eksternal
dalam memastikan kepatuhan terhadap

regulasi

Mengoptimalkan fungsi pengendalian untuk
memastikan pencapaian program
pembangunan sesuai target yang telah

ditetapkan




ARAH

OPERASIONAL
NO NSPK KEBIJAKAN | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPPEDA
RPJMD
3 |Mengintegrasikan |Pengutaan tata |[Mengadakan kerja sama dengan perguruan

hasil litbang dan
inovasi ke dalam
dokumen

perencanaan

kelola
pemerintahan
yang tertib dan

berintegrasi

tinggi dalam penyusunan kajian akademik
dan naskah kebijakan sebagai dasar
perencanaan pembangunan, serta
mendorong kemitraan antara pemerintah
daerah dan dunia usaha dalam program

pembangunan daerah yang berkelanjutan

Meningkatkan akses publik terhadap
informasi pengelolaan pemerintahan melalui
sistem digital yang terbuka dan mudah

diakses

Meningkatkan kerja sama dengan
perguruan tinggi; lembaga penelitian, dan
dunia usahadalam pengembangan riset dan

inovasi

Mengintegrasikan kebijakan inovasi dalam

perencanaan pembangunan daerah

Mengembangkan platform digital untuk
berbagi data dan hasil penelitian yang dapat

dimanfaatkan oleh berbagai sektor

Mengadakan kompetisi inovasi daerah
untuk mendorong kreativitas dan solusi

inovatif bagi pembangunan daerah




BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

BAPPEDA

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka
mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan
dalam  program/kegiatan/sub  kegiatan dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan,kewenangan daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran
lebih lanjut dari suatu program sebagai arah‘dari pencapaian tujuan organisasi,
sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator, kinerja adalah ukuran
keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif
yang secara khusus. dinyatakan ' sebagai pencapaian tujuan yang dapat
menggambarkand skala “atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan
pemantauan dan evaluasi ‘baik kinerja‘'input, output, outcome maupun impact
yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2025-2030 dapat
dilihat pada tabel berikut ini:



TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA KEDIRI

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / ikt VTS 2026 2027 2028 2029 2030 Py | xeTEraNGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
501~ PERENCANAAN 11.508.505.019,00 11508 505.019.00 | 11,596.505.019.00 | 11.508.505.010,00
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG I
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.643.414.619.00 8.643.414.619,00 8.643.414.619.00 £643.414.619.00 8.643.414.619,00
KABUPATEN/KOTA
5.01.5.05.0.00.02.00
Moeni 1 P B, Kriteria 00 - Badan
4 2 4 g ¥ T - » r
Perangkat Daerah o Yolaan K n Borkual 77.86 82 8.643.414.619,00 84 8.643.414.618.00 85 8643414.619.00 aa 8.643.414.614.00 290 8.643.414.619,00 I;::nce«mn
Daerah
Persentase Pemenuhan Kriteria
Renja Berkualitas A 100 100 100 100 100
Nilai Indeks Profesionalisme
ki 94.55 955 96 965 a7 75
5.01.01.2.01 - Perencanaan.
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 10.000.000,00 10.000.000.00 10.000.000.00 10.000.000,00 10.000.000,00
Perangkat Daerah
Te ya d p \aan Jumiah Dc Perencanaan
et it Perangkat D h 7 7 10.000.000.00 7 10.000.000,00 7 10.000.000,00 7 10.000.000,00 7 10.000.000,00
Jumiah Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisast Kinerja SKPD
dan Laporan Haslil Koordinasi
Penyusunan La Capaian 10 10 10 10 10 10
Kinenja dan Ikhtisar Reaksasi
Kinerja SKPD
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanzan Jumiah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daersh Perangkat Daerah 7 7 5.000.000,00 7 5.000.000,00 7 5.000.000,00 7 5.000.000.00 7 5.000.000,00
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinenja 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000.00
dan |khtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja ;um:h Lapo:r;Cap@:(an KfnegKaPD
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan da" : ?au meqal
Laporan Hasll Koordinasi Penyusunan P:" Lopocar L:s‘ ‘°°'c:'"“ 10 10 5.000.000,00 10 5.000.000,00 10 5.000.000,00 10 5.000.000,00 10 5.000.000,00
Laporan Capaian Kinerja dan khtisar mnyusunar: SO LA pey
Realisasi Ki SKPD jeria dan lkhtisar Realisasi
¥ Kinera SKPD
5.01.01.2.02 - Admenistrasi Keuangan
Perangkat Daerat 6.378.086.400.00 6.378.086.400.00 6.378.086.400,00 6.378.086.400.00 6.378.086.400,00
Te ya laporan 3an yang Jumiah Orang yang Menerima Gaji
sesual aturan dan tepat wakiu dan Tunjangan ASN 46 46 6.378.086.400.00 46 6.378.086.400.00 46 6.378.086.400.00 46 6.378.086.400.00 46 6.378.086.400,00
Jumiah Dokumen Penatausahaan
dan Pengulian/Verifikasi Keuangan 1 1 1 1 1 1
SKPD
Jumiah Laporan Keuangan
Ak / Triwul 73
SKPD dan Laporan Koordinasi 5 5 5 5 5 5
Peny Laporan Ki

SKPD




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / RANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OU'I'I?:I’I' TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PED AERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
{01) (02} {03) (04) (05} (06) (07) (08) (08) (10) (11) {12) {(13) (14) (15)
S0191 2020001 Paryeditan Colf dat 6,230 436.400,00 6.330.436 400,00 8.330.436.400.00 £.330.436 400,00 8.330.436.400,00
Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN ;‘a’n“m'm(;‘;’:n"mw“""‘“ Gail 46 6 6.330.436.400.00 46 6.330.436.400.00 46 6.330.436.400,00 4% 6.330.436.40000 | 46 6.330.436.400,00
5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan
Fhciirimaticens et 45.650.000.00 45.650.000,00 45.650.000,00 45.650.000,00 45.650.000,00
Penguiian/Verifikasi K SKPD
o a P i dn Jumiah Dokumen Penatausahaan
Pengujian/Verifikasi Keu n SKPD GS::;) i;enmm\/enﬁkas« Keuangan 1 1 45.650.000.00 1 45.650.000,00 1 45.650.000,00 1 45.650.000,00 1 45.650.000.00
5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan
Peny Laporan Keuang 2.000.000,00 2.000.000.00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Bulanan/ Tri v S SKPD
X Jumish Laporan Keuangan
Tersedianya Laporan Keuangan <
BaranTrnisnanSemesaan S50 |S4ETe e St
dan Laporan Koordinasi Penyusunan P 5 5 2.000.000.00 5 2.000.000,00 5 2.000.000.00 5 2.000.000,00 5 2.000.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan B Mrwulanan/S
Bulanan/Trwulanan/Semesteran SKPD o
SKPD
5.01.01.2.03 - Administrast Barang Milik
Do pacs P o 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Jumiah Laporan Penatausahaan
Tersusunnya laporan BMD tepat waktu g Milik Daerah pada SKPD 4 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00
5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan
Barang Milik Daerah SO 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000,00
Ter ya Per 1 Barang | Jumiah Laporan Penatausahaan
Miik Daerah pada SKPD Barang Milk Daerah pada SKPD 4 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00
£.01.01.2.05 - Adminkaimsl Kapegawalon 138 282.400.00 138.282.400.00 138.282.400,00 138.282.400,00 138.282.400,00
Perangkat Daerah
22 | ) Jumizh Orang yang Mengikuti
i akant Sosialisasi Peraturan 100 100 138.282.400.00 | 100 138.282 400,00 100 13828240000 | 100 138.282.40000 | 100 138,282 400,00
pegawDan Perundang-Undangan
Jumish Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti a4 46 46 46 46 46
Pendidikan dan Pelatihan
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan
[ Pegawai Berd Tugas 50.000.000.00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
dan Fungsi
Jumizh Pegawai Berdasarkan
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan 2
g - | Tugas dan Fungsi yang Mengikut 44 46 50.000.000.00 a6 50.000.000,00 a6 50.000.000.00 46 50.000.000,00 46 50.000.000,00
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Petathan
U1 2050010 - SosldmarForian 88,282 400,00 88.282.400,00 88,282 400,00 88.282.400,00 88.282.400,00
Perundang-Undangan
Jumésh Orang yang Mengikuti
T;““"“'ng'a nya Sosiaksasi Peraturan | Sosialisasi Peraturan 100 100 8828240000 | 100 8828240000 | 100 8828240000 | 100 8828240000 | 100 88.282.400,00
Perundang-Undangan
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum
ik H 437.029.080,00 437.029.080.00 437.029.080,00 437.029.080,00 437.029.080,00
Jumiah Dokumen Bahan Bacsan
Tersusunnya laporan umum | 4an Peraturan o 4 4 437.029.080.00 4 437.029.080,00 4 437.029.080,00 4 437.029.080,00 4 437.026.080,00
Disediakan 3
Jumiah Laporan Penyslenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsuitasi 60 60 60 60 60 80
SKPD
Jumiah Paket Barang Cetakan dan 4 4 4 4 4 4

Penggandaan yang Disediakan




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTI?IUJT i TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10} (11) (12) (13) (14) (15)
Jumiah Paket Komponen Instalast
Listrik/Penerangan Bangunan 10 10 10 10 10 10
Kantor yang Disediakan
Jumiah Paket Peralatan dan
Perengkapan Kantor yang 12 12 12 12 12 12
Disediakan
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan
ocioruan i) 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumiah Paket Komponen Instatasi
L‘:MF'T:;;M“?E""" Z‘WWKMW Listrik/Penerangan Bangunan 10 10 10.000.000.00 10 10.000.000,00 10 10.000.000,00 10 10.000.000.00 10 10.000.000,00
g8 Kantor yang Disediakan
oL 20 P Paa 71.900.000.00 71.900.000,00 71.900.000,00 71.800.000,00 71.800.000.00
P an f 1 Kantor
Jumish Paket Peralatan dan
Tersedinnya Flsralatan dex; Periengkapan Kantor yang 12 12 71.900.000.00 12 7120000000 | 12 7190000000 | 12 7190000000 | 12 71.900.000,00
Periengkapan Kantor
Disediakan
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan 22.852.600.00 22.852.600,00 22.852.600,00 22.852.600,00 22.852.600,00
Tersedianys Barang Cetakan dan Jumiah Paket Barang Cetakan dan
P rilasn Penggandasn yang Disadiakan 4 4 22.852 600,00 4 22.852 600,00 4 22.852.600,00 4 22.852.600,00 4 22.852.600,00
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan 14.188.500.00 14.188.500,00 14.188.500,00 14.188.500,00 14.188.500,00
Perundang-undangan
Jumizh Dokumen Bahan Bacaan
Tersedianya Bahan Bacaan dan dan Peraturan
Peraturan P ang gan P ang-Unda yang 4 4 14.188.500.00 4 14.188.500,00 4 14.188.500,00 4 14.188.500.00 4 14.188.500,00
Disediakan
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan K SKPD 318.087.980.00 318.087.980.00 318.087.980,00 318.087.980.00 318.087.980,00
Jumish Laporan Penyelenggaraan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat | oo o) koordinasi dan Konsuitasi 80 60 318.087.080.00 60 318.087.980.00 60 318.087 980,00 60 318.087.960,00 60 318.087.980,00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD SKPD
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan P i 405.000.000.00 405.000.000.00 405.000.000.00 405.000.000.00 405.000.000,00
Daerah
T e dasn BMD Jumidah Unit Sarana dan Prasarana
s ket'),c; e L Pendukung Gedung Kantor atau 1 1 405.000.000.00 1 405.000.000,00 1 405.000.000,00 1 405.000.000,00 1 405.000.000,00
Bangunan Lainnya yang Disediakan|
Jumiah Unit Peralatan dan Mesin 5 5 5 5 5 5
Lainnya yang Disediakan
Jumish Paket Mebel yang
Disediakan 2 2 2 2 2 2
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 115.000.000.00 115.000.000.00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00
Tersedianya Mebel é".:se; ak;:k ot Mahel yeri) 2 2 115.000.000.00 2 115.000.000.00 2 115.000.000,00 2 115.000.000,00 2 115.000.0C0,00
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan
Per. dan Mesin Lai 250.000.000.00 250.000.000.00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
JersadinysReraialon e e Fgisi) ot Pakststati i Mok 5 5 25000000000 | 5 25000000000 | 5 26000000000 | 5 26000000000 | 5 250.000.000,00
Lainnya Lainnya yang Disediakan
5.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung 40.000.000.00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000.00 40.000.000,00
Kantor stau Bangunan Lainnya
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jumish Unit Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 1 1 40.000.000.00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00

Bangunan Lainnya

Bangunan Lainnya yang Disediakan|




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INi ! T
OUTCOME / KEGIATAN / i Ll 7 2026 2027 2028 2029 2030 P T | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
{01) (02) (03) (©4) (05) (08) (07) (08) (09} (10) (11) (12} (13) (14) (15)
SOLG1206 - Reryirion e 1.084.970.000,00 1,084.970.000,00 1.084.870.000,00 1.084.970.000,00 1.084.870.000,00
F yang Urusan P Daserah
s Jumish Laporan Penyediaan Jasa
: i lapgp.a? ki Komunikas!, Sumber Days Air dan 12 12 1.084.970.000.00 12 1.084.970.000,00 12 1.084.970.000,00 12 1.084.970.000,00 12 1.084.970.000,00
e TR, Listrik yang Disediakan
Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 12 12 12 12
Digediakan
Jumiah Laporan Penyediaan Jasa 4 1 1 1 1 4
Surat Menyurat
SULEE200 001> Panyixean kea 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Surat Menyurat
Teriaksananya Penyediaan Jasa Surat | Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Menyurat Surat M 2 1 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00
5.01.01:2.08.0002 - Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.000.000.00 300.000.000.00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
;’“‘2‘”:’“ Jifn:""“‘“’m“ Sumber-. |, munikasi, Sumbar Daya Alr dan 12 12 300.000.000.00 12 300.000.000.00 12 300.000.000,00 12 300.000.000,00 12 300.000.000,00
jichiafo Listrik yang Disediakan
201012 98.0004 - Panyadinon Jaen 781.970.000.00 781.970.000.00 781.970.000,00 781.970.000,00 781.970.000,00
Pelayanan Umum Kantor
Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Teemedianysleas Pelayansn Lnum Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 781.970.000.00 12 781.970.000.00 12 781.970.000,00 12 781.970.000,00 12 781.970.000,00
Koo Disediakan
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik
Daerah P jang Urusan P intahan| 189.046.739,00 180.046.739.00 189.046.739,00 189.046.739,00 189.046.739 00
Daerah
Jumizsh Kendaraan Perorangan
3 Dinas atau Kendaraan Dinas
Terpediharanya BMD dengan baik Johatar: Dipsli an 20 20 189.046.739.00 20 189.046.739.00 20 189.046.739,00 20 189.046.739,00 20 189.046.739.00
dibayarkan Pajaknya
Jumish Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang 1 1 1 1 1 1
Dipelihara/Direhabiitasi
Jumiah Mebel yang Dipelihara 2 2 2 2 2 2
Jumish Peralatan dan Mesin
La Dipelihara 5 5 5 5 5 5
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pojal: Kacdaras Perionsn Diids ot 100.000.000.00 100.000.000.00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Blaya |Jumiah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas| Jabatan Dipelihara dan 20 20 100.000.000.00 20 100.000.000.00 20 100.000.000,00 20 100.000.000,00 20 100.000.000,00
Jabatan dibayarkan Pajaknya
5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel - - - - =
Terlaksananya Pemelharaan Mebel Jumiah Mebel yang Dipelihara 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan
Par s sk Lakeasie 20.000.000.00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000.00 20.000.000,00
Terlaks ya P 1 P Jumiah Peralatan dan Mesin
dan Mesin Lsinnya Ls yang Di < 5 5 20.000.000.00 5 20.000.000,00 5 20.000.000,00 5 20.000.000,00 5 20.000.000,00
5.01.01.2.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabitasi Gedung 69.046.739.00 69.046.739,00 69.046.739,00 69.046.739.00 69.046.739,00

Kantor dan Bangunan Lainnya




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Perencanaan Pembangunan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / TOR BASELINE RANGKA
OUTCOME / KEGIATAN / iy w'n?g;c - TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEDAERAH 7 KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) 04) (05) (08) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Terlaksananya Jumizsh Gedung Kantor dan

Pemeliharaan/Rehabiitasi Gedung Bangunan Lainnya yang 1 1 69.046.739.00 1 69.046.739.00 1 69.046.739,00 1 69.046.739,00 1 69.046.739,00

Kantor dan Bangunan Lainnys Dipelihara/Direhabitasi

5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN.

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 1.892.400.900,00 1.892.400.900,00 1.892 .400.900.00 1.892.400.900,00 1.892 400.900,00

PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.5.05.0.00.02.00
A b ctian & Ak B, - K RKPD 00 - Badan
d % ket Kinegs 0 95 1.892.400.900.00 96 1.892 400.900,00 97 1.892 400.900.00 %8 1.892.400.900.00 98 1.892.400.900,00 | Perencanaan
perencanaan dengan RPJMD
Pembangunan
Daerah

SO O b S ekian R aputa) 1.483.375.500,00 1.483.375.500,00 1.483.375.500,00 1.483.375 500,00 1.483 375.500,00

dan Pendanaan

Te ya di p Jumish Berita Acara Musrenbang

permib S herah berk ¢ Kota 196046700 1 1.483.375.500.00 1 1.483.375.500,00 1 1.483.375.500,00 1 1.483.375.500.00 1 1.483.375.500.00

Jumish Telaahan Dokumen

Perencanaan Pembangunan 537684563 4 4 4 4 4
Daerah Daerah

Jumish Berita Acara Forum

Perangkat Daerah/Lintas Perangkat| 4000000 1 1 1 1 1
Daerah

Jumiah Berita Acara Konsultasi

Pubi 9000000 1 1 1 1 1
Jumiah Dokumen Rancangan Awal

RPJMD/RKPD (Sesusi Kebutuhan

Jika RPJMD Maka Rancangan s = “ 2 2 =
Teknokratik)

5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi

Daerah, P han, dan Isu S 692.648.000.00 692.648.000.00 692.648.000,00 692.648.000,00 692.648.000,00

Pembangunan Daarah

Tersedianya Analisis Kond:si Daerah, Jumizh Dokumen Rancangan Awal

Permasalahan, dan Isu Strategis RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan

Pembangunan Daerah di dalam Jika RPIMD Maka Rancangan 466557996 2 692.648.000,00 2 692.648.000.00 2 692.648.000,00 2 692.648.000,00 3 692.648.000,00

Rancangan Awal RPJMD/RKPD Teknokratik)

5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi

F Sniiahain Dokomert Poresa 639.702.500,00 630.702.500,00 639.702 500,00 639.702.500,00 639.702.500,00

F g Daerah Dokumen

Kebjakan Lainnya

Sinkronnya Dokumen Perencanaan Jumiah Telaahan Dokumen

Pembangunan Daerah dengan Dokumen | Perencanzan Pembangunan 537684563 4 639.702.500.00 4 639.702.500,00 4 639.702.500,00 4 639.702.500,00 4 639.702.500,00

Kebyakan Lain Daerah Daerah

5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan

Konsultasi Publi 13.700.000,00 13.700.000,00 13.700.000,00 13.700.000,00 13.700.000,00

Terlaksananya Konsultasi Publik ‘f"l’lm"’.““ Beris Ackn Kol 2000000 1 13.700.000.00 1 13.700.000,00 1 13.700.000.00 1 13.700.000,00 1 13.700.000,00

5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi

P Forum Perangk 14.560.000,00 14.560.000,00 14.560.000,00 14.560.000,00 14.580.000,00

Daerah/Lintss Perangkat Daerah

Terlak £ i Jumizh Berita Acara Forum

D‘; sanamm Fonn Parngkal Perangkat Daerah/Lintas Perangkat| 4000000 1 14.560.000.00 1 14.560.000,00 1 14.560.000,00 1 14.560.000,00 1 14.560.000,00

erah/Lintas Perangkat Daerah Dk

5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan

Musrenbang Ka Kota 122.765.000.00 122.765.000.00 122.765.000.00 122.765.000,00 122.765.000,00

Terlaksananya Musrenbang Jumizh Berita Acara Musrenbang " .

tenKota aten/Kota 198046700 1 122.765.000.00 1 122.765.000.00 1 122.765.000,00 1 122.765.000,00 1 122.765.000,00
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan

Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 222.050.000.00 222.050.000.00 222.050.000,00 222.050.000,00 222.050.000,00




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / TOR OUTCOM BASELINE RANGKA
OUTCOME / KEGIATAN / S OUTSST - TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 Psmw T KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
{01) (02) 03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumiah Dokumen Hasil Analisis
. Data untuk Penyusunan Kebgakan
Jermmnnya '”“’“h“"“ gasa Perencanaan Pembangunan 00650009 1 22205000000 | 1 22205000000 | 1 22205000000 | 1 2208000000 | 1 222.050.000,00
pembangunan Daerah (Semus Perencanaan
Pembangunan Daerah)
Jumiah Buku Profil Pembangunan
Daersh Diterbitkan 81344400 1 1 1 1 1
Jumizh Orang yang Dibina dalam
S 2 Okt 4 15427010 60 60 60 60 80

5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan

informasi Perencanaan Pembangunan 91.520.000,00 91.520.000,00 91.520.000,00 91.520.000.00 91.520.000,00

Daerah

Jumiah Dokumen Hasil Analisis

Tennputnya Analisis Data dan Infi Data untuk Penyusunan Kebgakan

untuk Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan 90655909 1 91.520.000.00 1 91.520.000,00 1 91,520.000.00 1 91.520.000.00 1 91.520.000,00

Daerah Daerah (Semua Perencanaan

Pembangunan Daerah)

5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan

Pemanfaatan Data dan Informasi

Per. R i P 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00

Daerah

Terbinanya Sumber Daya Manusia

Perangkat Daersh dalam Pemanfastan | Jumiah Orang yang Dibina dalam

Data dan Inf e Pemantaaian Dala dan info i 15427010 60 4.200.000,00 80 4.200.000,00 60 4.200.000,00 60 4.200.000,00 80 4.200.000,00

Pembangunan

5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil

Pamb an D ke 126.330.000,00 126.330.000,00 126.330.000,00 126.330.000,00 126.330.000,00

TFopmstus o Henpy Pty Jumiah Buku Profil Pembangunan | . g.44490 1 126.330.000.00 1 126.330.000.00 1 126.330.006,00 1 126.330.000,00 1 126.330.000,00

P g Daerah Kabup /K Daerah yang Diterbitkan

5.01.02.2.03 - Pengendafian, Evaluasi

dan Pelap Bidang P 166.935.400.00 166.935.400.00 166.935.400,00 166.935.400,00 166.935.400,00

Pembangunan Daerah

Tersusunnya laporan hasil reviu capaian | Jumiah Laporan Hasil Evaluasi

Eoiads Kinerja Pem i Dosahs 57285750 1 166.935.400.00 1 166.935.400.00 1 166.935.400,00 1 166.935.400,00 1 166.935.400,00

Jumiah Laporan Hasil
Pengendalian Perencanaan dan 81344400 8 8 8 8
Pelaksanaan Pembangunan

5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi

Pengendalian Perencanaan dan

Pealakeanaie Pomba Daerah di 126.330.000,00 126.330.000,00 126.330.000,00 126.330.000,00 126.330.000,00

Kabupaten/Kota

Terlaksananys Pengendalian I Laporan Hasil

Picancariaan dan Petaaanionn ndalian P dan 81344400 126.330.000,00 8 126.330.000.00 8 126.330.000,00 8 126.330.000,00 8 126.330.000,00

Pembangunan Daersh di Pengendalian Perencanaan .330.000, .330.000, .330.000 .330.000 .330.000,

ten/Kota Pelsksanaan Pembangunan

5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaiuasi

dan Peny Laporan Barkal 40.605.400,00 40.605.400,00 40.605.400,00 40.605.400,00 40.605.400,00

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Tersusunnys Laporan Hasil Monitoning % 2

dan Evaluasi Berkaia Pelaksanaan R L - %’:‘a: 57285750 s 40.605.400,00 1 4060540000 | 1 40605.40000 | 1 40.605.400,00 1 40.605.400,00

Pembangunan Daersh Fierj Pambangias -

5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah di 20.040.000,00 20.040.000,00 20.040.000,00 20.040.000,00 20.040.000,00

Bidang Pembangunan Daerah

Jumizh Dokumen Hasil Pembinaan
T laparan imph Sistem Informasi Pemerintahan
0 Daerah di Bidang Pembangunan 15427010 1 20.040.000,00 1 20.040.000,00 1 20.040.000,00 1 20.040.000,00 1 20.040.000,00

Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Dserah Pemerintah

Kabupaten/Kota




BIDANG URUSAN / PROGRAM /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKA’ E/ AT
OUTCOME / KEGIATAN / e TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERINCIAT | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (08) 07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 4 (15)
Jumish Dokumen Hasil Penerapan
Sistem Informasi 5560
Daerah di 8idang Pembangunan % U 3 1 g &
Daerah
5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem
Informasi Pemerintahan Dasrah di 15.840.000.00 15.840.000.00 15.840.000,00 15.840.000,00 15.840.000,00
Bidang Pembangunan Daerah
7 Jumiah Dokumen Hasil Penerapan
Terlaksananya Penerapana Sistem Siatem Informaial Pemarint
Informasi Pemerintahan Daerah di i P 6568000 1 15.840.000.00 1 15.840.000,00 1 15.840.000,00 1 15.840.000,00 1 15.840.000,00
Bidang Pambengunan Dasrah Daerah di Bidang Pembangunan
g Daerah
5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem
iy P""‘f";‘:';:m“ a 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00
Pemerintah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pem n Sistem Jumiah Dokumen Hasil Pembinaan
Informasi Pemenntahan Daerah di Shie} 3 2 Femmoriahan
Bidang Pembangunan Daerah Daerah di Bidang Pembangunan 15427010 1 4.200.000,00 1 4.200.000,00 1 4.200.000,00 1 4.200.000,00 1 4.200.000,00
Pemerintah Kabupaten/Kota Dastsh Pamesintsh
o Kabupaten/Kota
5.01.03 - PROGRAM K( INAST DAN
SINKRONISASI PERENCANAAN 1.062.689.500.00 1.062.689.500.00 1.062.689.500.00 1.062.689.500.00 1.062.689.500.00
PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.5.05.0.00.02.00
3 00 - Badan
”""'"9""”"‘:‘ ezl el 1 paian target progr 0 o1 1.062.689.500.00 | 92 1.062689.500.00 | 93 106268950000 | 94 1.062.689.500.00 | 95 1.062.689.500.00 | Perencanaan
L 2o Pembangunan
Daerah
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan| 260.310.000,00 260.310.000,00 260.310.000,00 260.310.000,00 260.310.000,00
Manusia
Jumiah Dokumen Perencanaan
Tersusunnya laporan hasil koordinasi Pembangunan Daerah Bidang
bidang Pemerintahan dan Pembangunan n Manusia yang 096599742 3 260.310.000,00 3 260.310.000,00 3 260.310.000,00 3 260.310.000,00 3 260.310.000,00
Manusia Dikoordinir Penyusunannya
(RPJPD. RPJMD dan RKPD)
Juméah Laporan Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja dengan
RKPDIRPJMD pada Bidang 111668799 12 12 12 12 12
Pemerintahan
Jumézh Laporan Hasil Asistenst
Penyusunan Dokumen
P P inan 227386200 5 5 5 5 5
Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasl
;,e' nSF| = 'm:[.)*mh 117.190.000,00 117.190.000,00 117.190.000,00 117.190.000,00 117.190.000,00
Bidang Pemerintshan
Sinkronnya Renstra/Renja dengan JRinstenr:r;eHas;:‘Smwomaaa
RKPD/RPJMD pada Bidang RKPD/RPJMJD pazg Bidang 111668799 12 117.190.000,00 12 117.190.000.00 12 117.190.000,00 12 117.190.000,00 12 117.190.000,00
Pemerintshan Pemerintahan
5.01.03.2.01.0005 - Koordinas|
Peayusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daersh Bida 34.400.000.00 34.400.000,00 34.400.000,00 34.400.000,00 34.400.000,00

ng
Pembangunan Manusia (RPJPD, RPIMD)

dan RKPD)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / TOR BASELINE RANGKA
OUTCOME / KEGIATAN / MO omggfmousl TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEDAERAH 2 KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
{01) (02) {03) (04) (05) (06) (07} (08) (09) (10) (11) (12) (13) {14) (15)

Terkordinirnya Penyusunan Dokumen {P:m Dokl::el;) Per'e Bida:;n

Parencaniaan Pembangunan Daersh . | o oy o Mariisia yang 06590742 3 as40000000 | 3 3440000000 | 3 asac000000 | 3 asa0000000 | 3 34.400.000,00

Bidang Pembangunan Manusta (RPJPD. Dikoordinir Penyu nnya

e 1 (RPJPD. RPJMD dan RKPD)

5.01.03.2.01.0006 - Asistensi

Py Dok P

Pemb. an Perangkat Daerah Bidang 108.720.000,00 108.720.000.00 108.720.000,00 108.720.000.00 108.720.000,00

Pembangunan Manusia

e = e Jumiah Laporan Hasil Asistens!

Dol Par et Panyusunan Dokumen

¥ 9" | Perencanaan Pembangunan 227386200 5 108.720.000.00 5 108.720.000.00 5 108.720.000,00 5 108.720.000,00 5 108.720.000,00

Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Dserah Bidang

iz Pembangunan Manusia

5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan

Bidang Perekonomian dan SDA {Sumber 348.709.500.00 348.709.500,00 348.709.500,00 348.709.500,00 348.709.500,00

Daya Alam)

Iz = hasi koordi Jumiah Laporan Hasll Sinkronisas:

> T da Renstra/Renja dengan
Bidang Perekonomian dan SDA RKPDRPMD Bidang 205889301 2 348.709.500.00 2 348.709.500.00 2 348.709.500,00 2 348.709.500,00 2 348.709.500,00
(Sumber Daya Alam) P SR
Jumdah Laporan Hasll Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan A0 ! 1 1 1 1
Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian
Jumiah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang SDA
yang Dikoarin P i3 38300000 3 3 3 3 3
(RPJPD. RPIJMD dan RKPD)

5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanasn

g i Pvanas) = ey 108.720.000,00 108.720.000.00 108.720.000 00 108.720.000,00 108.720.000,00

Parangkat Daerah Bidang Pereh;norman

Jumish Laporan Hasil Pelaksanaan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi | Monitoring dan Evaluasi

Penyusunan Dokumen P 1aan Peny Dokumen

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang] £ PG . 30762000 1 108.720.000.00 1 108.720.000,00 1 108.720.000,00 1 108.720.000,00 1 108.720.000,00

Perekonomian Perangkat Daerah Bidang

Perekonomian

5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi

Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisas!

- icin Pem i Piata 208.539.500,00 208.538.500,00 208.539.500,00 208.539.500,00 208.539.500.00

Bidang Perekonomian

Sinkronnya Renstra/Renja dengan ;uens Laporam r;:a!::‘Smkxomsasa

RKPD/RPJMD pada Bidang RKPD:RPJM’D pazga Bidang 205889301 2 208.539.500.00 2 208.539.500.00 2 208.539.500.00 2 208.539.500,00 2 208.539.500.00

ek b Perekonomian

$.01.03.2.02.0005 - Koordinasi

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pem nD Bidang SDA 31.450.000.00 31.450.000,00 31.450.000,00 31.450.000,00 31.450.000,00

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Jumish Dokumen Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Bidang SDA

Bidang SDA (RPJPD. RPIMD dan yang Dikoordinir P unannya 38300000 3 31.450.000,00 3 31.450.000,00 3 31.450.000,00 3 31.450.000,00 3 31.450.000,00

RKPD) (RPJPD. RPIJMD dan RKPD)

SOL 203" Yoo el Dacony e 453.670.000,00 453.670.000,00 453.670.000,00 453 670.000,00 453.670.000,00

i+ dan Kewilayah

Bidang Infr: L




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
TOR OUTC! ! RANGKA
OUTCOME / KEGIATAN / Lt OUTPUT ORE TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEDAERA.H : KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) 03) (94) (05) (06) (07) (08) (09) (19) (11) (12) (13} (14) (15)
umish Dokumen Perencanaan
Tersusunnya laporan hasil koordi Fawtany Dpiucah Eidarg
Bidang | i dan K = Kewilayahan yang Dikoordinir 53169000 2 453 .670.000.00 2 453.670.000,00 2 453.670.000,00 2 453.670.000,00 3 453.670.000,00
= Penyusunannya (RPJFD. RPJMD
dan RKPD)
Jumish Laporan Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja dengan
RKPD/RPMD pada Bidang ANCBI276 2 2 % 7 Z
Infrastruktur
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisas!
Paranianaan Fembagnise Dash 413.890.000.00 413.890.000.00 413.890.000,00 413.890.000,00 413.890.000,00
Bidang Infrastruktur
Jumish Laporan Hasil Sinkronisasi
Sinkronnya Renstra/Renja dengan Renstra/Renja dengan
RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | RKPD/RPUMD pada Bidang 430287574 2 413.890.000,00 2 413.890.000.00 2 413.890.000,00 2 413.890.000,00 2 413.890.000,00
infrastruktur
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi
Penyusunan Dok P
Pembangunan Daersh Bidang 39.780.000,00 39.780.000,00 39.780.000,00 39.780.000,00 39.780.000,00
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
Teriaksananya Koordinas| Penyusunan e DOKBn Da:::: waan
Dokumen Perencanaan Peml unan o .
Kewilayahan yang Dikoordinir 53169000 2 39.780.000.00 2 39.780.000,00 2 38.780.000,00 2 39.780.000,00 3 39.780.000.00
Dserah Bidang Kewilayahan (RPJPD. Penyustunannya (RPJPD. RPIMD
RPJIMD dan RKPD) dan RKPD)
S8 2FENE AN ERN 213232801000 2.132.328.010,00 | 2432.328:010.00 2:132:328.010,00 2432328.010,00
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN 7 > : =
PENGEMBANGAN DAERAH 2.132.328.010,00 2.132.328.010,00 2.132.328.010,00 2.132.328.010.00 2.132.323.010.00
5.01.5.05.0.00.02.00
Meningkatkan jumiah penelitian selaras - - 00 - Badan
dengan kebutuhan strategis dan priordas ',““'““ o7 ”d":‘m}’f“g e 0 91 1510454.12000 | 92 151045412000 | 93 151045412000 | 94 151045412000 | 95 1.510.454.120,00 | Perencanaan
pembangunan daerah Pembangunan
Daerah
5.05.02.2.01 - Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan P Sl 534.225.800,00 534.225 800.00 534.225 800,00 534.225 800,00 534.225 800,00
Pangkajian Peraturan
Jumiah Laporan Hasll Pelaksanaan
Tersusunnya dokumen penelitian dan Fasiitasi, Pelaksanaan dan
pengemb bidang penyelenggaraan | Evaluasi Peneliian dan 1 1 534.225 800,00 1 534.225 800,00 1 534.225 800,00 1 534.225 800,00 1 534.225.800,00
p intahan dan pengkajian p Peng gan Bidang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Jumiah Laporan Hasil Pelaksanaan
Fasiiasi, Pelaksanaan dan
Evaluasi Penelitian dan 3 3 3 3 3 3
Pengembangan Bidang
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Jumiah Laporan Hasil Pelaksanaan
Fasiitasi dan Evaluasi Pelaksansan 3 3 3 3 3 3
Kegiatan Data dan Pengkajian
Peraturan
5.05.02.2.01.0001 - Fasilitasi,
Sl sanag pan Dk st Kopatiton o 24.356.800,00 24,356 800,00 24.356.800,00 24.356.800,00 24.356.800.00

Pengembangan Bidang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
S INDIKA’ 'TCOME / X RAN T
OUTCOME / KEGIATAN / kit TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 Py | xeTEraNGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
{01) | (02) (03) 04) (05) (06) (07) (08) (08) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Terlaksananya Fasilitas), Pelaksanaan Supptat Laporars Hol Pl o
dan Evaluasi Penelitian dan Feaslicsl; Piakseranan dan
Evaluasi Penelitian dan 1 1 24.356 800,00 1 24.356 800,00 1 24.356.800,00 1 24.356.800,00 1 24.356.800,00
Pengembangan Bidang Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah P O Daerah
5.05.02.2.01.0003 - Fasifitasl,
Rl o “m“ TS San 263.087.600.00 263.087.600.00 263,087.600,00 263.087.600,00 263.087.600.00
dan rI'(etatﬂa‘icsanaaﬂ i
Terlaksananya Fasilitasi. Pelaksanaan A . an ek Pelak o
dan Evaluasi Penelitian dan Fasilitas). Pelakaariasn dan
g Evaluasi Peneliian dan 3 3 263.087.600,00 3 263.087.600,00 3 263.087 600,00 3 263.087.600,00 3 263.087.600,00
Pengembangan Bidang Kelembagasan Bid
dan Ketatalaksanaan Pengem & vang 1ok
K gaan dan anaan
5.05.02.2.01.0014 - Fasilitasi dan
Eval Pelak Kege Data dan| 246.781.400,00 246.781.400.00 246.781.400,00 246.781.400,00 246.781.400,00
Pengkajian Peraturan
Terlaksananya Fasiiitasi dan Evaiuasi é:s ditasi dal & aEr‘: mﬁﬁm :;,'1
Pelaksanaan Kegiatan Data dan 2 3 3 246.781.400.00 3 246.781.400.00 3 246.781.400,00 3 246.781.400,00 3 246.781.400,00
ajian Poraturan Kegiatan Data dan Pengkajian
g Peraturan
5.05,02.2.03 - Penelitian dan
Pengembangan Bidang Ekonomi dan 976.228.320,00 976.228.320.00 976.228.320,00 976.228.320,00 976.228.320 00
Pembangunan
Te ya doki P ian dan Jumish Dokumen Hasil Penelitian
Pengembangan Bidang ek dan dan Pengembangan Perindustri 2 2 976.228.320.00 2 976.228.320,00 2 976.228.320,00 2 976.228.320,00 2 976.228.320,00
pembangunan dan Perdagangan
Jumish Dokumen Hasil Penelitan
dan Pengembangan Lingkungan 2 2 2 2 2 2
Hidup
5.05.02.2.03.0002 - Peneliian dan
Pengembangan Perindustrian dan 347.742.320,00 347.742.320.00 347.742.320,00 347.742.320,00 347.742.320,00
Perdagangan
Terlaksananya Penelitian dan Jumiah Dokumen Hasil Penelitian
Pengembangan Perindustrian dan dan Pengambangan Perindustrian 2 2 347.742.320,00 2 347.742.320,00 2 347.742.320,00 2 347.742.320,00 2 347.742.320,00
Perdagangan dan Perdagangan
5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan
pe o Engingsn Hkap 628.486.000.00 628.486.000.00 628.486.000,00 628.486.000,00 628.486.000,00
Tettaksananya Pencltion dan Jumiah Dokumen Hasil Penalitian
Patt gan Lingkungan Hidip ;:?:uieﬂmn Lingkungan 2 2 628.486.000,00 2 628.486.000.00 2 628.486.000,00 2 628.486.000,00 2 628.486.000,00
Meningkatkan kematangan inovasi Persentase inovas| yang ditetapkan
v h 6525 75 621.873.890.00 80 621.873.890,00 as 621.873.890,00 90 621.873.890,00 91 621.873.890.00
SOR0E.2 O s Penoestteinoad locyact 621.873.890,00 621.873,890.00 621.673.890,00 621.873.890,00 621.873.890,00
dan Teknologi
Tountsunnys dokurien hasl kafien Jumiah Dokumen Hasil Penelitian,
peneitian Peng gan, dan P y 336935099 2 621.873.890.00 2 621.873.890.00 2 621.873.890,00 2 621.873.890,00 2 621.873.890,00
di Bidang Teknologi dan Inovasi
Jumizh Laporan Hasil Pelaksanaan
Diseminasi Jenis, Prosedur dan
Metode Penyelenggaraan 1 1 1 1 1 1
Pemerintahan Daerah yang Bersifat
Inovatif
5.05.02.2.04.0001 - Penelitian,
Pengembangan, dan P N 1 di 412.201.400.00 412.201.400.00 412.201.400,00 412.201.400,00 412.201.400,00
Bidang Teknologi dan inovasi
Terlaksananya Penelitian, Jumiah Dokumen Hasil Penelitian,
Pengembangan, dan Perekayasaand | Pengembangan, dan Perekayasaan| 336835009 2 412.201.400,00 2 412.201.400.00 2 412.201.400,00 2 412.201.400,00 2 412.201.400,00

Bidang Teknologi dan Inovasi

di Bidang Teknologt dan Inovasi




BIDANG URUSAN / PROGRAM /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Pemenntahan Daerah yang Bersifat
Inovatif

Terfaksananya Diseminasi Jenis,
Prosedur dan Metode Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang Bersifat
Inovatif

Jumiah Laporan Hasil Pelaksanaan
Diseminasi Jenis, Prosedur dan

Metode Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang Bersifat

Inovatif

200.672.490.00

209.672.490.00

200.672.490,00

200.672.490,00

209.672.490,00

OUTCOME / KEGIATAN / SR 'mo : tOSTTCOME "1 vaHuN 2026 2027 2028 2029 2030 PED' AEU u RA'G ';AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
{01) {02) {03) {04) {05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) {15)
5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis,
Srpsads can WMotods Paeymlecpgaman 200.672.490.00 200.672.480.00 200.672.490,00 200.672.480.00 200.672.490,00

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR
RENSTRA
PEMERINTAH KOTA KEDIRI

NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN / SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(07)

(02)

(03)

(04)

(05)

5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Pere

ncanaan Pembangunan Daerah

1,

5.01.02 - PROGRAM
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

Meningkatkan keselarasan

dokumen perencanaan

5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

5.01.02.2.01.0001="Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu
Strategis Pembangunan Daerah

5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik

5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah




5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah

5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data’'dan Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota

5.01.02.2:03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan
Pembangunan,Daerah

5.01.02.2.03:0001 - Keerdinasi Pengendalian Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan,Daerah di Kabupaten/Kota

5:01.02.2.03.0003# Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di
Bidang:Pembangunan Daerah

5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di
Bidang Pembangunan Daerah

5.01.02.2:04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di
Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

5.01.03 - PROGRAM
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI
PERENCANAAN

Meningkatkan ketercapaian
program pembangunan
daerah

5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi




PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dekumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)

5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
(Sumber Daya Alam)

5.01.03.2.02.0003 - PelaksanaandMonitoring dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian

5.01.03.2.02.0004 -Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang/SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan

5.01.03.2.03.0004-=Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

5.05.02 - PROGRAM
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Meningkatkan jumlah
penelitian selaras dengan
kebutuhan strategis dan
prioritas pembangunan

5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

5.05.02.2.01.0001 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan




daerah

Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

5.05.02.2.01.0003 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang Kelembagaan‘dan Ketatalaksanaan

5.05.02.2.01.0014 - Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan
Pengkajian Peraturan

5.05.02.2.03 - Penelitiandan Pengembangan Bidang Ekonomi dan
Pembangunan

5.05.02.2.03.0002"- Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan
Perdagangan

5.05.02.2:03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

Meningkatkan kematangan
inovasi daerah

5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi.dan Teknologi

5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di
Bidang Teknologi dan'Inovasi

5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif




4.2. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri
Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perumusan
indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan dengan
melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas{dan fungsi Perangkat
Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian’ tujuan dan sasaran dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah terakhir
adalah identifikasi indikator dan target Kinerja »Perangkat, Daerah yang
berkontribusi langsung pada pencapaian<tujuan dan sasaran dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah{(RPJMD).

Di dalam sub bab ini, akan dibahas mengenaifindikator kinerja“dari Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mengacu pada tujuan dan
sasaran Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Kediri Tahun 2025-2029. Indikator kinerja tersebut secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapaisselama, kurun waktu 5 (lima) tahun
mendatang sebagai komitmen untuk'méndukung pencapaian tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri. Dengan
demikian indikater kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan
apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau
tidak: Indikator, Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA KEDIRI

8 TARGET TAHUN
NO INDIKATOR saTuan  (PASELLE TARUN KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
1. 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Nilai 72,49 72,99 73,19 74,55 78,45 79,72 80,21
Instansi Pemerintahan (SAKIP)
3 Indeks Inovasi Daerah Angka 51,52 5186 518 52 52,25 52,5 53
4. Nilai Sakip komponen perencanaan Nilai 2325 233 2335 234 235 238 24
5. Persentase indikator kinerja sasaran | % 83,87 90 91 92 93 94 95
RPJMD berkategori berhasil
6. Persentase pertumbuhan inovasi daerat % 16,13 16,5 16,75 17,25 17,5 17,75 18

Setelah membahas mengenai Indikator Kinerja)\Utama (IKU), penting untuk memahami konsep Indikator Kinerja Kunci (IKK)
sebagai bagian dari sistem pengukurankinerja yang lebih\luas. IKK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian
tujuan organisasi pada tingkat yang lebih spesifik, dibandingkan dengan IKU. Berikut Indikator Kinerja Kunci Bappeda Tahun 2025 -
2029:



TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA KEDIRI

TARGET TAHUN

N o B ’ <
NO INDIKATOR STATUS | satuan | (PASELRNE = KETERANGAN
| (01) (3 04) ik @) (%8) (09) 1) (i
1. 5.01 - PERENCANAAN
2 Py p target prog| positif % 0 90 9N 92 93 94 95
3. Persentase larget kinerja RKPD dengan % 94 95 96 97 98 98
RPIJMD
4. 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5. Persentase inovasi yang ditetapkan sebagal | positil % 65.25 70 75 80 B85 90 at
inovasl daerah
6. Persentase penelitian yang sesuai dengan | positil % (1] 90 91 92 a3 94 95
prioritas daerah




BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Tahun 2025-2029 telah disusun sebagai dokumen perencanaan jangka
menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda
selama lima tahun ke depan. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi
dasar dalam mewujudkan pembangunan daerah yang<efektif, efisien, dan
berorientasi pada hasil.

Dalam penyusunannya, Renstra Bappedas Tahun, 2025-2029 telah
mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk Kkebijakan®nasional, kebijakan
pembangunan daerah, serta aspirasi masyarakat yang terangkum dalam
dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Selain itu, Renstra ini juga telah melalui
proses koordinasi dan sinkronisasi dengan, perangkat daerah lainnya guna
memastikan keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan disusunnya Renstra, Bappeda Tahun,2025-2029 ini, diharapkan
seluruh jajaran Bappeda dapat ‘menjalankan tugas dan,fungsinya dengan lebih
terarah dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun 2025-
2029 ini sangat bergantung pada komitmen dan Kerja sama seluruh pemangku
kepentingan, baik di tingkat pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor
swasta. Olehgdkarena itu, sinergi dan kolaborasi yang kuat akan menjadi kunci
utama dalam mewujudkan visSispembangunan daerah yang lebih maju, berdaya
saing dansberkelanjutan.

Demikian, » Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai
pedoman bagi “seluruh jajaran dalam merencanakan dan melaksanakan
pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Semoga dokumen ini dapat
menjadi landasan yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah

ditetapkan.



N RENSTRA

- 2025
= 2029

M KOTA KEDIRI

KEDI-SYU



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Alloh SWT, atas tersusunnya Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri Tahun 2025-2029. Renstra ini
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri
Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Kediri. Rancangan Renstra memuat Tujuan, Sasaran,
Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Kediri Tahun 2025 - 2029. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran Kegiatan
berupa indikator kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan
yang terpadu dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renstra ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014.

Renstra ini disusun sebagai panduan operasional dalam merealisasikan visi dan
misi Pemerintah KotaKediri yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
Dokumen RPJMD tersebut telah melalui berbagai tahapan penting sejak awal
tahun 2024, seperti penyusunan rancangan teknokratik dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS), serta melibatkan kolaborasi tim teknis, DPRD, dan
masyarakat sebelum akhirnya disahkan oleh Walikota dan Wakil Walikota
terpilih.

Renstra Bakesbangpol KotaKediri ini memuat komitmen dan strategi
kelembagaan untuk mewujudkan ketahanan nasional, kerukunan sosial,
penguatan moderasi beragama, pengembangan partisipasi masyarakat, serta
peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian integral dari arah
kebijakan RPJMD.

Sebagai panduan lima tahunan, Renstra ini dijadikan acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya, menjamin
konsistensi dan sinergi antarprogram OPD. Kami berharap dokumen ini dapat
menjadi pijakan bagi seluruh civitas Bakesbangpol dalam menjalankan tugas.
Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang
telah memberikan dukungan dan kontribusi, sehingga Renstra ini tersusun
dengan baik dan komprehensif.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi setiap upaya kita dalam

membangun Kota Kediri yang maju, agamis, produktif, aman dan ngangeni.

Kediri, Juli2025 ~

NIP, 19780811 199803 2 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR et e e e
DAFTAR IST o et e e e e e e e
BAB 1 PENDAHULUAN oot ree e e e s
11, Latar Belakang ..ccccccoveoveeeeieece e eeeeeesee s
1.2 Landasan HUKUM  ..oooceeieieeceeeeee e adiaBine.
1.3 Maksud dan Tujuan  ......ccceeeeeeueeeeidionneeernints
1.4 Sistematika Penulisan  ..............de.oceeetboeceveneen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAKESBANGPOL" ..........0 .2
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ...............
2.2 Sumber Daya Bakesbangpol ...h...ccooiinaes
2.3 Kinerja layanan Bakesbangpol, ...
2.4 Kelompok Sasaran Layanan ..

BAB III

BAB 1V

2.5 Permasalahan Dan Isu Strategis Bakesbangpol
2.6  ldentifikasi Permasalahan,Berdasarkan Tugas Dan

Fungsi Pelayanan'Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ..

2.7  Penentuan Isu-Isu Strategis 4 et cvecees i,

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN...

3.1 Rumusan'Tujuan Dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa
IDE VN S0 U1 5 § 2 SRR

3.2 Cascading Kinerja Badan‘/Kesatuan Bangsa Dan Politik ..

3.3, Strategi Dan Arah Kebijakan .........ccccccviviiiiiiiennne

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN ... e

4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dalam Mencapai

Kinerja Bakesbangpol.......nenenseneeseeeesseeseeseesssssesseeses

4.2 Indikator kinerja Bakesbangpol .........cccccconinnnnn.

PENUTUP ..o e e e

W W N R =

(o))

10
12

13
14

16
19

21

21

22
28

30

30
35

37

1



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di
dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan
wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ini
kemudian dituangkan dalam dokumen - dokumen perencanaan, baik untuk
jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun), maupun
jangka pendek (tahunan). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakanlandasan utama
dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam, rangka pelaksanaan
pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan‘sinergis, baik antar daerah,
antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-Undang tersebut adalah
diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah’ untuk menyusun remncana Kkerja
sebagai acuan dalam penyelenggaraand pembangunan, baik untuk jangka
menengah (lima tahunan) maupun’ jangka Ppendek (tahunan). Untuk
perencanaan jangka menengah disusun® dalam bentuk Rencana, Strategis
(Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal @1 Ayat (7), yaitu “Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja, Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Renstra-SKPD,yadalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.”

Hal ini kembali ditegaskan'dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa
“Perangkat Daerah menyusun rencanasstrategisndengan berpedoman pada
RPJMD”, yang selanjutnya dijelaskan dalam pasal (2) yaitu “Rencana Strategis
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan,
sasaran, program, dan Kkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Sekretariat DPRD (Setwan) memiliki peran strategis dalam perumusan
kebijakan pembangunan daerah guna mewujudkan visi dan misi pembangunan
yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat
DPRD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang
menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja
perangkat daerah. Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu
pada dokumen perencanaan nasional dan daerah, seperti Rencana
Pembangunan, Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan disusun oleh
Pemerintah Daerah. Renstra ini menjadi acuan dalam penjabaran program dan
kegiatan strategis yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga
diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri juga perlu
memperhatikan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI, serta Renstra Sekretariat
DPR Provinsi Jawa Timur (Sekretariat DPRD Prov). Selanjutnya Renstra
Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar dalam
perencanaan tahunan Sekretariat DPRD, yaitu dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Kediri.
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Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)

DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD

(Setwan) Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah:.sebagai berikut :

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang, Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam lingkungan, Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Dalam Daerah'Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sébagaimana telah diubah dengan -2-
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentangPembentukan Kota-Kota Besar
dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran.Negara Republik Indonesia Nomor
551);

Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pémbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 /tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian Dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan
Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun
2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil
Sekretariat DPRD beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan
komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran, Sekretariat DPRD
secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan ‘dapat mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang berkaalitas guna mendukung sasaran
dan tujuan Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunandRenstra Sekretariat DPRD Kota Kediri
Tahun 2025 - 2029 adalah:

a. Menjadi kerangka dasar bagi Sekretariat DPRD Kota Kediri dalam
melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2029, dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Kediri Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat
DPRD Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui
penetapan target-target kinerja'sebagail alat ukur kinerja;

c. Menyediakan pedoman dalam penyuSunan Renja Sekretariat DPRD Kota
Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya
menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana, Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2025-
2029 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat
Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat
Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,
Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan
Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi,
kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan



Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat
Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota
Kediri
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Kediri
Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki
Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Kediri
Mengemukakan capaian-capaian pentingf{yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode
sebelumnya, mengemukakan capaianprogram prioritas Perangkat
Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode
sebelumnya,

2.4 Kelompok Sasaran Layanan
Berisi tentang penerima manfaat layanan yang diberikan oleh
Perangkat Daerah sebagai bentuk perencanaan dan pengukuran
kinerja Perangkat Daerah “terarah, ,terukur dan berdampak
langsung

2.5 Permasalahan dan,Jsu Strategis Sekretariat DPRD
Berisi permasalahansdan isu - isu startegis layanan Sekretariat
DPRD

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab’ini mengemukakan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat
DPRD, kemudian dilengkapi dengan C€Cascading Kinerja Sekretariat
DPRD 'serta Penahapan Pembangunan upaya sistematis untuk
memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai
dengan visi, misiddan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGA
RAAN URUSAN

Pada bab ini memuat tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan
serta target Kinerja, baik dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra
PD maupun /dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian terhadap perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAAN
DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Sekretariat DPRD mempunyai
kedudukan sebagai unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan, urusan
penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian serta di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Dengan Kedudukan tersebut Sekretariat DPRD mempunyaiftugas membantu
Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjaditkewenangan daerah
di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan.administrasi dan pemberian
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Secara rinci Sekretariat DPRD
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Memfasilitasi rapat DPRD
b. Melaksanakan pengelolaan tata usaha, perpustakaan dan keuangan DPRD
c. Melaksanakan dan mendukung tugas DPRD

Adapun susunan organisasi beéserta uraian " tugas dari setiap unsur
organisasi Sekretariat DPRD Kota Kediri-adalah sebagai berikut :

a. SEKRETARIS DPRD

Sekretaris DPRD" mempunyai ‘tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatans administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD¢#dan, menyediakan serta mengkordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun fungsi
Sekretaris DPRD adalah sebagai berikut :

> Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD

> Penyelengaraan administrasi keuangan DPRD

» Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD

> Penyediaan danpengkordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

> pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya

b. BAGIAN UMUM

Menyelenggarakan kegiatan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan,
rumah tangga, keuangan, perjalanan dinas dan penerimaan tamu. Adapun fungsi
Bagian Umum adalah sebagai berikut :

» pelaksanaan surat menyurat
> penyiapan rencana perjalanan dinas Sekretariat DPRD

> penyusunan program kegiatan bidang tata usaha, kepegawaian perlengkapan
dan rumah tangga Sekretariat DPRD

» penyusunan usulan rencana kerja Sekretariat DPRD

» pengelolaan keuangan DPRD dan pembukuan realisasi keuangan serta
pelaporan

» pemprosesan kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kemampuan
Pegawai dan kesejahteraan pegawai

> pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai



dengan bidang tugasnya

Bagian Umum membawahi 1 (satu) sub bagian yaitu:
1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
» mengkoordinasikan penyusunan program
> menyusun rencana anggaran
> menyusun rencana perubahan PAK dan membuat perhitungan
> mengelola keuangan dan pembukuan realisasi anggaran
» rutin/pembangunan serta laporan pertanggungjawaban
> mengelola gaji pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD

» menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha serta
pemeliharaan dan keamanan kantor

> mengelola administrasi kepegawaian
» mengadakan pengawasan dan pengendalian anggaran
> meningkatkan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pengawai

> menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan
tata laksana

> melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan,oleh Kepala'Bagian Umum
sesuai dengan bidang tugasnya

c. BAGIAN PERSIDANGAN DAN KEHUMASAN

Bagian Persidangan dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan
menyelenggarakan rapatrisalah, protokol, koordinasi dan konsultasi kegiatan
DPRD, kehumasan dan dokumentasi, mempunyai fungsi :

> fasilitasi kegiatan pengawasan pényelenggaraan pemerintahan
> fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi DPRD

> penyiapan penyelenggaran rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD baik
administrasi maupun tata tempat

> pelaksanaan keprotekolan
> pelaksanaan pembuatan risalah rapat-rapat DPRD
> pelaksanaan/kehumasan dan dokumentasi kegiatan

> pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai
dengan bidang tugasnya

d.« BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMENTASI
Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi mempunyai tugas mengkaji

dan mengevaluasi hasil produk hukum dan mendokumentasikan produk -
produk “hukum.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud. Untuk
melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Perundang — undangan dan Dokumentasi
mempunyai fungsi :

> pelaksanaan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

> fasilitasi kegiatan pengkajian dan penelitian hasil produk hukum daerah

» pelaksanaan dokumentasi produk-produk hukum dan perpustakaan
Sekretariat DPRD

> fasilitasi pengelolaan aspirasi masyarakat

> fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD

> fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD
> fasilitasi pembahasan kerja sama daerah

> fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD
sesuai dengan bidang tugasnya

e. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



Kelompok Jabatan Funsional Mempunyai Tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional
sesuai dengan bidang keahliannya

Berikut disajikan gambar Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sesuai
dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD
(Setwan) Kota Kediri.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

BACAN ORCANISASI LAMPIRAN 1 FERATURAN WALIKOTA KEDIRI
SEXKRETARIAT DEWAN PERVAKILAN RAKYAT DAERAH ¢ > A 4

| SEKRETARIS DPRD |

DAGIAN DAGIAN PERSIDANG AN BAGIAN PERUNDANG
U ML M DAN KEN MASAN URDANCAR DAM
DOKUMERTAS
—_— R ————————
T
BUB BAGIAN SUB-K 04D DAY <&, L T LOADOR TAEATA
TATA USAHA e IR

T

l

Salinan seaunal dengan aslinya
&N SEUEEEARIS DAERA » KEDIF]
LSKERPAEE Aql_-} ? "

WALIKOTA KECARI,

W y,
o ‘v x5 AN

L\l ted

L'y _,-.;,;3--' ¢

Refapeatd 2w D oIN, SHOMH,
Penata Tin
NIP. 197680810 20060

ABDULLAH ABU BAKAR




2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD,
maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang
lainnya.

2.1.1. Sumber Daya Manusia / Aparatur

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Sekretariat DPRD Kota
Kediri (per Maret 2025) berjumlah 68 orang adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Sekretariat DPRD Kota Kediri

Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

N TINGKAT PENDIDIKAN
JABATAN
o SLT | SM | D | D
SD p U 1 3 D4 S1 S2 S3
PEGAWAI ASN
1 | Eselon II ; - - : - - B 1 -
2 | Eselon III ) - £ ) - i 5 1 )
3 | Eselon IV } - - - - - 1 > -
4 Jabatan Fungsioal Tertentu ] )
(FT) - - A - - 2 1 -
5 Jabatan Fungsionan 5 i
Umum(JFU) - - - - 7 -
Jumlah \ - 5| _ ) 12 3 )
PEGAWAI NON ASN
1 | Tenaga Outsorcing ) - 48 | ) ) - - )
Jumlah | > 48 | ) ) - - )
JUMLAH TOTAL PEGAWAI ) - 53| ) ) 12 3 )

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)

2.1.2.«< Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang.dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Sekretariat DPRD) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya
adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rincian Aset Tetap tahun 2025

NO NAMA/BARANG DUBUTUHKAN | TERSEDIA | KURANG
Bangunan Gedung Kantor . .
1 Permanen (Kantor DPRD) 1 unit 1 unit i
Kendaraan Dinas/Operasional -
2 Roda empat 5 unit 5 unit -
3 Roda dua 15 unit 15 unit -

AC 80 unit 80 unit -




Sentral /Split/Stand/Coditioning

Alat Hiasan (Foto mantah Ketua

6 DPRD) 10 buah 10 buah
7 Alat Kantor Lainnya (_Lain-lain) 50 buah 50 buah
Papan Nama KayuJati
3 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 6 buah 6 buah
Sanyo
9 Alé-lt Komunikasi Sosial Lain-lain 1 buah 1 Buah
Triport Drave
Alat Komunikasi Sosial Lain-lain
10 LCD Projektor 1 buah 1 buah
11 Alé.lt Lab.. Elektronika & Daya 1 buah 1 buah
Lain-Lain Trafo
12 | Alat Pemadam Portable 6 buah 6 buah
11 | Alat Pemanas (Air West ) 2 buah 2 buah
13 | Alat Pemotong Kertas 5 buah 5 buah
14 Alat Rumah Tangga Lain-lain 3 buah 3 buah
(Gorden )
Alat Rumah Tangga Lain-lain 990
15 (Globe steel) P50 buah buah
16 Alat Rumah Tangga Lain-lain 41 buah 41 buah
(Pengharum Ruangan)
17 | Amplifiler/Audio Amplifier 95 unit 95 unit
18 | Audio Car 1 unit 1 unit
19 | Band Kas 5 buah 5 buah
Camera Digital /
20 Attachmnet/Filem 10 buah 10 buah
21 | CD rom potable 1 buah 1 buah
22 | Mic Warles audio sound rapat 5 unit 5 unit
23 | Latop 49 buah 49 buah
24 | Printer 20 buah 20 buah
25 | Camera 3 buah 3 buah
25 | Mebelair 22 buah 22 buah

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)




2.3. KINERJA LAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui capaian daridindikator kinerja. Pencapaian Kinerja Layanan
Sekretariat DPRD Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakakan evaluasi terhadap program/kegiatan yang
dilaksanakan. Indikator kinerja Sekretariat DPRD pada periode tahun 2025-2029/merupakan hasil evaluasi dari kinerja pada periode
tahun 2020-2024. Indikator mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024 dan Renstra
Sekretariat DPRD Tahun 2025-2026. Perubahan indikator dikarenakan adanya pengendalian dan evaluasi dari Kementerian PAN RB,
kondisi dinamika Perangkat Daerah, ketersediaan data serta untuk meningkatkan kinerja 'secara umum. Adanya perubahan indikator
menyebabkan tidak tersedianya data capaian pada tahun 2020-2023 antuk indikator yang baru. Dengan memperhatikan capaian
indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Sekretariat DPRD untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan
kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaiandtarget indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Kediri bisa dilihat
dalam tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

KONDISI
NO INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2025-2029 SATUAN © S KETERANGAN
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indikator Tujuan Sekretariat DPRD
Persentase - - - - 93
1 Tingkat Kepuasan layanan terhadap anggeta DPRD
Indikator Sasaran
Persentase kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD yang Persentase - - - - 93
1 terfasilitasi
2 Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Persentase - - - - 73,55




Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 2.6
berikut :

Tabel 2.6 Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

ANGGARAN REALISASI REALISASI
JENIS
BELANJ
" 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2024 2022 2023 2024 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BELANJA
TIDAK 284062118 | 26.587.571.4 | 28135.571.1 | 28.522.6387 | 30.944.947.8 | 28.406.211.8 | 26.587.571.4 | 21.357.691.72 | 21.569.003.68 | 21.003.118.5 | 10000 [ 100,00 f 75911 7562 | 67,87
LANGSU % % % % %
- 00 69 98 00 29 00 69 4 3 21
BELANJA 100,00 | 100,00 | 8479 | 89,72 | 7368
LANGSU | 42.937.1432 | 40.998916.1 | 52.708.509.8 | 62.876.6832 | 67.163.284.4 | 42.937:1432 [040.998.916.1 | 44.692.319.43 | 56.413.914.34 | 49.486.388.9 o O & & o
NG 00 00 00 00 00 00 00 1 2 11 0 0 0 0 0
JUMLAH | 71.343.355.0 | 67.586.487.5 | 80.844.080.9 | 91.399.321.9 | 981082322 | 71.343.35510 | 67.586.48755:] 66.050.011.15 | 77.982.918.02 | 70.489.507.4 | 10000 | 100,00} 8170 85321 7185
00 69 98 00 29 00 69 5 5 32 % % % % %

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)

Tabel 2.6 . Capaian Kinerja pada tahun 20244mengalami penurunan'di karenakan efisiensi anggaran .




2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD dijabarkan sesuai program
pada tabel berikut,
Tabel 2.7 Kelompok Sasaran Layanan

NO PROGRAM KELOMPOK SASARAN

Program Penunjang Urusan
1 | Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota Sekretariat DPRD dan DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan

Tugas dan Fungsi DPRD .
Sekretariat DPRD dan DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)
2.8. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan \fungsi pelayanan
Sekretariat DPRD Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian
atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap
aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan’ fungsi pelayanan. Berdasarkan
Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2021 bahwa Sekretariat DPRD mempunyai
tugas membantu Walikota melaksanakan wunsur peélayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi: DPRD.

Sekretariat DPRD berfungsi Memfasilitasi, rapat 'DPRD, Melaksanakan
pengelolaan tata usaha, perpustakaan dan keuangan DPRD dan Melaksanakan
dan mendukung tugas DPRD ‘beberapa permasalahan yang diidentifikasikan
adalah sebagai berikut:

1. Dalam hubungan Sekretariat DPRD dengan DPRD

2. Dalam hubungan Sekretariat DPRD dengan Pemerintah Daerah

3. Dalam hubungan Sekretariat DPRD dengan masyarakat dan media
4. Secara internal'Sekretariat DPRD

Adapun isufisu strategis yang ada diSekretariat DPRD Kota Kediri antara lain
sebagai berikut:
1. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)

v perlunya penguatansistem tata kelola yang lebih transparan, responsif, dan
berbasis inklusivitas guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta
kepercayaan masyarakatterhadap pemerintahan

v perlu mempercepat implemeéntasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan
guna memperkuat integrasi sistem administrasi, memperluas keterbukaan
informasi publik, serta meningkatkan partisipasi warga dalam perencanaan
dan pengambilan keputusan




Tabel 2.8 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur
kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact)
keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai
program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari

suatu tujuan yang diformulasikany, secara terukur, \spesifik, mudah dicapai,
rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5, (lima) tahun ke depan.
Sesuai dengan Visi Kota Kediri, “Membangun Kota Kediri yang MAPAN -
Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, Ngangeni”, Renstra Sekretariat
DPRD Kota Kediri tahun,2025-2029 mendukung Misi4 pada RPJMD Kota Kediri
Tahun 2025-2029yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang
inovatif, responsif dan berintegritas”.
Penjabaran tujuan, indikator tujuan,.sasaran dan indikator sasaran serta
target kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana
tertuang dalam tabel'berikut:




Tabel 3.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Tar

t Kinerja Tahun 2025-2029

NSPK DAN TARGET TAHUN
RopSARAN . | TusuaN SASARAN INDIKATOR | BASELIN KETERANGA
RELEVAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(07) (02) (03 (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD

- Meningkatnya Meningkatnya Tingkat Kepuasan 93 935 95 96

kualitas pelayanan kualias pelayanan Layanan terhadap

publik sekretariat DPRD Anggota DPRD (%)
Meningkatnya Persentase kegiatan 93 935 95 955 96
fasilitasi terhadap dan peningkatan
kegiatan dan kapasitas DPRD
peningkatan yang terfasilitasi (%)
kapasaitas DPRD
Meningkatnya Nilai LHE AKIP 74.15 74.30 74.45
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

(Nilai)

Sumber :




Berdasarkan tabel 3.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan
Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Kediri adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan
sekretariat DPRD” yang diukur dengan menggunakan indikator tujuan Tingkat
Kepuasan layanan terhadap anggota DPRD.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran antara lain
sebagai berikut:
a. Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan dan peningkatan kapasaitas
DPRD
b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari
indikator sasaran yang ada.

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Formula IndikatorSasaran

No Sasaran Indikator Sasaran Definisi Operasional Formula Indikator

Meningkatnya fasilitasi |Persentase kegiatan |Fasilitasiterhadap kegiatan-

1 terhadap kegiatan dan |dan peningkatan kegiatan dan peningkatan Jumlah Fasilitasi atas
peningkatan kapasaitas |kapasitas DPRD yang |kapasitas DPRD oleh Sekretariat kegiatan-kegiatan DPRD
DPRD terfasilitasi DPRD

Hasil penilaian AKIP yang
dilakukan oleh,APIP (Inspektorat
Kota Kediri) terhadap kondisi
penyelenggaraan AKIP di
Meningkatnya Nilai LHE AKIP Sekretariat DPRD Kota Kediri,
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah meliputi lima komponen pokok
AKIP (perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan
kinerja daniévaluasi akuntabilitas
kinerja)

Hasil Evaluasi AKIP oleh
Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (Inspektorat Kota
Kediri) terhadap
penyelenggaraan AKIP
Sekretariat DPRD Kota Kediri
pada kurun waktu tertentu

Sumber...Sekretariat DPRD, 2025

3.2. CASCADING KINERJA "SEKRETARIAT DPRD

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan
penyelarasan kinerja'dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang
lebih tinggi, ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan
cascading kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 - 2029.



Grafik 3.1 Cascading Kinerja Sekretariat DPRD
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3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan
efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan
sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program
dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri
Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan
sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD, yang selaras dengan strategi dan
kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun
2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam
pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD serta dalam mengemban tugas
dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi
dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu
strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Kediri.
Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi, keberhasilan dan
ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategifyang dinilai realistis dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil"rumusan strategi
tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk
memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Secara
lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Sekretariat.DPRD
Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-

2029
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya Meningkatkan _

R penyelengaraan Meningkatkan
fasilitasisterhadap y . : . .
kedl fasilitasi atas Kualitas Kinerja

egiatan dan . 4
. kegiatan- kegiatan Penyelenggaraan
peningkatan . e
Meningkatny#| kapasaitas DPRD dan peningkatan fasilitasi DPRD
. kapasitas DPRD
a kualias
pelayanan Meningkatkan
sekretariat Kinerja Meningkatkan
DPRD penyelenggaraan Kualitas Kinerja
Meningkatnya tugas, pengelolaan Penyelenggaraan
Akuntabilitas'Kinerja | keuangan, Tugas Pokok dan
kepegawaian dan Fungsi
administrasi umum Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)
3.4 PENAHAPAN PEMBANGUNAN

Penahapan pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat
DPRD merupakan upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaan
pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis yang
telah ditetapkan. Penahapan ini disusun untuk mengoptimalkan efektivitas
perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan dalam periode lima tahun.
Penahapan pembangunan dalam Renstra Sekretariat DPRD mengacu pada:

v Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai panduan
utama dalam menetapkan prioritas pembangunan lima tahunan

v Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai arah
pembangunan jangka panjang



v Isu strategis dan kebutuhan daerah yang berkembang berdasarkan hasil

evaluasi dan analisis kondisi daerah

v Sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi, termasuk Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Berikut tahapan pembangunan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2026-

2030:

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2026-2030

TAHAP TAHAP
TAHAP I (2026) TAHAP II (2027) IV TAHAP V (2030)
111 (2028)
(2029)
1 2 3 4 5
L . Tahap
Tahap Perencanaan dan [.)engorgamsasmn melalui Pelaksanaan: Tahap Evaluasi :
melaluis
1. Menjalankan
kegiatan 1. Melakukan
1. Menyusun rencana strategis dan operasional kesekrétariatan evaluasi berkala
kesekretariatan DPRD yang selaras dengan visi, misi, sesuai rencana, terhadap kinerja
dan tujuan DPRD. Ini mencakup alokasi sumber termasuk kesekretariatan,
daya (anggaran, personil, sarana prasarana) dan pengelolaan surat mengidentifikasi

jadwal kegiatan

2. Menentukan struktur organisasi yang efektif,
menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-
masing bagian, serta memastikan adanya sistem
kerja yang jelas dan terkoordinasi

menyurat, rapat,
dokumentasi,
pengelolaan
keuangan, serta
penyediaan data
daninformasi yang
dibutuhkan DPRD

kelemahan dan
kendala, serta
merumuskan
solusi untuk
perbaikan
berkelanjutan

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat PPRD Tahun 2025-2029

standar kualitas damkapasitas ASN

1 | pelayananpublik

N OPERASIONAL ARAH KEBIJAKAN RENSRA
o NSPK ARAH KEBIJAKAN'RRJMD SEKRETARIAT DPRD
M Optimalisasi Manajemen ,distribusi Meningkatkan Kualitas Kinerja
enyusun

Penyelenggaraan fasilitasi DPRD

dan akuntabilitas
kinerja

penguatan tatakelola pemerintahan
yang tertib dan berintegritas

Meningkatkan Kualitas Kinerja
Penyelenggaraan Tugas Pokok
dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)




BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

SEKRETARIAT DPRD

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka
mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan
dalam  program/kegiatan/sub  kegiatan dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Kediri. Sub kegiatan
adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program
sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan
kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mmendapatkan hasil, yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka
kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja radalah ukuran
keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kKuantitatif yang
secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan
skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat _kegiatan pemantawan dan
evaluasi baik kinerja input, output, outcOme maupun impact yang sesuai dengan
sasaran rencana program dan kegiatan.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Sekretariat DPRD Tahun 2025-2030.dapat dilihat padatabel 4.1 berikut ini:



Tabel 4.1

Rencana Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG PERANGKAT
URUSAN / INDIKATOR BASELIN 202 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH
PROGRAM/ OUTCOME E 2024 5 PENANGGUN
OUTCOME G JAWAB
TARGE PAGU TARGE PAGU TARGE PAGU TARGE PAGU TARGE PAGU
T T T T T
01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
4.02-
SEKRETARIAT 82.374.197.960,(()) 82.374.197.960,g 82.374.197.960,(()) 82.374.197.960,8 82.374.197.960,(())
DPRD
4.02.01-
PROGRAM
ey NG 35.917.197.960,0 35.917.197.960,0 35.917.197.960,0 35.917.197.960,0 35.917.197.960,0
PEMERINTAHAN © g © ® v
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya Indeks Dinas/Badan yang
layanan penunjang Profesionalisme 84.9 84.98 85.07 35'917'197'960% 85.15 35'917'197'960’8 85.24 35'917'197'960’3 85.33 35'917'197'960’8 85.41 35'917'197'960’3 menangani Bidang
Perangkat Daerah ASN (Indeks) Sekretariat DPRD
Persentase
cakupan Dinas/Badan yang
pelayanan 90 90 93.50 94 945 95 95.5 menangani Bidang
Administrasi Sekretariat DPRD
DPRD (%)
Persentase
;Z:(:y';r;n Dinas/Badgn yang
Keuangan dan 93 93 93.5 94 94.5 95 955 menangani Bidang
ng Sekretariat DPRD
Kesejahteraan
DPRD (%)
Persentase
Pgmgnuhan Dinas/Badan yang
Kriteria .
Pengelolaan 920 95 93.5 94 94.5 95 955 menangani Bidang
Ko Sekretariat DPRD
euangan
Berkualitas (%)
Persentase Dinas/Badan yang
Pemenuhan .
Kriteria Renja 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
Berkualitas (%) Sekretariat DPRD
4.02.02 -
PROGRAM
DUKUNGAN 46.457.000.000,0 46.457.000.000,0 46.457.000.000,0 46.457.000.000,0 46.457.000.000,0
PELAKSANAAN 0 0 0 0 0
TUGAS DAN
FUNGSI DPRD
Terwujudnya X
dukungan Persentase 46.457.000.000,0 46.457.000.000,0 46.457.000.000,0 46.457.000.000,0 46.457.000.000,0 | Dinas/Badan yang
Pembahasan 86 86.5 87 875 88 88.5 89 menangani Bidang
pelaksanaan tugas RAPERDA (% 0 0 0 0 0 Sekretariat DPRD
dan fungsi DPRD (%) ekretaria
TOTAL 82.374.197.960,0 82.374.197.960,0 82.374.197.960,0 82.374.197.960,0 82.374.197.960,0
KESELURUHAN 0 0 0 0 0




Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program

as Pembangunan Daerah

NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05

4,

02.0.00.0.00.01.000

4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya layanan penunjang
Perangkat Daerah

retariat DPRD

.02.01.2.01 -
ggaran,
era El

naan,
i Kinerja

4. 01 - Penyusunan
Doku canaan Perangkat
h

ordinasi dan
apaian
i Kinerja

4.02.01.2.01.
Penyusunan
Kinerja dan Ikhtisa
SKP|

4.02.01.2.02 - Adm|
uangan Perangkat h

01 - Penyediaan Gaji

4.02.01. 3 - Pelaksanaan
Pe sahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

4.02.01.2.05 - Administrasi
epegawaian Perangkat Daerah

4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan
Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya

4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

4.02.01.2.06 - Administrasi Umum
Perangkat Daerah

4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga

4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan




4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

4.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi
Kunjungan Tamu

4.02.01.2.06.0008

Jasa Komunikasi,

4.02.01.2.08.000

Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

.02.01.2.09.0002 - Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan
g 4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan
Mebel
KEGIATAN /
NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) 02 (03 (04) (05)

4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

4.02.01.2.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

4.02.01.2.09.0010 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya




4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan
dan Kesejahteraan DPRD

4.02.01.2.15.0002 - Penyediaa
Pakaian Dinas dan Atribut DP

2. 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN Terwujudnya dukungan pelaksanaan
PELAKSANAAN TUGAS DAN tugas dan fungsi DPRD
FUNGSI DPRD

4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan
Pembahasan Program

4.02.02.
Penyusunan Pe

4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan

4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan
APBD Perubahan

4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan
Pertanggungjawaban APBD

4.02.02.2.03 - Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan

4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan
Urusan Pemerintahan Bidang
Pemerintahan dan Hukum

4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan
Urusan Pemerintahan Bidang
Infrastruktur

4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan
Urusan Pemerintahan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan

Urusan Pemerintahan Bidang
Perekonomian




4.02.02.2.03.0005 - Pengawasan
Urusan Pemerintahan Bidang
Sumber Daya Alam

4.02.02.2.03.0007 - Pengawa:

.02.02.2.04.0002 - Pendalaman
Tugas DPRD

4.02.02.2.04. - Penyediaan

Penghimpunan Aspira:

KEGIATAN /

NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME SUBKEGIATAN

KETERANGAN

4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja
dalam Daerah

.02.02.2.05.0002 - Penyusunan
Pokok-Pokok Pikiran DPRD

4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan
Reses

4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD

4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan
Konsultasi Pelaksanaan Tugas




4.2. INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri
Tahun 2025-2029 merupakan indikator Kkinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan
dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan
sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat
Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian t@juan dan sasaran
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Di dalam sub bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari
Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan Sasaran Rencana Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-
2029. Indikator kinerja tersebut secara langsung, menunjukkan kinerja yang
akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri. Déngan demikian indikator
kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah/sasaran
atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator
Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel
4.2 dibawabh ini:

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

BASELIN TARGET TAHUN
5 INDIKATOR SATUA | ETAHUN KETERANGA
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2030

) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1. 4.02.0.00.0.00.01.000
0 - Sekretariat DPRD

2. Tingkat Kepuasan % 93 93,5 94 94,5 95 95,5 96
Layanan terhadap
Anggota DPRD

Setelah ‘membahas mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU), penting
untuk memahami konsep Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bagian dari
sistem) pengukuran Kinerja yang lebih luas. IKK merupakan indikator yang
digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan organisasi pada tingkat yang
lebih spesifik dibandingkan dengan IKU. Berikut Indikator Kinerja Kunci
Sekretariat DPRD Tahun 2025 - 2029:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD Tahun 2025-2030

BASELIN TARGET TAHUN
E TAHUN
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

STATU SATUA
S N

KETERANGA
N

INDIKATOR

(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1. 4.02 -
SEKRETARIAT
DPRD

2. Indeks positif Indeks 84.9 84.98 85.07 85.15 85.24 85.33 85.41
Profesionalisme
ASN

3. Persentase positif % 920 920 93.50 94 94.5 95 95.5
cakupan pelayanan
Administrasi DPRD

4. Persentase positif % 93 93 93.5 94 94.5 95 95.5
cakupan pelayanan
Keuangan dan
Kesejahteraan
DPRD




5. Persentase positif % 86 86.5 87 875 88 88.5 89
Pembahasan
RAPERDA

6. Persentase positif % 90 95 935 94 945 95 95.5
Pemenuhan
Kriteria
Pengelolaan
Keuangan
Berkualitas

BABV
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahan 2025-2029 telah
disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi
pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD selama lima
tahun ke depan. Renstra ini memuat visi, misif tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi dasar
dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi
pada hasil.

Dalam penyusunannya, Renstra Sékretariat DPRD Tahun 2025-2029
telah mempertimbangkan berbagai aspek,. termasuk kebijakan nasional,
kebijakan pembangunan daerah, serta aspirasi, masyarakat yang terangkum
dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi.'Selain itu, Renstra ini juga telah
melalui proses koordinasi dan sSinkronisasi dengan perangkat daerah lainnya
guna memastikan keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 ini,
diharapkan seluruh jajaran Sekretariat DPRD dapat menjalankan tugas dan
fungsinya dengan lebih terarah dan terukur:s Keberhasilan pelaksanaan Renstra
Sekretariat DPRD Tahuny2025-2029 ini sangat bergantung pada komitmen dan
kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah daerah,
masyarakat, maupun sektor swasta. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi
yang kuat akan menjadi kunci utama dalam_mewujudkan visi pembangunan
daerah yang lebih maju, berdaya saing' dan berkelanjutan. Adapun kaidah
pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD, Tahun 2025-2029 adalah:

1. Dokumeén, Renstra ini menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas, pokok
dan fungsi Sekretariat DPRD untuk mewujudkan tujuan Pembangunan
melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD mulai tahun 2026
sampai dengan tahun 2030.

2. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun dengan mengacu
pada Rancangan Akhir Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.

3. Setelah berakhirnya Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025-2029, perlu
disusun Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi
penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan tahunan berikutnya.

Demikian, Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 ini disusun
sebagai pedoman bagi seluruh jajaran dalam merencanakan dan melaksanakan
pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Semoga dokumen ini dapat
menjadi landasan yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah
ditetapkan.




